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ABSTRAK

Nama : Chekky Kurniasari Dewi, SH

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : Penyel esaian Pembiayaan Bermasal ah Pada Perbankan
Syariah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2008 Tentang Perbankan Syariah

Pada Pelaksanaan Penyaluran Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah dapat
terjadi Permasalahan. Ketikaterjadi permasalahan tersebut, penyel esaiannya dapat
dilakukan melalui eksekusi jaminan. Melalui penelitian yang bersifat yurudis
normatif, dapat diketahui bahwa Bank Syariah selain dapat melakukan eksekusi
jaminan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan dan Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia, dapat pula membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui atau diluar
pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela dari pemilik agunan dan
agunan yang dibeli oleh Bank Syariah tersebut wajib dicairkan dalam waktu 1
(satu) tahun atau yang dikenal dengan Agunan Yang Diambil Alih.

KataKunci :
Pembiayaan, Eksekus Jaminan, Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia, Bank
Syariah, Agunan yang diambil alih.
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ABSTRACT

Nama : Chekky Kurniasari Dewi, SH
Study Program: Notary Magister
Title : Issued Financing Settlement In Islamic Banking

Based On Law Number 21 Y ear 2008
About Islamic Banking.

In the implementation of cost distribution of Islamic Banking, could be
having problem. When the problem is happened, the solution could be taken is
guarantee execution. Based on the normative juridical research, it can be
understand that Islamic Bank could conduct the guarantee execution that under
regulation of Law Number 4 Year 1996 about Mortgage and Law Number 42
Y ear 1999 about Guarantee of Fiduciary, but also thisIslamic Bank could buy a
part or the entire bond with or without auction, based on the free given from the
guarantee owner and the guarantee that is aready bought by the Islamic Bank
have to pay in the period time of 1 (one) year that called the over taken guarantee.

Key words: Financing, Guarantee execution, Mortgage, Guarantee of Fiduciary,
Syaria Bank, The Over Taken Guarantee.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pembiayaan pada Bank Syariah perlu mendapat perhatian yang serius,
baik bagi masyarakat pada umumnya ataupun bagi praktis Bank Syariah
pada khususnya, karena kegiatan penyaluran pembiayaan perbankan
merupakan pendapatan utama usaha bank, khususnya pada Bank Syariah.
Oleh karena itu penanganan mengena pembiayaan ini harus dilakukan
secara hati-hati dan harus ditunjang oleh profesionalisme dan moralitas baik
para praktiss Bank Syariah maupun nasabah Bank Syariah, karena tanpa
ditunjang profesionalisme para praktisi Bank Syariah, salah satu akibatnya
adalah akan menimbulkan banyaknya pembiayaan bermasalah yang
berdampak terhadap likuiditas, keamanan dan penerimaan bank menjadi
rendah sehingga dapat mendatangkan kerugian pada bank dan bukan hal
yang tidak mungkin pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas
perekonomian nasional. Ketika terjadi suatu pembiayaan bermasalah, maka
diperlukan suatu sistem penyelesaian mengenai pembiayaan bermasalah
pada Bank Syariah secara efisien dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar masalah pembiayaan bermasalah
tersebut tidak berdampak pada stabilitas perekonomian nasional.

Daam rangka mewujudkan pembangunan nasional seperti yang
tercantum dalam alenia4 Undang-undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk
melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesgahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial, diperlukan koordinasi antara pemerintah selaku
pelaksana pembangunan nasional dengan masyarakat, dimana diantara
keduanya harus saling menunjang, melengkapi dan mengisi menuju
tercapainya pembangunan nasional, yaitu terciptanya masyarakat adil dan

makmuir.
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Salah satu sarana untuk mencapai pembangunan nasional adalah
dengan mendorong tumbuhnya sektor ekonomi, baik Badan Usaha Milik
Negara, Koperasi ataupun sektor ekonomi swasta, yang diarahkan pada
perekonomian yang berpihak kepada rakyat, merata, mandiri, handal,
berkeadilan dan mampu bersaing dikancah perekonomian nasional.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan nasiona harus selalu
berusaha agar pembangunan ekonomi berjalan dengan baik sesuai dengan
yang dicite-citakan, oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan ekonomi
melalui hukum positif di bidang perekonomian agar tercipta pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, yaitu dengan dilindunginya para pelaku ekonomi
dengan konstruksi hukum yang pasti sehingga tercipta kepastian hukum bagi
para pelaku perekonomian tersebut.

Dalan rangka memacu pertumbuhan ekonomi tersebut, dana
merupakan salah satu unsur yang diperlukan oleh para pelaku ekonomi, dan
daam ha ini tidak pernah terlepas peranan dunia perbankan nasional
sebagal salah satu lembaga penunjang kebijakan ekonomi nasional.

Sektor perbankan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis
untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional karena salah satu
fungs dari lembaga perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat
daam bentuk smpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf
hidup rakyat banyak®.

Pada saat ini dikenal Perbankan Syariah yang merupakan salah satu
bentuk penggalian dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian
nasional dalam bentuk syariah (berdasarkan nilai Islam). Prinsip syariah
yang berlandaskan nilai-nilai  keadilan, kemanfaatan, keseimbangan,
keuniversalan diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan
pada prinsip syariah atau yang biasa kita sebut dengan Perbankan Syariah.

Salah satu prinsip yang paling mendasar pada perbankan syariah
adalah adanya larangan riba dalam bentuk apapun, dan digantikan dalam

! Indonesia, Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan, UU No0.10 Th.1998, Ps. 1 ayat (2).
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bentuk bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat
menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat
berbagi keuntungan maupun berbagi resiko yang akan timbul sehingga akan
menciptakan posis yang seimbang antara bank dan nasabahnya. Hal ini
sesuai dengan salah satu prinsip dari perjanjian yaitu adanya kedudukan
yang seimbang antara para pihak yang melakukan perjanjian. Lebih jauh, ha
tersebut diatas akan mendorong terciptanya pemerataan ekonomi nasional
karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal sgja,
tetapi akan dinikmati pula oleh pengelola modal.

Pengaturan mengenai Perbankan Syariah di Indonesia pertama kali
diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
dimana pada Pasal 6 huruf m dan diatur lagi pada Pasal 13 huruf c yaitu :

“menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi

hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan

Pemerintah”.

Kemudian peraturan mengena Perbankan Syariah diperkuat dengan
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana
dalam Pasal 1 angka (3) dan angka (4) dinyatakan bahwa :

“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; dan Bank
Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”

Terakhir, pada tanggal 16 Juli 2008 disahkanlah Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dimana terdapat
penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya yaitu diantaranya :

1. Adanya perubahan istilah Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah. Hal ini didasarkan pada adanya perbedaan

yang sangat mendasar antara Kredit dengan Pembiayaan, dimana Kredit

2 Aad Rusyad N, Perbankan Syariah dan Aspek Hukumnya (suatu tinjauan singkat),
Materi Kuliah Hukum Perbankan pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, September 2009, hal. 5.
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diasumsikan memakai sistem bunga, sedangkan pembiayaan
diasumsikan memakai sistem bagi hasil.

2. Adanya Definisi Prinsip Syariah. Dalam definisi dimaksud memiliki 2
(dua) pesan penting, yaitu adanya Prinsip Syariah yang merupakan
prinsip hukum Islam serta adanya penetapan pihak/lembaga yang
berwenang mengel uarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.

3. Penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak yang terafilias
seperti halnya akuntan publik, konsultan dan penilai.

4. Definis pembiayaan yang berubah secara signifikan dibandingkan
definisi yang ada pada Undang-undang sebelumnya tentang Perbankan
yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam Definisi terbaru,
pembiayaan juga dapat berupa transaks bagi hasil, transaksi sewa
menyewa, transaks jual beli, transaks pinjam meminjam dan transaksi
sewa menyewa multi jasa (multijasa).

Adapun yang menjadi asas kegiatan Perbankan Syariah adalah®:

1. Prinsip syariah

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Isam dalam kegiatan
perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang
memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.? Oleh
karenanya, kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah tidak
mengandung Riba, Maisir, Gharar, Haram dan Dzalim. Riba adalah
penambahan pendapatan secara tidak sah (batil), yang meliputi Fadhl
(transaks pertukaran barang sgjenis yang tidak sama kualitas, kuantitas
dan waktu penyerahannya) dan Nasi’ah (transaks pinjam meminjam
yang mempersyaratkan Nasabah penerima fasilitas pinjaman
mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena
berjalannya waktu). Sedangkan Maisir adaah transaksi yang
digantungkan pada keadaan yang tidak pasti atau bersifat untung-
untungan. Gharar merupakan transaksi yang obyeknyatidak jelas, tidak
dimiliki dan tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat direrahkan
pada saat transaks dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Haram

? Indonesia, Undang-undang Perbankan Syariah, UU Nomor 21 Tahun 2008, Ps.2.
* Ibid, Pasal 1 ayat (12).
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adalah transaks yang obyeknya dilarang dalam syariah. Sedangkan
Dzalim adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak
lainnya.
2. Berdasarkan Demokrasi Ekonomi
Kegiatan usaha syariah harus mengandung nila  keadilan,
kebersamaan, kemanfaatan dan pemerataan, yang mengutamakan
kepentingan rakyat banyak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
3. Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian
Kegiatan usahanya harus dilakukan secara seksama sehingga yakin
akan kemampuan Nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya sesuai
dengan akad/perjanjian yang telah ditanda-tangani sebelumnya guna
mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, efisien, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pemberian pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah
oleh Bank, sangat diperlukan prinsip kehati-hatian sehingga mewujudkan
perbankan yang sehat, kuat, efisien, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang pada akhirnya akan membantu terlaksananya
tujuan pembangunan nasional yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan
makmur, oleh karenanya bank dalam menyalurkan dana pada masyarakat
sebelumnya harus mempunya keyakinan akan kemampuan Nasabah untuk
melunas seluruh fasilitas pembiayaan yang diterimanya tepat pada
waktunya. Untuk mempunyai keyakinan tersebut, Bank wajib melakukan
penilaian/evaluasl secara seksama terhadap kelayakan usaha yang akan
dibiayal dan evaluasi dokumentasi.

Evaluas secara seksama terhadap kelayakan usaha yang akan dibiayai,
yang meliputi® : Pertama, Character, yang meliputi sifat-sifat calon
Nasabah, seperti keujuran, perilaku dan ketaatannya. Agar dapat
mendapatkan data-data mengenai karakter Nasabah tersebut, maka Bank
dapat melakukannya dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi

Bank lainnya. Kedua, Capacity, yang menilai  kemampuan calon Nasabah,

® Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Cet. 5, Bandung:Penerbit
PT. Citra Aditya Bakti, 2006 Hal. 511.
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menyangkut kepemimpinan dan kinerjanya, bailk dalam perusahaan tempat
Nasabah tersebut bekerja ataupun tempatnya berusaha. Ketiga, Capital, yang
merupakan permodalan calon Nasabah. Hal yang menjadi perhatian dari segi
permodalan ini adalah tentang besar dan struktur modal termasuk kinerja
hasil dari modal itu sendiri dari perusahaan apabila caon Nasabah
merupakan perusahaan atau segi pendapatan apabila calon Nasabahnya
adalah orang perorangan. Keempat, Condition of Economy, dimana Bank
harus melakukan penilaian atas kondisi perekonomian yang tengah terjadi
termasuk terhadap perubahan atas kondis ekonomi yang dikaitkan dengan
kebijakan pemerintah, politik, sosial budaya atau segi lainnya yang dapat
mempengaruhi segi ekonomi itu sendiri. Kelima, Collateral, yang artinya
melakukan penilaian terhadap agunan yang dimiliki calon Nasabah. Agunan
yang dimaksud adalah agunan yang baik, memiliki nilai yang baik secara
hukum maupun ekonomi. Keenam, Personality atau kepribadian Nasabah
merupakan segi-segi yang subjektif, yang merupakan faktor yang penting
dalam penentuan pemberian pembiayaan, Ketujuh, Purpose atau tujuan
apakah pemberian pembiayaan bertujuan untuk kegiatan yang bersifat
produktif atau kegiatan yang bersifat spekulatif. Kedelapan, Prospect, yang
artinya melakukan penilaian terhadap masa depan dari kegiatan yang
mendapatkan pembiayaan dari bank, yang meliputi bidang usaha,
pengelolaan bidang usaha ataupun kebijakan pemerintah. Kesembilan,
Payment, yang mengevaluas bagaimana kelak Nasabah melakukan cara
pembayaran atas pembiayaan yang diperolehnya. Dalam hal ini Bank
memperhatikan kelancaran aliran dana (cash flow). Kesepuluh, Returns,
bagaimana hasil yang akan dicapa dari kegiatan yang mendapatkan
pembiayaan. Kesebelas, Repayment, yaitu perhitungan pengembalian dana
dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan, dan terakhir adalah Risk
Bearing Ability, yang memperhitungkan besarnya kemampuan Nasabah
daam menghadapi resiko tak terduga. Evaluasi dokumentasi meliputi
dokumentasi legalitas, taksas jaminan dan cek terhadap catatan daftar hitam
Nasabah bermasalah di Bank Indonesia
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Sebagai suatu badan usaha, Bank Syariah juga bertujuan untuk
mencari keuntungan. Hal ini merupakan implementas dari tujuan pendirian
Bank Syariah seperti yang tercantum pada Pasal 3 Undang-undang Nomor
21 Tahun 2008, yaitu :

“Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan
nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan
pemerataan kesejahteraan rakyat”.

Keuntungan dapat dicapai apabila pembiayaan yang disalurkan dapat
dikembalikan dengan tertib dan lancar, sesuai dengan apa yang telah
diperjanjikan sebelumnya. Tetapi dalam ha apapun, akan selalu ada resiko
terhadap penyaluran pembiayaan, misalnya pembiayaan menjadi bermasalah
atau macet. Untuk meminimalkan resiko tersebut, maka praktisi perbankan
syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu penerapan
prinsip kehati-hatian ini adalah Bank Syariah dalam penyaluran pembiayaan
sebaiknya meminta agunan sebagai  jaminan tambahan dari pihak penerima
pembiayaan (calon Nasabah). Bagi Bank pemberi pembiayaan, agunan
sebagal jaminan tambahan bertujuan sebagai pengaman dan sarana untuk
melancarkan pengembalian pembiayaan oleh Nasabah pada bank. Dengan
kata lain, agunan memberikan hak dan kekuasaan kepada Bank untuk
mendapatkan pelunasan dari barang-barang yang dijaminkan apabila
Nasabah wanprestasi.

Agunan yang dimaksud adalah agunan yang bergerak ataupun tidak
bergerak, harus memiliki nilai yang tinggi agar Nasabah kooperatif dan
bersungguh-sungguh dalam menyel esaikan pembiayaan yang didapatnya.

Agunan pembiayaan harus mempunyai nilai, mudah diuangkan dan
dapat diikat dengan janji sebaga jaminan untuk pembayaran kewajiban
Nasabah berdasarkan perjanjian pembiayaan yang dibuat antara nasabah dan
Bank. Jadi, fungsi agunan adalah untuk menjamin kelancaran pembayaran
kewgjiban Nasabah dan memberikan hak dan kekuasaan pada Bank untuk
mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan agunan tersebut bila nasabah
tidak melaksanakan kewagjiban sebagaimana mestinya.
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Agunan yang baik (ideal) adalah agunan yang dapat secara mudah
membantu perolehan pembiayaan oleh pihak yang memerlukannya dan tidak
melemahkan potensi (kekuatan) pencari pembiayaan (Nasabah) untuk
melakukan/meneruskan usahanya®. Selain itu, agunan yang diserahkan
Nasabah kepada Bank harus memberikan kepastian kepada pemberi
pembiayaan (Bank), dalam arti bahwa agunan setigp waktu tersedia untuk
dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi
utangnya penerimal/pengambil pembiayaan (Nasabah).

Agunan yang pada umumnya diterima kalangan Bank khususnya Bank
Syariah adalah agunan yang berwujud yang meliputi tanah dan bangunan,
mesin yang melekat dengan tanah atau kapal laut yang massa-nya melebihi
20 ton, perhiasan, motor atau mobil. Sedangkan untuk agunan yang tidak
berwujud meliputi tagihan piutang, deposito (sertipikat deposito), obligasi
dan saham’. Selain itu Bank juga menerima agunan dalam bentuk jaminan
penanggung hutang (borgtocht) yang meliputi jaminan  perorangan
(Personal Guarantee) dan jaminan perusahaan (Cor porate Guarantee).

Daam pelaksanaan pemberian pembiayaan, selaku terdapat resiko,
sdah satunya adalah pembiayaan bermasalah. Adapun faktor-faktor
penyebabnya adalah tidak hanya dari sisi praktisi Bank Syariah, tetapi juga
dari Nasabah penerima pembiayaan®.

Penyebab pembiayaan bermasalah dari sisi praktis Bank Syariah
adalah ketika melakukan analisa pembiayaan kurang memahami bisnis
Nasabah, kurang dilakukan evaluas keuangan Nasabah serta adanya
kesalahan setting fasilitas pembiayaan dan dalam melakukan anaisa
mengenai sumber pengembalian Nasabah terlalu optimis sehingga tidak
memperhitungkan aspek kompetitor dan kebutuhan hidup Nasabah. Selain
itu, dalam meakukan anadlisa mengenai aspek jaminan tidak

® R. Subekti, Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia,
cet.5. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991, Hal. 76.

7 Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Cet. 3 (Bandung, Penerbit
AlfabetaCV, 2005), hal. 144.

*Muchtar Manto Dirjosiswoyo, “ Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”
(makalah disampaikan pada Pelatihan Analisa Pembiayaan), Bekasi, 12 Desember 2009,
Hal.5.
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memperhitungkan aspek marketable, nilai jaminan, letak/strategis atau
tidaknya jaminan, perimbangan dengan pembiayaan serta jaminan hanya
dianggap sebagai pelengkap saja tanpa memperhitungkan resiko seandainya
pembiayaan bermasalah. Kurangnya dilakukannya evaluas atas rekening
Nasabah, tidak memperhatikan atas keterlambatan pembayaran kewgjiban
Nasabah dan jarang berkunjung ke lokasi usaha Nasabah atau dengan kata
lain tidak pernah berhubungan intensif dengan Nasabah menyebabkan
permasalahan Nasabah tidak terdeteksi sgjak awal sehingga menimbulkan
pembiayaan bermasal ah.

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dari sisi Nasabah adalah
karakter Nasabah tidak amanah, adanya peningkatan pola konsumsi dan
gaya hidup serta memprioritaskan kepentingan lain yang kurang bermanfaat.
Selain itu kemampuan Nasabah yang tidak memada untuk membayar
kewajibannya, termasuk kalah dalam persaingan usaha, usaha Nasabah yang
diberikan pembiayaan relatif baru, gagal dalam penagihan serta Nasabah
tidak mempu menanggulangi masalah (Nasabah tidak menguasai bisnis).
Adanya keadaan pada pribadi Nasabah seperti meninggalnya tulang
punggung keluarga, perselisihan dalam intern Nasabah, kecelakaan, bencana
aam, perubahan kebijakan pemerintah dan adanya huru-hara dapat
menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasal ah.

Apabila ditinjau lebih lanjut, terdapat gejala dini pembiayaan
bermasalah yang sebenarnya apabila praktis perbankan syariah dapat
melihat ggjaa tersebut lebih awal, maka pembiayaan bermasalah/macet
dapat dicegah. Adapun gejala dini pembiayaan bermasalah itu antara lain
ketika Nasabah mengajukan pembiayaan yang terus menerus, penurunan
kontinyu saldo simpanan di Bank serta ketergantungan yang berat pada
hutang jangka pendek.

Berdasarkan pasal 40 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah, dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi
kewgjibannya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat membeli
sebagian atau seluruh Agunan, bailk melalui maupun di luar pelelangan,

berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau
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berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan, dengan
ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
harus memperhitungkan harga pembelian Agunan dengan kewajiban
Nasabah kepada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang bersangkutan.
Daam ha harga pembelian Agunan melebihi jumlah kewagjiban Nasabah
kepada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, selisih kelebihan jumlah
tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya
lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian
Agunan.

Dengan berkembangnya dunia perbankan syariah pada saat ini yang
dapat dilihat dari berbagai jenis produk dan sistem usahanya, menimbulkan
persaingan pada dunia perbankan syariah, yaitu antara bank syariah satu
dengan lainnya. Salah satu dampak negatif dari persaingan antar Bank
adalah menurunnya prinsip kehati-hatian Bank dalam memberikan
pembiayaan kepada Nasabah. Masing-masing Bank akan berlomba dalam
memberikan pembiayaan kepada Nasabah tanpa memperhatikan keamanan
pemberian fasilitas pembiayaan sehingga banyaknya pembiayaan yang tidak
dapat dilunasi kembali karena pemberian pembiayaan tidak digunakan
sebagaimana mestinya yang pada akhirnya dapat menyebabkan timbulnya
pembiayaan bermasalah pada bank khususnya Bank Syariah.

Apabila terdapat pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah, maka
Bank dapat melakukan hal-hal yang diperlukan untuk meminimalisir
kerugian yang ditimbulkan akibat pembiayaan bermasalah tersebut, salah
satunya adalah dengan melakukan eksekusi jaminan yang diberikan Nasabah
kepada Bank atau tindakan-tindakan lain yang diperlukan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan tentang
Perbankan Syariah yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008.
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1.2 Pokok Permasalahan

1. Bagaimanakah cara pelaksanaan eksekusi jaminan Hak Tanggungan dan
Eksekus Jaminan Fidusia dalam rangka penyelesaian pembiayaan
bermasal ah pada Bank Syariah?

2. Bagaimanakah cara pelaksanaan eksekusi jaminan dengan cara
pengambilalihan asset atau Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) pada
Bank Syariah?

1.3 Tujuan Penélitian

1. Untuk mengetahui cara pelaksanaan eksekusi jaminan Hak Tanggungan
dan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam rangka penyelesaian pembiayaan
bermasal ah pada Bank Syariah.

2. Untuk mengetahui cara pelaksanaan eksekusi jaminan dengan cara
pengambilalihan asset Nasabah yang pada saat ini dikenal sebagai
AYDA (Agunan Y ang Diambil Alih).

1.4 Metode Penditian

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan °, karena tanpa adanya
metode, maka peneliti tidak akan mungkin mampu untuk menemukan,
merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah-masalah tertentu
untuk mengungkapkan kebenaran '° dan ilmu pengetahuan tidak akan

mungkin hidup, apalagi berkembang™.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat
Yuridis Normatif, yaitu yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma
hukum yang tertulis, baik yang dituangkan dalam bentuk peraturan maupun

dalam bentuk literatur lainnya.

° Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, (Jakarta:Universitas
Indonesia-Press, 1986), hal. 7.
bid. hal. 13.

1 |bid
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Alasan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif adalah
penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan
perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku dan mengikat
masyarakat yang berhubungan dengan tata cara penyelesaian pembiayaan
bermasalah pada Perbankan Syariah sebagaimana tersebut pada pasal 40
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Adapun tipologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini
dari sifatnya adalah Penelitian Deskriptif, dimana data yang akan diperoleh
akan memberikan gambaran secara umum mengenal suatu masalah, yaitu
menggambarkan lebih dalam mengenai cara penyelesaian pembiayaan
bermasalah pada Bank Syariah sebagaimana tersebut pada pasa 40
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Untuk jenis penelitian Yuridis Normatif, data yang digunakan adalah
data sekunder, yaitu menggunakan data yang diperoleh dari kepustakaan
dimana tata cara pengumpulan datanya bersumber pada bahan-bahan
kepustakaan®?, yang didukung oleh data primer yang diperoleh dari
wawancara dengan Narasumber. Dalam melakukan penulisan ini penulis
menggunakan bahan hukum primer®®, bahan hukum sekunder** serta bahan
hukum tersier™.

Bahan hukum primer dalam penulisan ini berupa peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan cara pelaksanaan eksekusi jaminan atau cara
penyelesaian lainnya atas pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Bank
Syariah. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku, makalah

12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudii, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Sngkat (Jakarta: PT. Rgja Grafindo Persada, 2001), hal. 13-14.

13 Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat seperti Norma Dasar,
Peraturan Dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang, Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden,
Peraturan Daerah, Bahan Hukum vyang tidak dikodifikasikan, Yrisprudensi, Traktat,
Peraturan dari jaman penjgjahan yang kini masih berlaku. Lihat : Sri Mamudji et. al.,
Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2005), hal .30.

14 Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-
hal yang berkaitan dengan bahan hukum primer sertaimplementasinya. Lihat : bid, hal.31.

5 Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan primer astau bahan sekunder seperti abstrak, bibliografi,
ensiklopedi dan kamus. Lihat : Ibid.
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dan laporan pendlitian. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan
dalam penulisan ini adalah kamus hukum dan ensiklopedi yang memuat
bahan-bahan yang dijadikan acuan dalam pendlitianini.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
studi dokumen yaitu mencari dan mengumpulkan data berdasarkan data
yang tertulis seperti buku, peraturan-peraturan dan wawancara terhadap
pihak yang berkompeten (narasumber). Metode analisa yang digunakan
adalah metode kualitatif'®, sebagai hasil pengumpulan data melalui data
sekunder, yaitu studi terhadap dokumen yang didukung wawancara dengan
narasumber sehingga hasil dari analisa tersebut dapat ditarik kesimpulan
yang dikaitkan dengan teori-teori untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan

dalam rumusan masalah.
Kerangka Konsep

Dalam tulisan ini, terdapat beberapa istilah yang definisinya akan
disebut dibawah ini :

1. Perbankan Syariah
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008,
yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang
menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan
kegiatan usahanya.
2. Bank Syariah
Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008,
yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan
kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya
terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
a. Bank Umum Syariah

® Metode Kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data
deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan
secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelgjari adalah objek
penelitian yang utuh. Lihat : Ibid, hal .67
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Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Konvensional
Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008,
yang dimaksud dengan Bank Konvensional adalah Bank yang
menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan
jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan
Rakyat.
a Bank Umum Konvensional
Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 21 Tahun
2008, yang dimaksud dengan Bank Umum Konvensional adalah
Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran.
b. Bank Perkreditan Rakyat
Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 21 Tahun
2008, yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank
Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran.
4. Pembiayaan
Menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008,
yang dimaksud dengan Pembiayaan adal ah penyediaan dana atau tagihan
yang dipersamakan dengan itu berupa:
a. transaks bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
b. transaks sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam
bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
c. transaks jua beli dadam bentuk piutang murabahah, salam, dan
istishna’;

d. transaks pinjam meminjam dalam bentuk piutang gardh; dan
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e. transaks sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaks
multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank
Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa
imbalan, atau bagi hasil.

Investas

Menurut Pasal 1 ayat (24) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008,
yang dimaksud dengan Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh

Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad

mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip

Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu.

Bank

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008,
yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Agunan

Menurut Pasal 1 ayat (26) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008,
yang dimaksud dengan Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa
benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh
pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin
pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.

Nasabah

Menurut Pasal 1 ayat (16) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008,
yang dimaksud dengan Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa

Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah.
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1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 3 (tiga) bab dengan sistematika penulisan
sebagai berikut :

BAB 1

BAB 2

BAB 3

PENDAHULUAN

Daam bab ini beris tentang latar belakang masalah
yang menjadi dasar penulisan, pokok permasalahan, metode
penelitian dan sistematika penulisan.

PELAKSANAAN  PENYELESAIAN  PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PERBANKAN SYARIAH.

Bab ini diawali dengan menjelaskan mengenai latar
belakang dan mekanisme terjadinya pembiayaan pada Bank
Syariah, selanjutnya menjelaskan ketentuan-ketentuan yang
terkait dalam perjanjian pembiayaan serta permasalahan yang
timbul berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan
tersebut. Kemudian dijelaskan mengenai latar belakang
terjadinya pembiayaan pada Bank Syariah, yang dilanjutkan
dengan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada
Bank Syariah serta pelaksanaan penyelesian pembiayaan
bermasal ah pada Bank Syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini, penulis memberikan kesimpulan
sebagal jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian
ini. Selain itu, penulis memberikan saran-saran terkait dengan
pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada

perbankan syariah
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BAB 2

PELAKSANAAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PERBANKAN SYARIAH

2.1 Latar Belakang Terjadinya Pembiayaan Pada Bank Syariah

Daam Islam, manusia diwagjibkan untk berusaha agar mendapatkan
regjeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan
kepada manusia bahwa Alah Maha Pemurah sehingga rezeki-Nya sangat
luas. Bahkan Allah tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin sgja,
tetapi kepada siapapun saja yang bekerja keras.

Manusia dapat bekerja apa saya, yang penting tidak melanggar garis-
garis yang telah ditentukan oleh Allah. Manusia bisa melakukan aktivitas
produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makanan
dan minuman dan sebagainya. Manusia dapat juga melakukan aktivitas
distribusi, seperti perdagangan atau dalam bidang jasa, seperti transportasi,
kesehatan dan sebagainya.

Untuk memulai usaha seperti itu diperlukan modal, seberapapun
kecilnya. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari
keluarganya. Adapula yang meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak
tersedia, peran institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat

menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.

Dadam Islam, hubungan pinjam meminjam tidak dilarang, bahkan
dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada
gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu
diperhatikan adalah apabila hubungan itu tidak mengiikuti aturan yang
digarkan oleh Iam. Karena itu, pihak yang berhubungan harus mengikuiti

etika yang digariskan oleh Islam.

Daam perbankan syariah, sebenarnya penggunaan kata pinjam

meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal. Pertama, pinjam
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meminjam bukan metode hubungan financia dalam Islam. Masih banyak
metode yang digjarkan oleh Islam selain pinjaman, seperti jua beli, bagi
hasil, sewa dan sebagainya. Kedua, dalam Islam, pinjam meminjam adalah
akad sosia bukan akad komersial, artinya, bila seseorang meminjam
sesuatu, diatidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok

pinjamannya.

Sebagian masyarakat membutuhkan suatu sistem perekonomian yang
mengikuti etika yang digariskan oleh garan Islan salah satunya adalah
bebas dari riba. Riba merupakan setigp tambahan nilai yang diperoleh
dengan tanpa resiko dan bukan merupakan hadiah atau kompensasi kerja*’.
Riba dimungkinkan terjadi pada transaks perdagangan maupun keuangan.
Riba pada transaksi perdagangan timbul akibat terjadinya pertukaran barang
sgjenis yang tidak memenuhi kriteria yang sama kualitasnya, kuantitasnya
dan waktu penyerahannya. Sedangkan Riba pada transaksi keuangan timbul
pada saat terdapat kesepakatan membayar bunga dalam suatu transaksi
hutang piutang, dimana satu pihak akan mendapatkan keuntungan yang
sudah pasti sedangkan pihak lain hanya menikmati sisa keuntungannya dan
hal itu adalah tidak adil.

Riba dapat berdampak buruk bagi perekonomian, yaitu *%:

1. Ketidakadilan distribusi pendapatan dan kekayaan
Prinsip riba (bunga) yang memberikan hasil tetap (fixed return)
pada satu pihak (pemodal) dan hasil tidak tetap pada pihak lainnya
(pengusaha) jelaslah tidak adil dan mematikan motivasi pengusaha.
2. Potensi eksploitasi kepada pihak yang lemah dan keuntungan lebih
berpihak kepada pihak yang kaya
Sistem riba memiliki kecenderungan terjadinya akumulasi modal
pada pihak pemodal tinggi. Sebagai contoh, meskipun jumlah penabung

Y Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi,
Ed.3, (Yogyakarta, Penerbit Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Idam
Indonesia, 2008), hal. 1.

¥ Ipid, hal. 2.
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kecil dalam perbankan konvensiona jauh lebih banyak jumlahnya dari
deposan besar, namun nilai total tabungan yang sangat Kkecil
dibandingkan dengan nilai total deposito yang dihimpun perbankan
konvensional, maka yang lebih menikmati keuntungan dalam system
riba adal ah para deposan besar.
3. Alokas sumber daya ekonomi yang tidak efisien
Prinsip riba membawa kecenderungan aokasi dana tidak
didasarkan atas prospek profitabilitas usaha melainkan pada dasar
kemampuan pengembalian pinjaman (kolektibilitas) dan nilai jaminan
(kolateral). Dengan demikian maka bisa dibayangkan apa yang terjadi
jika sumber daya ekonomi dikuasai oleh masyarakat yang tidak
produktif, maka pertumbuhan ekonomi pun akan lebih lambat dengan
diikuti distribus yang tidak merata.
4. Terhambatnyainvestasi
Semakin tinggi tingkat bunga yang berlaku, maka semakin besar
pula biaya yang ditanggung dalam investasi. Para investor hanya akan
mampu melakukan investas jika tingkat keuntungan yang diharapkan
mampu menutup tingkat bunga pasar. Dengan demikian, bunga berperan
seperti tembok penghalang investasi, dimana dengan makin tingginya
bunga maka investasi akan sulit dilakukan, dan pada sisi lain akan
berdampak padatingginyainflasi.
Oleh karena itu sistem keuangan Islam yang berpilarkan prinsip bagi
hasil dan bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif
terbaik dalam mencapai kesgjahteraan masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, Bank Syariah
menggunakan piranti-piranti yang terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu *°:

1. Produk Penyaluran Dana (Financing/pembiayaan)
Penyaluran dana Bank Syariah dilakukan dengan berbaga metode,
yaitu :

% |bid, hal. 63.
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a Transaks pembiayaan yang ditujukan untuk memliki barang
berdasarkan prinsip jua beli.

Prinsip jua beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya
perpindahan kepemilikan barang. Tingkat keuntungan Bank Syariah
ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang
dijual. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk
pembayarannya dan waktu penyerahan barang. Ada 3 (tiga) jenis jual
beli yang dijadikan dasar dalam pembiayaan modal kerja dan
investasi dalam perbankan syariah, yaitu :

- Bai Al Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan
tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan
nasabah. Dalam Murabahah, penjual menyebutkan harga
pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan
ataslaba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian murabahah, bank
membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya
dengan membeli barang itu dari pemasok dan kemudian
menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah
keuntungan. Adapun landasan hukumnya adalah Al Qur’an Surat
Al Bagarah ayat 275 yang artinya “ Allah telah menghalalkan
jual beli dan mengharamkan riba” serta Al Hadits dari Suaib Ar
Rumi RA bahwa Rasulullah SAW bersabda “ 3 (tiga) hal yang
didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh,
mugaradah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan
tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” .

Teknis perbankan dalam pembiayaan murabahah adalah
pertama-tama, bank bertindak sebagal penjual sementara nasabah
bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari
produsen (toko/pabrik) ditambah keuntungan (margin jual beli).
Kedua pihak harus menyepakati harga jual dawn waktu
pembayaran. Harga jua dicantumkan dalam akad jual beli dan
jika telah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu
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akad. Dalam perbankan, Murabahah lazimnya dilakukan dengan
cara pembayaran cicilan. Dalam transaks ini, barang diserahkan
segera kepada Nasabah sedangkan pembayaran dilakukan secara
tangguh (mencicil).
- Ba As-Sadlam

Salam adalah transaksi jua beli dimana barang yang
diperjualbelikan belum ada, oleh karena itu barang diserahkan
secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai.
Adapun landasan hukumnya adalah Al Quran Surat Al Bagarah
ayat 283 yang artinya “ Hai orang-orang yang beriman, apabila
kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” serta Al Hadits dari
Suaib Ar Rumi RA bahwa Rasulullah SAW bersabda “ 3 (tiga)
hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara
tangguh, mugaradah (mudharabah) dan mencampur gandum
dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” .

Teknis perbankan dalam pembiayaan ini adalah saat barang
diserahkan kepada bank oleh produsen (pabrik/toko) maka bank
akan menjua nya kepada nasabah secara tunal atau secara cicilan.
Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari
nasabah yang ditambah keuntungan. Bila bank menjualnya
secara tunal biasanya disebut pembiayaan talangan. Bila bank
menjual secara cicilan, maka bank dan nasabah harus
menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga
jua dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati
tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Barang yang
dijadikan obyek pembiayaan harus diketahui spesifikasinya
secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu atau jumlahnya.
Apabila obyek pembiayaan cacat atau tidak sesuai dengan akad,
maka produsen (toko/pabrik) harus bertanggungjawab dengan
cara mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti

barang yang sesuai dengan pesanan. Mengingat bank tidak
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menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai
persediaan, maka dimungkinkan bagi pihak bank untuk
mel akukan akad pendahuluan dengan pihak ketiga.
- Ba Al Istishna
Istishna merupakan jenis khusus dari As Salam, biasanya
dipergunakan dibidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan
ishtisna mengikuti ketentuan As Salam.
b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa
berdasarkan prinsip sewa (ljarah)

Daam konteks perbankan syariah, ijarah adalah perjanjian
sewa (lease contract) dimana bank menyewakan peralatan kepada
salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah
ditentukan secara pasti sebelumnya. Landasan hukumnya adalah Al
Qur'an surat Al Bagarah ayat 233 yang artinya “ Dan jika kamu
ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidaklah dosa bagimu
apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
Bertagwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah maha melihat
apa yang kamu kerjakan” dan Al Hadits dari Bukhari & Muslim
bahwa Rasulullah SAW bersabda “ Berbekam kamu, kemudian
berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” .

Transaks ljarah ditandai adanya pemberian manfaat. Pada
dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jua beli, namun
perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jua beli
obyek transaksinya adalah barang, pada ijarah obyek transaksinya
adalah jasa. Pada masa akhir sewa, bank dapat saja menjual barang
yang disewakannya kepada nasabah, karena itu dalam perbankan
syariah dikena al ijarah a muntahia bit tamlik (sewa yang diikuti
dengan perpindahan kepemilikan). Harga sewa dan harga jua
disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah.

c. Transaks pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna
mendapatkan barang dan jasa secara sekaligus dengan prinsip bagi

hasil.
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Produk perbankan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi
hasil terdiri dari Al Musyarakah dan Al Mudharabah®.
- Al Musyarakah

Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau
lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak
memberikan kontribus dana dan keuntungan dan resiko akan
ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan®’. Landasan
hukumnya adalah Al Qur’an Surat An-Nissaayat 12 yang artinya
“Maka mereka berserikat pada sepertiga”’ , surat As-Shaad ayat
24 yang artinya “ Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-
orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim
kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan
mengerjakan amal shaleh”, serta Al Hadits HR Abu Dawud
bahwa Rasulullah bersabda “ sesungguhnya Allah Azza wa jalla
berfirman ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat
selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya” .

Transaksi Musyarakah dilandasi adanya keinginan para
pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nila asset yang
mereka miliki secara bersama-sama, termasuk bentuk usaha yang
melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-
sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud. Bentuk kontribusi pihak
yang melakukan kerja sama dapat berupa dana, barang
perdagangan (trading asset), kewiraswastaan (intrepreneurship),
kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment)
atau hal lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Dengan  bentuk  kontribusi masing-masing  pihak
menjadikan produk ini sangat fleksibel. Semua modal disatukan
untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola secara
bersama-sama. Setigp pemilik moda berhak turut serta dalam

% | bid, hal. 73.
2 |ndonesia, Undang-undang Republik tentang Surat Berharga Syariah Negara
(SBSN), UU No. 19 tahun 2008 Bab | ayat (9).
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menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana
proyek. Pemilik modal yang dipercaya untuk menjalan proyek
musyarakah tidak boleh melakukan tindakan seperti %
menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi dan
enjaankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin
pemilik modal lainnya. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan
penyertasannya atau digantikan oleh pihak lain dan dianggap
mengakhiri kerjasama apabila melakukan tindakan-tindakan yang
bertentangan dengan akad musyarakah, diantaranya menarik diri
dari perserikatan, tidak cakap hukum atau meninggal dunia.

Biaya yang timbul dari pelaksanaan proyek dan jangka
waktu proyek harus diketahui bersama, keuntungan dibagi sesuai
dengan pors kontribusi modal. Proyek yang dijalankan harus
disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesa nasabah
mengembalikan dana tersebut bersama bersama bagi hasil yang
telah disepakati untuk bank.

- Al Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara 2 (dua)
pihak dimana pihak pertama (Shahibul Maal) menyediakan
seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebaga pengelola
Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut
kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila
rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan
akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan
oleh kecurangan dan kelalaian pengelola, maka pengelola harus
bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku
pengelola modal harus diserahkan secara tunai, dapat berupa
uang atau barang yang dapat dinilai dengan satuan uang. Apabila
modal diserahkan secara bertahap, maka tahapannya harus jelas
dan telah disepakati bersama. Hasil pengelolaan moda dapat

2 gudarsono, Op. Cit, hal 75.
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diperhitungkan dengan 2 (dua) cara, yaitu perhitungan dengan
pendapatan proyek (revenue sharing) atau perhitungan dari
keuntungan proyek (profit sharing). Hasil usaha dibagi sesuai
dengan kesepakatan dalam akad, pada setigp bulan atau waktu
yang telah disepakati. Bank berhak melakukan pengawasan
terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan
pekerjaan atau usaha nasabah.
d. Transaks pembiayaan dengan akad pelengkap.

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya
diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan
untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah
pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari
keuntungan, dalam akad pelengkap ini diperbolehkan untuk
mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan akad ini.
Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang
benar-benar timbul. Adapun macam-macam akad pelengkap ini
antaralain:

- Al Hiwaah

Yang dimaksud dengan hiwalah adalah memindahkan
hutang dari tanggungan orang yang berhutang menjadi
tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang. Dalam
konsep hukum perdata, hiwalah serupa dengan lembaga
pengambilalihan hutang (schuldoverneming), lembaga pelepasan
hutang, lembaga penjualan hutang, lembaga penggantian kreditur
atau debitur. Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hiwalah
digunakan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai
agar dapat menjalankan usahanya. Bank mendapat penggantian
biaya atas jasa pemindahan hutang. Untuk mengantisipasi
kerugian yang timbul, bank perlu melakukan penelitian atas
kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi
antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang.

Karena kebutuhan supplier akan likuiditas makaia meminta bank
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untuk mengambil aih piutang dan bank akan menerima
pembayaran dari pemilik proyek.
- ArRahn

Secara teknis, rahn adalah menahan salah satu harta milik
nasabah sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan
demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat
mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara
sederhana, rahn adalah semacam gadai. Adapaun barang-barang
yang digadaikan memiliki kriteria-kriteria tertentu, diantaranya
milik nasabah sendiri, jelas ukuran, sifat dan nilainya serta dapat
dikuasai, namun tidak dapat digunakan oleh bank.

- Al Qardh

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat
ditagih atau diminta kembali, dengan kata lain meminjamkan
tanpa mengharapkan imbalan. Dalam perbankan syariah, aplikasi
gardh biasanya dapat digunakan sebaga pinjaman talangan haji,
dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk
memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan
melunasinya sebelum keberangkatan hajinya. Qardh dapat pula
berfungs sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit
syariah, dimana nasabah diberikan keleluasaan untuk menarik
uang tunai milik bank melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri).
Nasabah akan mengembalikan sesua dengan waktu yang
ditentukan. Bagi pengusaha kecil, gardh digunakan sebagai
pinjaman dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan
pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skemayang lain. Bank
Syariah dapat menyediakan fasilitas gardh ini sebagai pinjaman
pada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini
untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank.
Pengurus bank akan mengembalikannya secara mencicil melalui

pemotongan gajinya.
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- Al Wakaah
Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang
sebagal pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua
dalam hal-hal tertentu. Bank dan nasabah yang dicantumkan
dalam akad wakaah harus cakap hukum. Pemberian kuasa
berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara
nasabah dan bank.
- Al Kafdah
Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh
penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban
pihak kedua atau yang ditanggung. Dengan kata lain kafalah
berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin
dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai
jaminan.
2. Produk Penghimpunan Dana (Funding)

Sumber dana bank syariah dapat diperoleh dari 4 (empat) sumber,
yaitu modal, titipan (Al Wadiah), investasi (Mudharabah Mutlagah) dan
investasi khusus (mudharabah mugayadah).

a Al-Wadiah

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke
pihak lain, baik individu atau badan hukum, yang harus dijaga atau
dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki. Prinsip ini diterapkan
pada produk rekening giro. Keuntungan atau kerugian dari
penyaluran dana menjadi tanggungan bank, sedangkan pemilik dana
tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank
dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu
insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh
diperjanjikan dimuka. Bank harus membuat akad pembukaan
rekening yang isinya mencakup ijin penyaluran dana yang disimpan

dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan
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dengan prinsip syariah. Terhadap pembukaan rekening ini bank
dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar
menutupi biaya yang telah terjadi.
b. Mudharabah Mutlagah

Penerapan mudharabah mutlagah dapat berupa tabungan dan
deposito sehingga terdapat 2 (dua) jenis himpunan dana yaitu
tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan
prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana
yang dihimpun. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana
mengenal nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau
pembagian keuntungan. Apabilatelah tercapal kesepakatan maka hal
itu harus dicantumkan dalam akad. Untuk tabungan mudharabah,
bank dapat memberikan buku tabungan sebaga bukti penyimpanan.
Tabungan dan deposito mudharabah dapat diambil setigp saat oleh
penabung sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

c. Mudharabah Mugayadah

Merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat
menetapkan Syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank,
dengan membuat akad yang mengatur tentang hal tersebut. Sebagai
tanda bukti bank menerbitkan bukti simpanan khusus berupa
sertipikat deposito mudharabah.

3. Produk Jasa (Services)

Bank syariah dapat melakukan berbagal pelayanan jasa perbankan
kepada nasabahnya dengan mendapatkan sewa atau keuntungan, antara
lain berupa:

a Al Sharf
Sharf adalah perjanjian jua beli suatu valuta dengan valuta
lainnya, dan dapat dilakukan baik sesama uang yang sejenis maupun
yang tidak sgenis. Untuk membeli mata uang yang tidak sgenis,

penyerahan harus dilakukan pada waktu yang sama.
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b. Al ljarah
Jenis kegiatannya adalah menyewakan kotak simpanan (safe
deposit box) atau jasa tata laksana administrasi dokumen (custidoan).

Dari kegiatan-kegiatan tersebut bank mendapat imbalan jasa.

2.2 Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Dan Cara Penyelesaian
Pembiayaan Ber masalah Pada Bank Syariah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah
tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewagjibannya kepada bank
sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Setiap bank pasti menghadapi pembiayaan bermasalah, termasuk
bank syariah. Pembiayaan bermasalah merupakan penyebab utama yang
menyangkut tingkat kesehatan bank. Karenanya bank wajib menghindarkan
diri dari pembiayaan bermasalah. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah,
bank diharapkan untuk tidak membiarkan atau menutup nutupi adanya
pembiayaan bermasalah dan mendeteks secara dini adanya pembiayaan
bermasalah atau diduga akan menjadi pembiayaan bermasal ah.

Penanganan terhadap pembiayaan bermasalah atau diduga akan
menjadi pembiayaan bermasalah harus dilakukan secara dini dan sesegera
mungkin. Bank tidak boleh melakukan penyelesaian terhadap pembiayaan
bermasalah dengan cara menambah plafond pembiayaan serta tidak boleh
melakukan pengecualian dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah
khususnya pembiayaan bermasal ah terhadap nasabah kelas kakap.

Adapun penyebab pembiayaan bermasalah adalah *:

1. Faktor Intern
Daam menyalurkan pembiayaan, petugas bank kurang memahami
atas kegiatan usaha nasabah serta tidak/kurang dilakukannya evaluasi
keuangan nasabah. Dengan melakukan proyeksi usaha nasabah yang
terlalu optimis, kurang memperhitungkan aspek kompetitor serta tidak
memperhitungkan kebiasaan/gaya hidup nasabah menyebabkan

2Djrjosiswoyo, op.cit.Hal 8.
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terjadinya pembiayaan bermasalah. Selain itu, dalam menilai jaminan
yang diberikan nasabah pada bank untuk menjamin kelancaran
pembayaran, petugas bank tidak memperhitungkan nilai jaminan dan
keseimbangannya dengan pembiayaan yang diberikan. Jaminan hanya
dianggap sebagai pelengkap tanpa memperhitungkan resiko seandainya
terjadi pembiayaan bermasalah.
. Faktor Ekstern

Karakter nasabah yang tidak amanah, tidak menggunakan dana
yang diperoleh dari pembiayaan bank sebagaimana mestinya serta gaya
hidup yang tidak sesual pendapatannya dapat menjadi penyebab
terjadinya pembiayaan bermasalah. Selain itu, dapat pula disebabkan
karena nasabah kalah dengan persaingan usaha karena usaha yang
dilaksanakannya relatif baru serta tidak mampu mengatasi masalah
(kurang menguasai bisnis). Pembiayaan bermasalah dapat juga
disebabkan karena faktor lingkungan seperti bencana alam, kebijakan
pemerintah atau huru-hara yang tidak dapat dicegah oleh nasabah.

Hal-hal tersebut di atas merupakan penyebab terjadinya pembiayaan

bermasalah pada Bank Syariah yang dapat mengganggu kesehatan Bank
Syariah itu sendiri dan harus diantisipas oleh Bank Syariah sebelum
memberikan pembiayaan kepada nasabah.

Daam rangka menekan kesulitan seminimal mungkin maka diperlukan

penanganan pembiayaan bermasalah secara tepat. Secara operasiond,

penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat ditempuh melalui beberapa

cara sebelum dilakukannya penyelesaian melalui lembaga yang bersifat

yudisial, yaitu 2%

1. Penjadwalan kembali (Reschedulling)

Yaitu perubahan syarat pembiayaan yang menyangkut jadwal
pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik

meliputi perubahan besarnya angsuran.

2. Persyaratan kembali (Reconditioning)

% Djumhana, op.cit. , Hal. 553.
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Yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan
tanpa menambah sisa pokok kewajiban Nasabah yang harus dibayarkan
kepada Bank, antara lain meliputi perubahan jadwal pembayaran,
perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah
daam pembiayaan mudharabah atau musyarakah, perubahan proyeks
bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta
pemberian potongan.

3. Penataan kembali (Restructuring)

Yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain
me;iputi penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank, konversi akad
pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah
berjangka waktu menengah serta konverss pembiayaan menjadi
penyertaan modal sementara pada perusahaan milik Nasabah, yang mana
restrukturisasi  ini  dapat disertai dengan rescheduling atau
reconditioning.

Pembiayaan bermasalah dapat menimbulkan kerugian yang akan
menghambat operasi perusahaan. Dari kerugian yang ditimbulkan, dalam
beberapa kasus pemerintah memberikan suntikan modal agar kegiatan
perbankan tidak terganggu. Artinya, rakyat juga harus menanggung akibat-
akibat yang ditimbulkan oleh pembiayaan bermasalah tersebut. Oleh karena
itu, ddam menyalurkan pembiayaan, bank harus selektif dan memilih
nasabah yang akan diberi pembiayaan.

Salah satu cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank
Syariah menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 adalah bank dapat
membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui maupun di luar
pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan
atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan,
dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-
lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Bank Syariah harus
memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud dengan
kewgjiban Nasabah kepada Bank Syariah yang bersangkutan. Dalam hal
harga pembelian Agunan melebihi jumlah kewgjiban Nasabah kepada Bank

Penyelesaian pembiayaan..., Chekky Kurniasari Dewi,FHUN2eargitas Indonesia



2.3

32

Syariah, selish kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada
Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung
terkait dengan proses pembelian Agunan.

Selain cara yang disebutkan diatas, cara penyelesaian pembiayaan
bermasalah pada bank syariah apabila upaya penyelamatan-penyelamatan
dengan cara restrukturisasi tidak dimungkinkan kembali, pada dasarnya
tidak berbeda dengan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank
konvensional, yaitu dengan cara melakukan eksekus atas agunan yang
diberikan Nasabah kepada Bank Syariah.

Eksekus Jaminan Hak Tanggungan dan Eksekusi Jaminan Fidusia
Sebagai Salah Satu Cara Pelaksanaan Pembiayaan Bermasalah Pada
Bank Syariah

Eksekus atau pelaksanaan putusan adalah tindakan yang dilakukan
secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara®. Putusan yang dapat
dieksekus adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang
tetap (res judicata) karena hanya dalam putusan yang berkekuatan hukum
tetap terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak
yang berperkara, dimana hubungan hukum tersebut harus ditaati kedua belah
pihak dan harus dipenuhi oleh pihak yang dihukum. Cara mentaati dan
memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan atau dijalankan secara
sukarela atau secara paksa.

Daam kasus-kasus tertentu, undang-undang memperbolehkan
eksekus terhadap putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum yang
tetap atau eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap produk tertentu
diluar putusan. Adakalanya eksekusi bukan merupakan tindakan
menjalankan putusan pengadilan, tetapi menjalankan pelaksanaan terhadap
bentuk-bentuk produk yang dipersamakan undang-undang sebagai putusan
yang telah memperol eh kekuatan hukum yang tetap.

% M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi di Bidang Perdata,
Ed. 2, Jakarta: Penerbit Snar Grafika, Hal.6.
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Ada beberapa bentuk pengecualian yang dibenarkan undang-undang
yang memperkenankan eksekusi dapat dijalankan diluar putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap pengecualian dimaksud,
eksekusi dapat dijalankan sesuai dengan aturan tata cara eksekus atas
putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun bentuk
pengecualian yang diatur dalan undang-undang salah satunya adalah
eksekusi atas :

1. Hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan;
2. Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia;

Terhadap kedua hal tersebut, Bank Syariah dapat langsung meminta
eksekus atas obyek barang hak tanggungan dan jaminan fidusia apabila
nasabah melakukan tindakan wanprestasi (tidak membayar angsuran atas
pembiayaan yang telah diterimanya), bahkan dimungkinkan Bank Syariah
melakukan eksekusi penjualan lelang melalui kantor lelang tanpa campur
tangan pengadilan.

Daam praktek sehari-hari yang menjadi agunan atas pembiayaan
yang diperoleh Nasabah dari Bank Syariah adalah benda-benda yang dapat
dijaminkan dengan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, maka dengan ini
penulis hanya membahas mengenai Eksekusi Hak Tanggungan dan Eksekusi
Jaminan Fidusia pada Bank Syariah.

2.3.1 Eksekus Hak Tanggungan
a. Pengertian Hak Tanggungan

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang
berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak
Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas
tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu
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kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor
tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.?®

Berdasarkan hal tersebut, Hak Tanggungan merupakan
bentuk jaminan pelunasan hutang, dengan hak mendahulu,
dengan obyek jaminannya berupa tanah dengan Hak Milik, Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang sifatnya
dapat dipindahtangankan.

Hak Tanggungan merupakan jaminan kebendaan yang lahir
dari suatu perjanjian, hal manaterlihat dalam pasal 10, 11 dan 12
Undang-undang Hak Tanggungan.

Pemberian hak tanggungan harus memenuhi syarat sahnya
perjanjian, sebagaimana ternyata dari Pasal 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata mengatur mengenai syarat sahnya
perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara mereka yang
mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
suatu hal tertentu, dan adanya sebab yang halal.

b. Sifat Hak Tanggungan
Adapun sifat Hak Tanggungan adalah?’ :
1. Hak Tanggungan bersifat memaksa
Terdapat beberapa ketentuan yang terdapat dalam
Undang-undang Hak Tanggungan yang bersifat memaksa dan
tidak dimungkinkan untuk dilakukan penyimpangan.
Penyimpangan terhadap Undang-undang hak tanggungan,
kecuali yang diperkenankan, mengakibatkan tidak berlakunya
hak tanggungan. Hal itu terlihat pada pasa-pasal yang
terdapat dalam Undang-undang Hak Tanggungan, yaitu
pertama, pada Pasa 6 Undang-undang Hak Tanggungan

% |ndonesia, Undang-undang Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda
Y ang Berkaitan Dengan Tanah, UU No.4 Tahun 1996, Ps.1 ayat (1).

Z Kartini Muljadi dan Gunawan Widjgja, Hak Tanggungan, Ed.1, Cet.3, (Jakarta :
Kencana Prenada Media Grup, 2008), Hal. 147.
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dimana apabila debitor cidera janji, pemegang Hak
Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek
hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melaui pelelangan
umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil
penjualan tersebut. Hak untuk menjual obyek hak tanggungan
atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari
kedudukan yang diutamakan yang dipunya oleh pemegang
Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama
dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang hak tanggungan.
Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh
pemberi hak tanggungan bahwa apabila debitor cidera jan;i,
pemegang Hak tanggungan berhak untuk menjual obyek hak
tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan
persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan dan selanjutnya
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu
lebih dahulu dari pada kreditor lainnya. Sisa hasil penjualan
tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan. Kedua, pada
Pasal 12 Undang-undang Hak Tanggungan yang
menyebutkan bahwa apabila terdapat janji yang memberikan
kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk
memiliki obyek hak tanggungan apabila debitor cidera jan;ji,
batal demi hukum. Hal ini diadakan dalam rangka melindungi
kepentingan debitor dan pemberi hak tanggungan lainnya
terutama jika nilai obyek hak tanggungan melebihi besarnya
hutang yang dijamin. Pemegang Hak Tanggungan dilarang
untuk serta merta menjadi pemilik obyek Hak Tanggungan
yang dikarenakan debitor cidera janji. Walaupun demikian
tidak dilaran bagi pemegang Hak tanggungan untuk menjadi
pembeli obyek hak tanggungan dengan syarat memenuhi
prosedur yang diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Hak
Tanggungan. Ketiga, pada Pasa 13 ayat (1) Undang-undang
Hak Tanggungan yang mensyaratkan bahwa pemberian hak
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tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Hal ini
sesuai dengan salah satu asas hak tanggungan adalah asas
publisitas. Oleh karena itu dengan didaftarkannya pemberian
hak tanggungan merupakan syarat mutlak untuk lahirnya hak
tanggungan tersebut dan mengikatnya hak tanggungan
terhadap pihak ketiga. Keempat, pada Pasal 14 ayat (3)
menyebutkan bahwa Sertipikat Hak Tanggungan mempunyai
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku
sebagal pengganti grosse akta hipotik sepanjang mengenal
hak atas tanah. Irah-irah yang dicantumkan pada Sertipikat
Hak Tanggungan dimaksudkan untuk menegaskan adanya
kekuatan eksekutorial pada Sertipikat Hak Tanggungan
sehingga apabila Nasabah cidera janji, siap untuk dilakukan
eksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum yang tetap, melalui tata cara
dan dengan menggunakan lembaga parate executie sesual
dengan peraturan hukum acara perdata.

. Hak Tanggungan dapat beralih atau dipindahtangankan

Hak tanggungan bersifat assesoir, yang mengikuti
perikatan pokok, yaitu perjanjian pembiayaan yang menjadi
dasar lahirnya hak tanggungan®®. Sesuai dengan ketentuan
Pasd 16 ayat (1), (20 dan (5) Undang-undang Hak
Tanggungan. Jika piutang yang dijamin dengan hak
tanggungan beralih karena cessie, subrogasi, pewarisan, atau
sebab-sebab lain, hak tanggungan tersebut beralih karena
hukum kepada kreditor yang baru. Yang dimaksud dengan
Cessie adalah perbuatan hukum mengalihkan piutang oleh
kreditor pemegang hak Tanggungan kepada pihak lain,
sedangkan yang dimaksud dengan subrogas adalah
penggantian kreditor oleh pihak ketiga yang melunas utang

2 1bid, hal.149.
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debitor. Yang dimaksud dengan sebab sebab lain adalah hal-
hal lain selain yang dirinci pada ayat ini, misalnya dalam hal
terjadi pengambil alihan atau penggabungan perusahaan
sehingga menyebabkan beralihnya piutang dari perusahaan
semula kepada perusahaan yang baru. Karena beralihnya Hak
Tanggungan yang diatur dalam ketentuan ini terjadi karena
hukum, hal tersebut tidak perlu dibuktikan dengan akta PPAT
(Pegjabat Pembuat Akta Tanah). Pencatatan beralihnya Hak
tanggungan ini cukup dilakukan berdasarkan akta yang
membuktikan beralihnya piutang yang dijamin kepada
kreditor yang baru. Beralihnya hak tanggungan wajib
didaftarkan oleh kreditor yang baru kepada kantor
pertanahan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sangat
jelas bahwa hak tanggungan dapat beralih atau berpindah
tangan yang disebabkan karena beralihnya hak milik atas
piutang yang dijamin dengan hak tanggungan tersebut, yaitu
karena cessie (pengalihan atau pengoperan hak tagih),
subrogasi (penggantian kedudukan kreditur oleh pihak
ketiga), pewarisan atau hal-hal lain.
3. Hak Tanggungan bersifat individualiteit

Hak Tanggungan bersifat individuaiteit adalah
meskipun atas sebidang tanah tertentu diletakkan lebih dari
satu hak tanggungan, namun masing-masing Hak
Tanggungan tersebut berdiri sendiri, terlepas antara satu
dengan lainnya, sebagaimana ternyata dari Pasal 5 Undang-
undang Hak Tanggungan. Suatu obyek hak tanggungan dapat
dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan guna
menjamin pelunasan lebih dari satu hutang. Oleh karena itu
terdapat pemegang Hak Tanggungan peringkat 1 (pertama), 2
(kedua), dan seterusnya. Apabila suatu obyek hak tanggungan
dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan, peringkat

masing-masing Hak Tanggungan ditentukan menurut tanggal
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pendaftarannya pada kantor pertanahan. Agar pembuatan
buku tanah hak tanggungan tidak berlarut-larut dan dapat
merugikan pihak-pihak yang berkepentingan dan mengurangi
jaminan kepastian hukum, dengan ini ditentukan satu tanggal
yang pasti sebaga tanggal buku tanah Hak Tanggungan,
yaitu hari ketujuh dihitung dari hari dipenuhinya persyaratan
berupa surat-surat untuk pendaftaran secara lengkap.
Peringkat Hak Tanggungan yang didaftar pada tanggal yang
sama ditentukan menurut tanggal pembuatan Akta Pemberian
Hak Tanggungan yang bersangkutan. Dalam hal |ebih dari
satu Hak Tanggungan atas satu obyek Hak Tanggungan
dibuat pada tanggal yang sama, peringkat Hak Tanggungan
tersebut ditentukan oleh nomor urut akta pemberiannya. Hal
ini  dimungkinkan karena pembuatan bebergpa Hak
Tanggungan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Peabat
Pembuat Akta Tanah yang sama. Eksekusi atau hapusnya hak
tanggungan yang satu tidak mempengaruhi terhadap hak
tanggungan lainnya yang dibebankan diatas hak atas tanah
yang dijaminkan dengan hak tanggungan tersebut®.

. Hak Tanggungan bersifat menyeluruh

Sifat menyeluruh hak tanggungan dapat ditemukan pada
Pasal 4 ayat (4) dan (5) Undang-undang Hak Tanggungan.
Hak Tanggungan dapat dibebankan pada hak atas tanah
berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada
atau akan ada yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah
tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah
yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan dalam Akta
Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan. Selain itu,
Hak Tanggungan dapat pula meliputi bangunan, tanaman,
dan hasil karya misalnya candi, patung, gapura, relief yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan.

2 |bid, Hal.160.
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Bangunan yang dapat dibebani Hak Tanggungan bersamaan
dengan tanahnya tersebut meliputi bangunan yang berada di
atas maupun di bawah permukaan tanah misalnya basement
(ruang bawah tanah) yang ada hubungannya dengan hak atas
tanah yang bersangkutan. Apabila bangunan, tanaman dan
hasil karya tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah,
pembebanan hak tanggungan atas benda-benda tersebut
hanya dapat dilakukan dengan penanda-tanganan serta pada
Akta Pemberian hak tanggungan yang bersangkutan oleh
pemiliknya atau yang diberi kuasa untuk itu olehnya dengan
akta autentik. Sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut
diatas, pembebanan Hak Tanggungan atas bangunan,
tanaman, hasil karya yang merupakan satu kesatuan dengan
tanah yang pemiliknya lain daripada pemegang hak atas
tanah wajib dilakukan bersamaan dengan pemberian Hak
Tanggungan atas tanah yang bersangkutan dan dinyatakan
dalam suatu Akta Pemberian Hak Tanggungan, yang ditanda-
tangani bersama oleh pemiliknya dan pemegang hak atas
tanahnya atau kuasa mereka, keduanya sebagai pemberi hak
tanggungan. Yang dimaksud dengan akta autentik adalah
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atas bendas-
benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah untuk
dibebani hak tanggungan. Dari hal tersebut dapat diketahui
bahwa pada prinsipnya Hak Tanggungan diberikan secara
keseluruhan. Dalam hal ini hak tanggungan diberikan dengan
segala ikutannya, yang melekat dan menjadi satu kesatuan
dengan bidang tanah yang dijaminkan atau diagunkan dengan
hak tanggungan. Oleh karenanya, eksekusi Hak Tanggungan
atas bidang tanah tersebut juga meliputi segala ikutannya,
yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang tanah
yang dijaminkan atau diagunkan dengan Hak Tanggungan.
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5. Hak Tanggungan tidak dapat dipisah-pisahkan

Yang dimaksud dengan sifat tidak dapat dipisah-
pisahkan adalah bahwa Hak Tanggungan membebani secara
utuh obyek Hak Tanggungan dan setiap bagian daripadanya.
Telah dilunasinya sebagian dari hutang yang dijamin tidak
berarti terbebasnya sebagian obyek hak tanggungan dari
beban hak tanggungan, melainkan hak tanggungan itu tetap
membebani seluruh obyek hak tanggungan untuk sisa hutang
yang belum dilunasi. Hal tersebut ternyata dari Pasal 2 ayat
(1) dan (2) Undang-undang Hak Tanggungan dimana Hak
Tanggungan mempunyai sifat yang tidak dapat dibagi-bagi,
kecuai jika diperjanjikan dalam Akta pemberian Hak
Tanggungan. Apabila Hak Tanggungan dibebankan pada
beberapa hak atas tanah, dapat diperjanjikan dalam Akta
Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan, bahwa
seluruh pelunasan hutang yang dijamin dapat dilakukan
dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai
masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari
obyek Hak Tanggungan, yang akan dibebaskan dari hak
tanggungan tersebut, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu
hanya membebani sisa obyek hak tanggungan untuk
menjamin sisa hutang yang belum dilunasi. Ketentuan ini
bertujuan untuk menampung kebutuhan perkembangan dunia
perkreditan dalam hal ini adalah dunia perbankan, antaralain
mengakomodasi  keperluan  pendanaan  pembangunan
kompleks perumahan yang semula menggunakan pembiayaan
untuk pembangunan seluruh kompleks dan kemudian akan
dijual kepada pemakai (pembeli) satu per satu, sedangkan
untuk membayarnya pemaka akhir ini (pembeli) juga
menggunakan pembiayaan dengan rumah yang bersangkutan.
ApabilaHak Tanggungan itu diberikan kepada beberapa hak
atas tanah yang terdiri dari beberapa bagian yang masing-
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masing merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri dan
dapat dinilai secaratersendiri, asas tidak dapat dibagi-bagi ini
dapat didimpangi asal hal tersebut diperjanjikan secara tegas
dalam Akta pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan.

6. Hak Tanggungan berjenjang (ada prioritas yang satu atas
yang lainnya)

Perjenjangan hak tanggungan sebagai hak kebendaan
ternyata dari Pasal 5 Undang-undang Hak Tanggungan. Suatu
obyek hak tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu
hak tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu
hutang. Apabila suatu obyek hak tanggungan dibebani
dengan lebih dari satu hak tanggungan, peringkat masing-
masing hak tanggungan ditentukan menurut tanggal
pendaftarannya pada kantor pertanahan. Peringkat hak
tanggungan yang didaftar pada tanggal yang sama ditentukan
menurut tanggal pembuatan Akta Pemberian Hak tanggungan
yang bersangkutan.

7. Hak Tanggungan harus diumumkan (asas publisitas)

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-
undang Hak Tanggungan, pemberian Hak Tanggungan wajib
didaftarkan pada Kantor Pertanahan”, secara tegas ternyata
bahwa saat pendaftaran pembebanan hak tanggungan adalah
suatu saat lahirnya hak tanggungan tersebut. Sebelum
pendaftaran dilakukan, maka hak tanggungan tidak pernah
ada.

8. Hak Tanggungan mengikuti bendanya (droit de suite)

Ini merupakan cirri utama hak kebendaan dimana
pemegang hak kebendaan dilindungi. Kepada tangan
siapapun kebendaan yang dimiliki dengan hak kebendaan
tersebut beraih, pemilik dengan hak kebendaan tersebut
berhak untuk menuntutnya kembali. Hal ini dirumuskan

dalam Pasal 7 Undang-undang Hak Tanggungan dimana Hak
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Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan
Siapapun obyek tersebut berada.
Hak Tanggungan bersifat mendahulu (droit de preference)

Hak Tanggungan diberikan sebagai jaminan pelunasan
hutang yang bersifat mendahulu dengan cara menjua sendiri
bidang tanah yang dijaminkan dengan hak tanggungan dan
selanjutnya memperoleh pelunasan dari hasil penjuaan
tersebut hingga sgumlah nilai hak tanggungan atau nilai
piutang kreditor®.

Hak Tanggungan sebagai Jura In Re-Alinea (yang terbatas)

Hak Tanggungan digunakan semata-mata ditujukan
bagi pelunasan hutang. Kreditor/pemegang hak tanggungan
tidak dapat berbuat bebas dengan kebendaan yang dijaminkan
atau tidak dapat memiliki obyek hak tanggungan tersebut
untuk selamanya.

Pada penjelasan Pasa 12 Undang-undang Hak
Tanggungan disebukan bahwa pemegang Hak Tanggungan
dilarang menjadi pemilik obyek Hak Tanggungan. Pemegang
Hak Tanggungan tidak dilarang untuk membeli obyek Hak
Tanggungan selama dilaksanakan sesuai dengan Pasal 20
Undang-undang Hak Tanggungan.

Berkaitan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah yang mana Bank dapat membeli obyek agunan, hal
tersebut dapat dilakukan dengan syarat harus secepatnya
dijual kembali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Jelas
kiranya bahwa pemegang Hak Tanggungan dilarang memiliki

agunan untuk selamanya.

% 1bid, Hal.179.

Penyelesaian pembiayaan..., Chekky Kurniasari Dewi,FHUN2eargitas Indonesia



43

c. Pelaksanaan Eksekus Hak Tanggungan

Eksekus Hak Tanggungan dapat ditemukan landasan
hukumnya dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Hak
Tanggungan, yaitu apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan
hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek
Hak Tanggungan dan berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat
dalam Sertipikat Hak Tanggungan serta objek hak tanggungan
dapat dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan  untuk
pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan mendahulu

daripada kreditor-kreditor lainnya.

Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan,
penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah
tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga
tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Pelaksanaan
penjualan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan setelah
lewat waktu 1 (satu) bulan sgak diberitahukan secara tertulis
oleh Pemberi dan atau pemegang Hak Tanggungan kepada
pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-
dikitnya 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang
bersangkutan dan atau media massa setempat, serta tidak ada

pihak lain yang menyatakan keberatan.

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan
dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 20
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Hak Tanggungan
adalah batal demi hukum. Sampai saat pengumuman untuk lelang
dikeluarkan, penjuaan obyek Hak Tanggungan dapat
dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak
Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekus yang telah
dikeluarkan.
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Dari rumusan di atas dapat diketahui bahwa pada
prinsipnya eksekusi Hak Tanggungan atau penjualan hak atas
tanah yang dibebankan dengan Hak Tanggungan dapat

dilaksanakan melalui dua macam carayaitu :

1. Menjua obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri
melalui pelelangan umum.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
40/PMK.07/2006 tanggal 30 Me 2006 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang, definisi dari Lelang adalah penjualan
barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga
secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau
menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului
dengan pengumuman lelang. Dari pengertian tersebut dapat
dikemukakan 2 (dua) hal penting, yaitu pertama, pengertian
lelang terbatas pada penjualan barang dimuka umum. Oleh
karena itu pembelian barang dan pemborongan pekerjaan
secara lelang yang sering disebut |elang/tender pengadaan
barang tidak termasuk kepada pengertian lelang, karena
tender merupakan pembelian/pengadaan barang, sedangkan
lelang adalah penjualan barang. Selain itu tender tidak
dipimpin oleh pegabat lelang selaku pejabat umum. Dalam
tender terdapat satu pembeli dan beberapa penjual, sedangkan
dalam lelang adalah sebaliknya, yaitu satu penjual dengan
beberapa pembeli. Kedua, dalam pengertian lelang, terdapat
unsur yang harus dipenuhi, yaitu dilakukan dihadapan umum
pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, dilakukan
dengan cara mengumumkannya terlebih dahulu, baik melaui
media massa, iklan atau selebaran. Penawaran dilakukan
secara lisan dan atau tulisan untuk mencapai harga tertinggi
yang akan dinyatakan sebagai pembeli/pemenang lelang dan
dilakukan dihadapan pejabat lelang sebagai pejabat umum.
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Terakhir dibuat berita acara (Risalah Lelang) sebagai akta
otentik. Adapun asas |elang adalah sebagai berikut :
a. Asas Kepastian Hukum
Lelang merupakan mekanisme penjualan yang
ditentukan dalam hukum untuk menjamin adanya
perlindungan  hukum  bagi pihak-pihak  yang
berkepentingan, misalnya dalam setigp pelaksanaan
lelang akan dibuat risalah lelang sebagai akta otentik
yang dapat digunakan untuk mempertahankan dan
melaksanakan hak dan kewagjibannya.
b. AsasKeadilan
Dalam proses pelaksanaannya lelang harus dapat
memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang diwujudkan
oleh berhaknya pihak tereksekus yang berkepentingan
mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan lelang.
Pejabat |elang harus bersikap netral dan independen, tidak
berpihak pada penjua atau pembeli dan para peserta
lelang memiliki hak dan kewgiban yang sama dalam
mengikuti pelaksanaan lelang.
c. AsasAkuntabilitas
Pelaksanaan lelang dapat dipertanggungjawabkan
kepada semua pihak yang meliputi ketentuan hukum
administrasi dan pengelolaan uang lelang.
d. AsasKeterbukaan
Publik mengetahui rencana pelaksanaan |elang dan
mempunyal hak yang sama untuk mengikuti lelang. Oleh
karena itu setigp pelaksanaan lelang harus diikuti oleh
pengumuman. Hal ini dilakukan untuk mencegah praktek
korupsi, kolusi dan nepotisme.
e. AsasEfisiens;
Lelang dilakukan dengan cepat dan biaya yang
relatif murah.
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Sebagai salah satu bentuk pelayanan umum penjualan
barang, lelang mempunyai fungs sebaga fungsi privat dan
fungsi publik. Sebagai fungsi privat, lelang merupakan sarana
untuk mempertemukan penjual dan pembeli sehingga lelang
merupakan institusi pasar yang transparan dan efisien untuk
memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang. Dalam
fungsinya sebagai fungsi publik, lelang dapat mengamankan
asset yang dimiliki/dikuasai Negara untuk meningkatkan
efisens dan tertib administras pengelolaannya serta dapat
memberikan pelayanan penjualan barang yang mencerminkan
keamanan, keadilan dan kepastian hukum. Dalam
mendukung pelaksanaan hukum di Indonesia, beberapa
peraturan menyebutkan tindak lanjut pelaksanaan hukum
harus dilakukan melalui mekanisme lelang, misanya
mengenai Hak Tanggungan. Lelang juga dapat
mengumpulkan penerimaan Negara baik dari paak maupun

bukan pajak.

Berdasarkan hal tersebut diatas, lelang merupakan
tindak lanjut pelaksanaan hukum berdasarkan beberapa
peraturan, salah satunya adalah yang terdapat pada Undang-
undang Hak Tanggungan dan Undang-undang Perbankan
Syariah.

Menurut Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan
yang menyatakan bahwa apabila debitor cidera janji,
pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk
menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri
melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan
piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Hak untuk menjual
obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan
salah satu perwujudan dari kedudukan yang diutamakan yang
dipunyai pemegang hak tanggungan. Hak tersebut didasarkan
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pada janji yang diberikan pemberi hak tanggungan bahwa
apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan
berhak untuk menjual obyek hak tanggungan melalui
pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari
pemberi hak tanggungan dan selanjutnya mengambil
pelunasan piutangnyadari hasil penjuaan itu.

Dengan memiliki Sertipikat Hak Tanggungan maka jika
Nasabah cidera janji, Bank dapat langsung melakukan
eksekus jaminan melalui kantor lelang negara tanpa harus
melakukan gugatan perdata kepada Nasabah melaui
Pengadilan Negeri. Hal ini dimaksudkan agar bank dapat
menyelesaikan secara cepat atas pembiayaan bermasalah
yang terjadi.

Adapun cara-cara melakukan eksekusi hak tanggungan
melalui pelelangan umum tanpa fiat eksekusi adalah :

- Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama
mengajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan
kepada Kepala KP2LN dengan melampirkan dokumen-
dokumen berupa Perjanjian pembiayaan (perjanjian
kredit), Sertipikat adli, Sertipikat Hak tanggungan,
rekening koran atau dokumen lain yang menunjukan
besarnya hutang beserta surat peringatan kepada nasabah
untuk menyel esaikan kewajibannya.

- Setelah mendliti permohonan tersebut, Kepala KP2LN
menetapkan jadwal |elang dan mengumumkannya melal ui
surat kabar harian setempat. Pengumuman dilakukan 2
(dua) kali berselang 15 (lima belas) hari, pengumuman
kedua dilakukan berselang 14 (empat belas) hari dengan
pel aksanaan |elang.

- Pemohon lelang daam hal ini adalah pemegang hak
tanggungan memberitahukan kepada pemberi hak
tanggungan perihal pelaksanaan lelang sedangkan Kepala
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KP2LN memberitahukan pelaksanaan lelang kepada
penghuni obyek lelang.

- Lelang dilakukan secara terbuka oleh Pejabat lelang dari
KP2LN.

- Hasll penjuaan lelang tersebut akan digunakan sebagai
pelunasan hutang pemberi hak tanggungan kepada
pemegang hak tanggungan.

Sedangkan melakukan eksekusi hak tanggungan
melalui pelelangan umum dengan fiat eksekus dari
pengadilan dilakukan berdasarkan pasa 20 ayat (1) b
menyatakan bahwa eksekusi melalui lelang berdasarkan title
eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan
yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang maha Esa’ sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) . Atas dasar tersebut maka Ketua Pengadilan
Negeri menetapkan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan
melalui penjualan dimuka umum atas obyek hak tanggungan.
Adapun prosesnya adalah sebagai berikut :

- Pemegang Hak tanggungan mengajukan permohonan
eksekusi hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan
Negeri dengan melampirkan  dokumen-dokumen,
terutama : Perjanjian pembiayaan, Sertipikat adli,
Sertipikat Hak tanggungan, rekening korang atau
dokumen lain yang menunjukan besarnya hutang beserta
surat peringatan kepada nasabah untuk menyelesaikan
kewajibannya;

- Setelah meneliti permohonan tersebut, ketua pengadilan
dengan penetapannya melakukan pemanggilan agar
nasabah memenuhi kewgjibannya (pasal 196 HIR/207
Rbg);

- Jika nasabah tidak dapat memenuhi kewagjibannya atau
tidak mengindahkan pemanggilan tersebut, ketua
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pengadilan menetapkan sita eksekus terhadap obyek hak
tanggungan;

- Juru sita melakukan penyitaan dengan membuat Berita
Acara Penyitaan;

- Ketua Pengadilan menetapkan pelaksanaan |elang
eksekus dan mengajukannya kepada Kepala KP2LN;

- Ketua pengadilan memberitahukan pelaksanaan lelang
kepada termohon eksekusi sedangkan kepala KP2LN
memberitahukan pelaksanaan lelang kepada penghuni
obyek lelang;

- Lelang dilakukan secara terbuka oleh pejabat lelang dari
KP2LN setelah dilakukan pengumuman lelang sesual
dengan ketentuan yang berlaku.

2. Menjua secara dibawah tangan atas kesepakatan pemberi dan
pemegang Hak Tanggungan, dengan tujuan dapat diperoleh
hargatertinggi yang menguntungkan semua pihak.

Pada prinsipnya setiap eksekus harus dilakukan melalui
pelelangan umum, karena dengan cara demikian diharapkan
dapat diperoleh harga yang paling tinggi untuk obyek Hak
Tanggungan yang dijual. Dalam keadaan tertentu apabila
melalui pelelangan umum diperkirakan tidak menghasilkan
harga tertinggi, atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak
Tanggungan dan dipenuhinya syarat-syarat tertentu,
dimungkinkan eksekusi dilakukan dengan cara penjualan
obyek Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan di
bawah tangan, jika dengan cara demikian itu akan dapat
diperolah hargatertinggi yang menguntungkan semua pihak.

Hal ini ditentukan dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-
undang Hak Tanggungan. Penjualan obyek Hak Tanggungan
yang dilakukan “di bawah tangan” artinya penjualan yang
tidak melalui pelelangan umum. Namun penjualan tersebut
tetap wajib dilakukan menurut Kketentuan Peraturan
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Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah yaitu dilakukan di hadapan Pegabat Pembuat Akta
Tanah yang membuat aktanya dan diikuti dengan
pendaftarannya di kantor Pertanahan setempat dimana obyek
Tanggungan berada.

Dengan ketentuan seperti ini berarti Bank tidak
mungkin melakukan penjualan di bawah tangan terhadap
objek Hak Tanggungan atau agunan pembiayaan itu apabila
Nasabah tidak menyetujuinya karena penjualan di bawah
tangan seperti ini hanya dapat dilakukan bila ada kesepakatan
antara pemberi dan pemegang Hak Tanggungan.

Sesuai dengan asas kepatutan dan I'tikad baik, bank
tidak menentukan sendiri harga jual atas barang-barang
agunan dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah.
akan tetapi berdasarkan kesepakatan antara pemegang dan
pemberi Hak Tanggungan atau berdasarkan penilaian harga
oleh suatu perusahaan penilai yang independen. Menurut
Pasal 20 ayat (3) UUHT, pelaksanaan penjualan di bawah
tangan hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu)
bulan sgjak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan
pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2
(dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan
atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang
menyatakan keberatan. Maksud dari ketentuan pasal tersebut
adalah untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan,
misalnya pemegang Hak Tanggungan kedua, ketiga, dan
kreditor lain dari pemberi Hak Tanggungan. Pengumuman
melalui media massa selain surat kabar, dapat dilakukan
misalnyamelalui radio atau televisi.

Ketentuan ini merupakan salah satu keunggulan hak
tanggungan dibandingkan dengan hipotik. Cara ini dianggap
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ideal untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, karena
menghemat waktu, tenaga dan biaya yang disebabkan tidak
perlu melalui proses beracara di pengadilan. Dalam praktek
perbankan, cara ini yang pertama kali dilakukan apabila
penyelamatan pembiayaan melalui cara penjadwalan kembali
(rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan
penataan kembali (restructuring) tidak dapat dilaksanakan.

2.3.2 Eksekus Jaminan Fidusia
a. Pengertian Jaminan Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu fiducie,
sedangkan dalam bahasa Inggris disebut fiduciary transfer of
ownership, yang artinya kepercayaan. Dalam berbagai literatur
fidusia disebut dengan idtilah fiduciaire eigendo overdract
(FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan®.
Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999
tentang jaminan fidusia, lembaga fidusia telah digunakan di
Indonesia sgjak jaman penjgahan Belanda sebagai suatu bentuk
jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini
digunakan secara luas dalam transaks pinjam meminjam karena
proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, cepat, tetapi
tidak menjamin adanya kepastian hukum. Lembaga jaminan
fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk
menguasai benda yang dijaminkan untuk melakukan kegiatan
usahanya. Pada awanya benda yang menjadi obyek jaminan
fidusia terbatas pada benda bergerak yang berwujud dalam
bentuk peralatan, akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya
benda yang menjadi obyek jaminan fidusia termasuk juga dalam
benda bergerak yang tidak berwujud, maupun tidak bergerak.

Pada dasarnya Fidusia adalah suatu perjanjian acessoir

antara debitor dan kreditor yang berisi pernyataan penyerahan

3 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Ed.1, Cet.2 (Jakarta : PT. Rgja
Grafindo Persada, 2001), Hal. 113.
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hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dimana
benda tersebut secara fisk masih dikuasai oleh debitor sebagai
peminjam pakai dan bertujuan untuk jaminan atas pembayaran

kembali uang pinjaman.

. Ciri-ciri dan Sifat Jaminan Fidusia
Ciri-ciri dan sifat Jaminan Fidusia adalah® :
1. Jaminan Kebendaan (zakelijkezekerheld/security right in rem)

Walaupun tidak dinyatakan dengan tegas, namun jika
dikaitkan dengan hak yang didahulukan/diutamakan yang
dimiliki Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya serta
adanya ketentuan bahwa benda yang dibebani dengan
Jaminan Fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran
Fidusia, maka dengan sendirinya melekat di dalamnya unsur
kebendaan karena melaui pendaftaran berarti  ada
pemberitahuan kepada umum (asas publisitas) yang
mengisyaratkan bahwa Jaminan Fidusia adalah jaminan
kebendaan.

. Accessoir

Fidusa merupakan perjanjian ikutan dari suatu
perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para
pihak untuk memenuhi suatu prestasi (Pasal 20 Undang-
undang Jaminan Fidusia). Akibatnya menurut Pasal 25 ayat
(1) a Undang-undang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia
hapus demi hukum bilamana utang yang dijamin dengan

jaminan fidusia hapus.

. Droit de Suite

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-undnag
Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda
yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun
benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda

% |bid, Hal.124
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persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia Menurut
penjelasannya, ketentuan ini mengakui prinsip “droit de
suite” yang telah merupakan bagian dari peraturan
perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak
mutlak atas kebendaan (in rem). Namun demikian Undang-
undang tidak menutup kemungkinan terjadinya pengecualian,
yaitu dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
adalah benda persediaan. Sesuai dengan Pasal 21 Undang-
undang jaminan Fidusia, maka pemberi fidusia dapat
mengalihkan benda persediaan dengan cara dan prosedur
yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Pengalihan
disini termasuk menjua atau menyewakan dalam rangka
kegiatan usahanya. Namun demikian Undang-undang
menentukan batasan bahwa apabila terjadi cidera janji oleh
Debitor/Nasabah atau Pemberi Fidusia, maka ketentuan
mengenai pengalihan persediaan tersebut tidak berlaku.
Ciderajanji tersebut dapat berarti tidak dipenuhinya prestasi,
baik berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian jaminan
fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya. Benda yang
menjadi obyek jaminan fidusia yang telah dialihkan berupa
benda persediaan tersebut wajib diganti oleh pemberi fidusia
dengan obyek yang setara. Pengertian setara tidak hanya
nilainya tetapi juga setara jenisnya yang bertujuan untuk
menjaga kepentingan Penerima Fidusia. Dalam hal Pemberi
Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan
yang timbul karena pengalihan benda persediaan, demi
hukum menjadi obyek jaminan fidusia yang diaihkan.
Pembeli benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang
merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun
pembeli tersebut mengetahui tentang adanya jaminan fidusia
tersebut, dengan syarat pembeli telah membayar lunas harga

penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar. Harga
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pasar disini maksudnya adalah harga yang waar yang
berlaku di pasar pada saat penjuaan benda tersebut, sehingga
mengesankan tidak adanya penipuan dari pihak pemberi
fidusia dalam melakukan penjualan benda tersebut. Penerima
fidusia tidak menanggung kewagjiban atas akibat tindakan
atau kelalaan Pemberi Fidusia baik yang timbul dari
hubungan kontrak jual atau yang timbul dari perbuatan
melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan
pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
Beban itu dilimpahkan pada pemberi fidusia karena pemberi
fidusia tetap menguasai secara fiskk benda yang menjadi
obyek jaminan fidusa dan memperoleh manfaat secara
ekonomis dari pemakaian benda tersebut. Jadi sudah
sewgjarnya pemberi fidusia yang bertanggung jawab atas
semua akibat dan resiko yang timbul berkenaan dengan
pemakaian dan keadaan benda tersebut.
4. Droit de Preference

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-undang Jaminan
Fidusia, Penerima Fidusa mempunya kedudukan yang
diutamakan terhadap kreditor lainnya. Kemudian menurut
Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia, Penerima
Fidusa memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor
lainnya. Hak yang didahulukan terebut adalah hak Penerima
Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil
eksekusi benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Hak
untuk mengambil pelunasan ini mendahului kreditor-kreditor
lainnya, sekalipun pemberi Fidusia dinyatakan pailit atau
dilikuidasi, hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak
hapus karena benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

tidak termasuk dalam harta pailit pemberi fidusia.
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5. Constitutum Possessorium
Dalam Jaminan Fidusia terjadi suatu pengalihan hak
milik atas suatu benda atas dasar kepercayaan, namun benda
yang hak kepemilikannya dialihkan itu tetap berada dalam
penguasaan Pemberi Fidusia. Pengalihan hak kepemilikan
atas benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tersebut
dilakukan dengan cara Constitutum Possessorium artinya
pengalihan hak milik atas suatu benda dengan melanjutkan
pengalihan hak milik atas benda yang bersangkutan.
6. Jaminan Pelunasan Hutang
Pasa 1 (2) Undang-undang Jaminan Fidusia
menyatakan secara tegas bahwa Jaminan Fidusia atas suatu
benda adalah sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu.
Sedangkan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Jaminan
Fidusa menyatakan bahwa utang adalah kewajiban yang
dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik
dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik
secara langsung maupun kontinjen yaitu utang yang akan
timbul kemudian hari. Selanjutnya Pasal 7 Undang-undang
Jaminan Fidusia mengatur lebih lanjut utang yang
pelunasannya dapat dijamin dengan Jaminan Fidusia yaitu
berupa utang yang telah ada, utang yang akan timbul
dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jaminan
tertentu, atau utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan
jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan
kewajiban memenuhi suatu prestasi.
7. AsasPublisitas
Menurut ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang
Jaminan Fidusia, benda yang dibebani dengan Jaminan
Fidusia wajib didaftarkan. Dalam penjelasannya dinyatkaan
bahwa pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan
Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia,
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dan pendaftarannya mencakup benda baik yang berada di
daam maupun di luar wilayah Negara Indonesia untuk
memenuhi publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian
terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah
dibebani Jaminan Fidusia

8. Asas Spesiditas

Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia menurut
Pasa 5 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia dibuat
dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan
Akta Jaminan Fidusia. Dalam Akta Jaminan Fidusia menurut
penjelasannya selain dicantumkan hari dan tanggal, juga
dicantumkan mengena waktu (jam) pembuatan akta tersebut.
Kemudian pasal 11 ayat (1) UUJF mewgjibkan benda yang
dibebani dengan Jaminan Fidusia didaftarkan. Pendaftaran
tersebut berarti bentuk perjanjian Jaminan Fidusia harus
tertulis.

9. Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu
Penerima Fidusia.

Ketentuan ini dimaksudkan sebagal pemberian fidusia
kepada lebih dari satu penerima fidusia dalam rangka
pembiayaan konsorsium/sindikasi.

10. Tidak boleh ada Fidusia ulang (ganda).

Menurut Pasal 17 Undang-undang Jaminan Fidusia,
Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap
benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang sudah
terdaftar. Fidusia ulang oleh pemberi fidusia, baik debitor
maupun pihak ketiga (penjamin) tidak dimungkinkan atas
benda yang menjadi obyek jaminan fidusia karena hak
pemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima
fidusia, sedangkan syarat bagi sahnya jaminan fidusia adalah
bahwa pemberi fidusia mempunyai hak kepemilikan atas

benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada waktu
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memberi jaminan fidusia. Hal ini dikarenakan hak
kepemilikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
sudah beralih kepada Penerima Fidusia.
11. Parate Eksekusi

Parate Eksekusi adalah hak yang dimiliki  kreditur
untuk melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri atau
seolah-olah miliknya sendiri, benda-benda yang telah
dijaminkan oleh debitur bagi pelunasan hutangnya.

c. Obyek Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 1 butir (2) dan (4) Undang-undang
Jaminan Fidusia, yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah
benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud,
benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat
dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang
tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang tentang
Jaminan Fidusia, ruang lingkup berlakunya Undang-undang
tentang Jaminan Fidusia berlaku terhadap setiap perjanjian yang
bertujuan untuk membebani benda dengan Jaminan Fidusia, yang
dipertegas kembali oleh rumusan yang dimuat dalam Pasal 3
Undang-undang tentang Jaminan Fidusia dimana dengan tegas
menyatakan bahwa Undang-undang Fidusia ini tidak berlaku
terhadap (i) Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan
bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan Yyang
berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib di
daftar, namun demikian, bangunan di atas hak milik orang lain
yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-
undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat
dijadikan obyek jaminan fidusia; (ii) Hipotik atas kapal yahg
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terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 M3 (dua puluh meter
kubik) atau lebih; (iii) Hipotik atas pesawat terbang; dan (iv)
Gadai.

Dalan sgarah perkembangan fidusia, obyek jaminan
fidusia meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak,
karena tidak dikenal hak-hak jaminan yang lain. Kemudian
dengan lahirnya Undang-undang Pokok Agraria yang tidak
membedakan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak
melainkan perbedaan atas tanah dan bukan tanah. Bangunan-
bangunan yang terletak diatas tanah tidak dapat dijaminkan
terlepas dari tanahnya. Jadi orang yang memiliki bangunan di
atas tanah dengan hak sewa tidak dapat membebaninya dengan
Hak tanggungan. Oleh karenanya jalan satu-satunya adalah
dengan jaminan fidusia. Khusus mengenai penyerahan hak sewa,
diperlukan persetujuan dari pemilik tanah yang menyewakan
tanah itu untuk sewaktu-waktu mengalihkan hak sewa untuk
tanah itu kepada pihak lain.

Dengan lahirnya Undang-undang tentang Jaminan Fidusia,
terutama Pasal 1 butir (2) dan (4) serta Pasal 3 Undang-undang
tentang Jaminan Fidusia, dapat dikatakan bahwa yang menjadi
obyek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki
dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda itu dapat berupa benda
berwujud atau tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdafar,
bergerak atau tidak bergerak, dengan syarat bahwa benda
tersebut tidak dapat dibebani dengan Hak tanggungan
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4
Tahun 1996 tentang Hak tanggungan, atau Hipotik sebagaimana
dimaksud dalam pasal 314 Kitab Undang-undang Hukumn
Dagang junto pasal 1162 Kitab Undang-undang hukum Perdata.
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d. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan dibuatnya
akta notaris dalam bahasa Indonesia, dan merupakan akta
Jaminan Fidusa. Dalam Akta Jaminan Fidusia selain
dicantumkan hari, tanggal dan waktu dibacakan akta tersebut,
dicantumkan pula waktu berakhirnya pembacaan akta jaminan
fidusia tersebut.

Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat identitas
pemberi dan penerima Fidusia, data perjanjian pokok yang
dijamin fidusia, uraian benda yang menjadi obyek jaminan
fidusia, nila penjaminan dan nilai benda yang menjadi obyek
jaminan fidusia

Identitas Pemberi dan Penerima Fidusia meliputi nama,
tempat dan tanggal lahir, agama, kewarganegaraan, pekerjaan,
alamat, dan nomor identitas yang bersangkutan sedangkan data
perjanjian pokok yang dijamin fidusia meliputi hal-hal yang
berkaitan dengan perjanjian pokok sertajumlah pembiayaan yang
dijamin dengan jaminan fidusia.

Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan
fidusia dilakukan dengan mengidentifikasikan benda tersebut
serta dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal
benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah barang
persediaan (inventory) yang selau berubah-ubah atau tidak tetap,
maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai
jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.

Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu
Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima
fidusia tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian
fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium. Kecuali
diperjanjikan lain, jaminan fidusia dapat meliputi hasil dari benda
yang menjadi obyek jaminan fidusia serta klaim asuransi, dalam

hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan.
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e. Pendaftaran Jaminan Fidusia
Daan Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia
ditentukan bahwa benda, baik yang berada di wilayah Negara

Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Republik

Indonesia yang dibebani jaminan fidusia, waib didaftarkan.

Tujuan pendaftaran jaminan fidusiaadalah :

1. Untuk melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia dan
menjamin pihak yang mempunyai kepentingan atas benda
yang dijaminkan.

2. Untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian
hukum kepada penerima dan pemberi fidusia serta pihak
ketiga yang berkepentingan.

3. Memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor
preferent.

4. Untuk memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas.

5. Memberikan rasa aman kepada kreditor penerima jaminan
fidusa dan pihak ketiga yang berkepentingan serta
masyarakat pada umumnya.

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia
dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi Fidusia, baik yang
berada di dalam maupun yang berada di luar wilayah Negara
Republik Indonesia pada Kantor Pendaftaran Fidusia
Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia
dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia
yang memuat : (i) identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
(i) tanggal, nomor akta jaminan Fidusia, nama dan tempat
kedudukan notaries yang membuat Akta Jaminan Fidusia; (iii)
Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; (iv) Uraian
mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia; (v) Nilai
penjaminan; dan (vi) Nila benda yang menjadi obyek jaminan
fidusa
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Selanjutnya kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan
fidusa dalam buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama
dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, dengan
demikian pendaftaran jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia
merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan
fidusia. Apabila terjadi atas benda yang sama menjadi obyek
Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia,
maka kreditor yang terlebih dahulu mendaftarkannya adalan
penerimafidusia

Sebaga bukti bahwa kreditor merupakan pemegang
Jaminan Fidusia adalah sertipikat Jaminan Fidusia yang
diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama
dengan tanggal penerimaan permohonan Pendaftaran Jaminan

Fidusia

Ketentuan tentang adanya kewajiban pendaftaran jaminan
Fidusia merupakan hal yang sangat penting karena pada
umumnya obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang
tidak terdaftar sehingga sulit mengetahui sigpa pemiliknya
Dengan demikian Jaminan Fidusia memenuhi asas publisitas
sebagal salah satu asas yang penting dalam hukum jaminan
kebendaan.

f. Sertipikat Jaminan Fidusia

Sebagai bukti bahwa penerima fidusia memiliki hak fidusia,
maka kepadanya diserahkan dokumen yang disebut dengan
“Sertipikat Jaminan Fidusia’. Sertipikat Jaminan Fidusia
dikeluarkan oleh kantor pendaftaran fidusia pada tanggal yang
sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Sertipikat jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal
15 ayat (1) UUJF mempunyai cirri istimewa, karena sertipikat
tersebut  mengandung irah-irah  “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang
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berarti bahwa sertipikat jaminan fidusia mempunya kekuatan
eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hokum yang tetap.

Sertipikat jaminan fidusia ini dapat langsung dieksekusi
tanpa melalui pengadilan, dan bersifat final serta mengikat para
pihak yang melaksanakan putusan tersebut. Hal ini dapat
dilakukan apabila debitor cidera janji, maka kreditor dapat
menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas
kekuasaan sendiri serta mengambil pelunasan piutangnya dari
hasil penjualan tersebut.

g. Hapusnya Jaminan Fidusia

Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia adalah
tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Jaminan fidusia hapus
karena hal-hal sebagai berikut (Pasal 25 UUJF):

a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia
b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia

c. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka
jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin
pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapusnya utang atau
karena pel epasan, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang
bersangkutan menjadi hapus. Yang dimaksud dengan hapusnya
hutang antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang
berupa keterangan yang dibuat oleh kreditor. Dalam ha benda
yang menjadi obyek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut
diasuranskan maka klaim asurans akan menjadi pengganti

obyek jaminan fidusia tersebut.

Apabila utang pemberi fidusia telah dilunasi olehnya,
menjadi kewgjiban penerima fidusia, kuasa atau wakilnya untuk
memberitahukan secara tertulis kepada kantor pendaftaran

fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan
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karena hapusnya utang pokok. Pemberiahuan paling lambat
dilakukan 7 (tujuh) hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang
ersangkutan dan dilampiri dengan dokuen pendukung tentang

hapusnya jaminan fidusia.

Dengan hapusnya jaminan fidusia, maka ada 2 (dua) hal
yang dilakukan oleh kantor pendaftaran fidusia, yaitu mencoret
pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia serta
menerbitkan surat keterangan yang menyatakan “Sertipikat
jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi”.

h. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekus jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan
benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, yang timbul karena
debitor pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi
prestasinya tepat pada waktunya kepada kreditor penerima
fidusia. Ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia diatur
dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia yang
menyatakan apabila debitor cidera janji, eksekus terhadap benda
yang menjadi objek jaminan dapat dilakukan dengan 3 (tiga)
cara, yaitu :

a Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam
Pasa 15 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia oleh
Penerima Fidusia

Dengan dilakukannya pendaftaran atas jaminan fidusia,
maka Kantor pendaftaran fidusia akan menerbitkan sertifikat
jaminan fidusia. Dalam sertifikat jaminan fidusia tercantum
kate-kata : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Hal itu berarti bahwa
sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial
yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap.
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Penerima fidusia yang memegang sertipikat fidusia
adalah sama dengan orang yang telah menang dalam suatu
perkara di pengadilan. Apabila nasabah cidera janji maka
bank sebagai penerima fidusia dengan memegang titel
eksekutorial dapat langsung mengeksekusi obyek jaminan
fidusia tersebut yaitu dengan menjua benda yang menjadi
obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (pasal 15
Undang-undang Jaminan Fidusia).

Daam praktek, pelaksanaan titel eksekutorial ini tetap
diperlukan fiat eksekus terlebih dahulu dari pengadilan
sebagai perlindungan hukum yang seimbang kepada kedua
belah pihak. Hal ini memerlukan waktu yang cukup panjang
an biaya yang tidak sedikit, yaitu diperlukan waktu kurang
lebih antara 6 (enam) sampal 8 (delapan) bulan.

Terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan titel
eksekutorial ini, yaitu memakan waktu yang cukup lama,
dimana Bank agar dapat mengeksekusi barang yang menjadi
obyek jaminan fidusia memerlukan waktu yang panjang,
karena Bank harus menempuh seluruh tahapan-tahapan yang
ditentukan oleh pihak pengadilan. Selain itu juga
memerlukan biaya yang cukup besar, dimana biaya ini
biasanya akan dibebankan kepada Nasabah.

Tidak kooperatifnya Nasabah merupakan hambatan
lainnya dalam pelaksanaan titel eksekutorial atas jaminan
fidusia ini. Nasabah biasanya tidak mau atau mengulur-ulur
waktu berkaitan dengan penyerahan obyek jaminan fidusia
dan tidak mau menanda-tangani surat-surat yang diperlukan
dalam proses penarikan dan penjualan jaminan fidusia.

b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas
kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan
umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil

penjualan.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b
Undang-undang Jaminan Fidusa yang merupakan
pelaksanaan dari Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Fidusia,
bank atau kreditur dapat melaksanakan eksekusi berdasarkan
kekuasaan sendiri, menjual obyek jaminan, didasarkan pada
parate eksekusi. Pelaksanaan parate eksekus ini seharusnya
tidak melibatkan pengadilan maupun juru sita, melainkan
bank dapat langsung menghubungi juru lelang dan minta agar
benda jaminan dilelang. Akan tetapi, pada prakteknya
pelelangan tidak akan dilakukan sebelum ada fiat eksekusi
dari pengadilan negeri setempat, walaupun dalam akta
pengikatan jaminan sudah tercantum adanya hak parate
eksekusi bagi Bank.

Eksekus ini dilakukan dengan cara mengeksekusi
benda jaminan fidusia oleh penerima fidusia melalui kantor
lelang, dimana hasil pelelangan tersebut diambil untuk
melunasi pembayaran piutangnya. Eksekus jaminan fidusia
melalui pelelangan umum ini bertujuan agar memperoleh
harga yang adil.

Prosedur yang dilakukan oleh Bank pertamakali adalah
mengumpulkan data Nasabah dan data mengena obyek
Jaminan Fidusia secara lengkap, diserta dengan salinan
Perjanjian Pembiayaan, Akta Jaminan Fidusia dan Sertipikat
Fidusia. Setelah data tersebut diatas dilengkapi oleh Bank,
maka kemudian Bank mendaftarkan barang yang menjadi
obyek jaminan fidusia ke kantor lelang untuk diproses lebih
lanjut.

Hambatan yang biasanya terjadi adalah hasil penjualan
belum optima sesuai yang diinginkan Bank karena pada
proses pelelangan ini penjuaan tergantung pada para pembeli
yang hadir dalam proses lelang tersebut. Apabila penawaran
tertinggi tidak mencapa nilai jual yang diinginkan Bank,

Penyelesaian pembiayaan..., Chekky Kurniasari Dewi,FHUN2eargitas Indonesia



66

Bank tidak akan menjua obyek tersebut dan menunggu
sampal dengan terdapat pembeli yang mempunyal penawaran
sesuai yang diinginkan Bank. Hal ini mengakibatkan proses
penjualan memakan waktu yang lama.

c. Penjualan di bawah tangan

Ekesekusi jaminan melalui penjualan dibawah tangan
dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima
fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga
tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah 1 (satu) bulan
sgjak diberitahukan secaratertulis oleh pemberi dan penerima
fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan
diumumkan sedikitnya daam 2 (dua) surat kabar yang
beredar di daerah yang bersangkutan. Pemberi Fidusia wajib
menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Hal
terpenting yang tidak boleh dilakukan oleh penerima fidusia
adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-
undang Jaminan Fidusia yang menyatakan “Setigp janji
untuk member kewenangan kepada penerima fidusia untuk
memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia untuk
memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila
debitor cidera janji adalah batal demi hukum”. Hal itu
dianggap sebagai janji yang sangat tidak patut karena akan
menimbulkan ketidak adilan.

Sebagaimana ternyata dari Pasal 30 Undang-undang
Jaminan Fidusia, Pemberi fidusia harus menyerahkan benda
yang menjadi jaminan fidusia dalam pelaksanaan eksekusi
jaminan fidusia. Penyerahan yang dimaksud adalah
penyerahan nyata dari benda jaminan yang bersangkutan.
Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda jaminan

fidusia secara sukarela, maka penerima fidusia dapat
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memaksanya dengan bantuan aparat penegak hukum untuk
mengambil benda tersebut. Aparat penegak hukum yang
dimaksud adalah Kepolisan Republik Indonesia dan
Pengadilan Negeri setempat.

Apabila obyek jaminan fidusia terdiri dari benda
perdagangan atau efek yang dijua di pasar atau di bursa,
maka penjualan dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila hasil eksekusi melebihi nilai jaminan maka
penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut
kepada penerima fidusia. Akan tetapi apabila yang terjadi
adalah sebaliknya yaitu hasil eksekusi jaminan tidak
mencukupi untuk melunasi tagihan bank, maka nasabah tetap
bertanggungjawab untuk melunasi sisa hutangnya dengan
seluruh harta miliknya yang lain (Pasal 34 Undang-undang
Jaminan Fidusia). Akan tetapi apabila hal ini terjadi, bank
tidak dapat langsung mengeksekusi harta kekayaan nasabah
tetapi harus berpedoman pada Pasal 1131 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata yaitu dengan cara melalui gugatan
perdata. Akibatnya bank menjadi kreditor konkuren karena
hak mendahului yang dimilikinya hanya sebatas obyek
jaminan fidusia sgja.

Proses penjualan yang dilakukan secara dibawah tangan
dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut,
yaitu : Pertama, yaitu tahap pemberitahuan proses eksekusi.
Pada tahap ini Bank memberitahukan kepada Nasabah bahwa
akan dilakukan proses eksekus terhadap obyek jaminan
fidusia. Pemberitahuan dilakukan beberapa hari sebelum
tangga eksekus dilaksanakan sebagai upaya untuk
memperoleh kepastian akan itikad balk Nasabah untuk
menyerahkan obyek jaminan fidusia kepada Bank. Kedua,
yaitu tahap penarikan jaminan Fidusia. Setelah dilakukan
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pemberitahuan mengenal waktu pelaksanaan eksekusi
jaminan fidusia, maka Bank mengambil jaminan fidusia yang
sebelumnya ada ditangan Nasabah. Ketiga, yaitu tahap
penjualan obyek jaminan fidusia Setelah barang yang
menjadi obyek jaminan fidusia diterima Bank, maka Bank
akan melakukan penjualan terhadap obyek jaminan fidusia
tersebut. Pada prakteknya, kadang-kadang Bank memberikan
kewenangan kepada Nasabah untuk menjual sendiri obyek
jaminan fidusia dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
yang telah ditetapkan oleh Bank, misalnya batas waktu
penjualan obyek jaminan fidusia serta mengenai batas harga
penjualan obyek jaminan fidusia agar hasil penjualan tersebut
dapat menutupi kewgiban Nasabah pada Bank. Keempat,
yaitu tahap pembuatan memo penjuaan fidusia. Setelah
obyek jaminan fidusia terjual dengan harga yang disepakati,
Nasabah harus menyerahkan hasil dari penjualan benda
obyek jaminan fidusia tersebut kepada Bank untuk kemudian
diproses lebih lanjut oleh Bank yaitu dilakukan pelunasan
atas kewgjiban Nasabah pada Bank. Setelah proses pelunasan
berjalan dengan balk, maka Bank harus memberitahukan
kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk
mencoret/menghapus benda yang menjadi obyek jaminan
fidusa didadam buku daftar fidusa dengan melampirkan
tanda bukti pelunasan dari Bank.

Apabila hasil penjualan benda yang menjadi obyek
jaminan fidusia terdapat kelebihan, maka Bank akan
mengembalikan kelebihan tersebut kepada Nasabah, setelah
dikurangi biaya-biaya yang diperlukan berkaitan dengan
proses pelaksanaan penjualan obyek jaminan fidusia tersebut.
Akan tetapi apabila hasil dari penjualan tersebut kurang/tidak
dapat menutupi seluruh kewgjiban Nasabah pada Bank, maka
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Nasabah harus menutupi kewagjiban tersebut dengan segera
dan sekaligus lunas.

Dalam praktek, eksekusi benda jaminan fidusia yang
sering dilakukan oleh bank selaku kreditur adalah dengan
cara penjualan dibawah tangan karena dengan penjualan
dibawah tangan dapat diperoleh harga tertinggi yang
menguntungkan bagi para pihak, proses penyelesaian yang
lebih cepat dan biaya yang lebih murah®.

Daam pelaksanaan eksekus jaminan fidusia, terdapat
kendala yang dihadapi Bank. Yaitu apabila obyek fidusia
telah dibeli oleh Pihak Ketiga dengan itikad baik atau obyek
jaminan fidusia hilang. Meskipun dalam Pasal 23 ayat (2)
Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa
pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau
menyewakan obyek jaminan fidusia kecuali dengan
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, di
dalam praktek terjadi ketika akan dilakukan eksekusi
terhadap jaminan fidusia, obyek jaminan fidusia tidak dapat
diketemukan dan telah menjadi hak milik pihak ketiga yang
beritikad baik.

Apabila hal tersebut terjadi, untuk mengatas
permasalahan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 35 dan
Pasal 36 Undang-undang Jaminan Fidusia, maka untuk
setigp orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah,
menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan
keterangan secara menyesatkan, yang jika ha tersebut
diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian
jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan
denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

# Hasil wawancara, Muchtar Manto, Pimpinan Cabang PT. Bank Muamalat
Indonesia, Thk (Terbuka) Kantor cabang Fatmawati, 11 April 2011, Jakarta.
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Sedangkan apabila pemberi fidusia yang mengalihkan,
menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek
jaminan fidusia sebagai mana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(2), yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu
dari Penerima Fidusia, maka dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 36 Undang-
undang tentang Jaminan Fidusia adalah untuk menghindari
atau mencegah nasabah pemberi Fidusia memindahtangankan
atau menghilangkan obyek jaminan fidusia. Namun apabila
hal demikian tetap dilakukan oleh nasabah, maka menjadi
kesulitan bagi Bank untuk melakukan eksekus terhadap
obyek jaminan fidusia.

24 Cara Penydesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah
Sebagaimana Ternyata dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008

Pembiayaan merupakan risk asset bagi Bank karena asset Bank itu
dikuasai pihak luar Bank yaitu para Nasabah. Pembiayaan yang diberikan
kepada Nasabah selalu ada resiko yaitu tidak dikembalikannya pembiayaan
ini tepat pada waktunya atau dinamakan pembiayaan bermasalah (Non
Performing Loan). Pembiayaan bermasalah selalu ada dalam kegiatan
pemberian pembiayaan Bank, oleh karena itu Bank hanya berusaha menekan
seminima mungkin agar besarnya pembiayaan bermasalah tidak melebihi
ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan.

Kualitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank dapat digolongkan
sebagai berikut 3 :

1. Lancar
Pembiayaan digolongkan lancar jika Nasabah melakukan
pembayaran atas pembiayaan yang diterimanya tepat waktu,

¥ sutarno, op.cit. hal.263.
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perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan sesuai dengan
perjanjian pembiayaan yang ditanda-tanganinya.
2. Daam Perhatian Khusus
Pembiayaan digolongkan Dalam Perhatian Khusus jika terdapat
tunggakan pembayaran atas pembiayaan yang diperoleh Nasabah sampai
dengan 90 (Sembilan puluh) hari / 3 (tiga) bulan.
3. Kurang Lancar
Pembiayaan digolongkan Kurang Lancar jika terdapat tunggakan
pembayaran atas pembiayaan yang diperoleh Nasabah yang telah
melampaui 90 (Sembilan puluh) hari / 3 (tiga) bulan sampai dengan 180
(seratus delapan puluh) hari / 6 (enam) bulan.
4. Diragukan
Pembiayaan digolongkan Kurang Lancar jika terdapat tunggakan
pembayaran atas pembiayaan yang diperoleh Nasabah yang telah
melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari / 6 (enam) bulan sampai
dengan 270 (duaratus tujuh puluh) hari / 9 (Sembilan) bulan.
5. Macet
Pembiayaan digolongkan Kurang Lancar jika terdapat tunggakan
pembayaran atas pembiayaan yang diperoleh Nasabah yang telah
melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari / 9 (Sembilan) bulan.

Adanya pembiayaan bermasalah akan menjadi beban Bank karena
pembiayaan bermasalah menjadi salah satu faktor serta indikator penentu
kinerja sebuah Bank. Oleh karena itu apabila terjadi suatu pembiayaan
bermasalah, maka Bank dituntut untuk lakukan penyelesaian pembiayaan
bermasalah secara cepat, tepat dan akurat dan segera mengambil tindakan
hukum apabila caramelalui restrukturisas tidak dapat dilakukan lagi.

Berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
perbankan syariah, disebutkan bahwa dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas
tidak memenuhi kewajibannya, Bank Syariah dapat membeli sebagian atau
selurun Agunan, balk melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan
penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan

pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan
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Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun. Bank Syariah harus memperhitungkan harga
pembelian Agunan sebagaimana dimaksud dengan kewajiban Nasabah
kepada Bank Syariah yang bersangkutan. Dalam ha harga pembelian
Agunan sebagaimana dimaksud melebihi jumlah kewgjiban Nasabah kepada
Bank Syariah, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada
Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung
terkait dengan proses pembelian Agunan.

AYDA atau disebut juga Agunan Yang Diambil Alih adalah Aktiva
yang diperoleh bank baik melalui pelelangan atau diluar pelelangan
berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau
berdasarkan Kuasa untuk menjua diluar lelang dari pemilik Agunan dalam
hal Nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank.®

Pengambilalihan agunan pembiayaan/asset dapat dilakukan jika
kondis pembiayaan Nasabah telah dilaporkan ke Bank Indonesia dengan
kolektibilitas 5 (macet), tidak dapat dilakukan upaya restrukturisasi atau
telah dilakukan upaya restrukturisas namun kembali menjadi pembiayaan
bermasalah, tidak dapat dilakukan penyelesaian secara tunai serta Nasabah
menyerahkan jaminan tanpa paksaan kepada Pihak Bank.

Pengambilalihan asset termasuk penetapan nilai ambil alih asset dan
biaya serta penjualan kembali nilai ambil aih harus mendapat persetujuan
dari komite pembiayaan dan asset yang akan diambil alih tidak tersangkut
permasalahan hukum dengan pihak lain baik menyangkut bukti kepemilikan
maupun sengketa gugat menggugat dengan pihak lain, serta secara fisik
dalam keadaan kosong dan tidak dibawah penguasaan pihak lain yang
memiliki dasar penguasaan/penghunian. Selain itu, dalam pengambil alihan
asset ini dilakukan kesepakatan dengan Nasabah untuk menyerahkan atau
menjual jaminan kepada Bank tanpa adanya hak kepada Nasabah untuk
membeli kembali dan hak penjualan kembali asset tersebut diserahkan
sepenuhnya kepada Bank.

% Pperaturan Bank Indonesia Nomor : 9/9/PBI/2007 Tentang Perubahan atas
Peraturan bank Indonesia Nomor : 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank
Umum yang melaksanakan K egiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, pas. 1 ayat (24).
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Asset yang dapat diambil alih atau disebut Agunan yang diambil alih
(AYDA) adaah asset berupa tanah, dan atau tanah dan bangunan atau
satuan rumah susun yang memiliki status hukum kepemilikan sebagai
berikut :

1. Hak Milik dengan Sertipikat Hak Milik;

2. Hak Guna Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan;
3. Hak Guna Usaha dengan Sertipikat Hak Guna Usaha;

4. Hak Paka dengan Sertipikat Hak Pakai;

Dadam pelaksanaan pengambil alihan asset Nasabah, Bank tidak
melakukan pembayaran tunal atas aset Nasabah, melainkan dengan
mengkompensasikan kewgjiban Nasabah. Bila nilai asset lebih besar dari
kewajiban Nasabah, maka pengakuan Bank maksimum sebesar nilai ambil
alih yang disepakati, yang setinggi-tingginya sebesar total kewajiban
Nasabah. Bila nila asset lebih kecil dari kewajiban Nasabah, maka sisa
kewajiban Nasabah setelah dikurangi dengan nilai ambil alih, harus tetap
disdesakan melalui tindakan-tindakan penyelesaian  pembiayaan
selanjutnya.

Asset dengan status Hak Milik, subyek pengambilaihan (pembeli)
asset adalah karyawan tetap Bank Syariah yang ditunjuk dan diberi kuasa
oleh Bank Syariah, sedangkan untuk aset selain Sertipikat Hak Milik, Bank
Syariah dapat bertindak sebagai subyek pengambil alihan.

Tujuan pokok pengambilalihan asset nasabah atau selanjutnya disebut
dengan AYDA (Agunan yang diambil aih) adalah untuk mengurangi
jumlah pembiayaan bermasalah. Dengan diambil alihnya asset nasabah,
maka kewgjiban nasabah langsung dianggap lunas, karena dengan
banyaknya jumlah pembiayaan bermasalah akan mempengaruhi citra dan
kesehatan bank. Selain itu, apabila asset yang diambil alih tersebut dijual
kembali dan diperoleh dengan harga yang tinggi, maka akan meningkatkan
keuntungan Bank.

Bentuk pengambilalihan asset nasabah tersebut dilakukan melaui jual
beli antara Bank Syariah dan Nasabah. Oleh karena itu Bank Syariah dan
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Nasabah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur

tentang jual beli.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pengambilalihan asset
Nasabah dengan agunan berupa tanah dan bangunan sebenarnya tidak diatur
dengan jelas daam Undang-Undang Hak Tanggungan. Dalam pasal 6
Undang-undang Hak Tanggungan hanya mengatur mengena kewenangan
pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama untuk menjual obyek Hak
Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum apabila
Debitor (nasabah) cidera janji. Akan tetapi pada Pasal 20 Undang-undang
Hak Tanggungan disebutkan bahwa apabila Debitor/Nasabah cidera jan;i
maka pemegang Hak Tanggungan dapat menjual obyek hak tanggungan
secara dibawah tangan apabila akan diperoleh harga tertinggi yang
menguntungkan semua pihak.

Untuk melakukan pengambilalihan asset Nasabah diperlukan syarat-
syarat atau kriteria agar dallam 1 (satu) tahun agunan yang diambil alih
segera dapat dijual kembali, yaitu *°:

1. Agunan yang akan diambil alih atau dikompensasikan dengan tunggakan
pembiayaan tersebut harus marketable dan strategis sehingga sewaktu-
waktu Bank dengan mudah untuk menjual kembali atau dikerjasamakan
dengan pihak lain;

2. Dokumen atau surat-surat benda yang menjadi agunan tersebut lengkap
dan sah menurut hukum;

3. Nila agunan yang diambilalih lebih besar dari tunggakan pembiayaan
yang dikompensasikan.

Untuk mengambil alih asset nasabah berupa tanah, diperlukan aas hak
yang sah yaitu Akta Jua Beli yang dibuat Pgabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) antara bank sebagai pembeli dan nasabah sebagal penjua. Fungsi
akta jual beli disini adalah sebaga alas hak yang sah untuk memindahkan
hak milik nasabah yang berupa tanah dan segala sesuatu yang berada di

% sutarno, Op Cit, hal. 270
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atasnya kepada bank dan sebagai aas hak untuk dilakukan balik nama pada
kantor pertanahan setempat dari nasabah kepada bank.

Daam pelaksanaan pengambilalihan asset nasabah kepada bank,

terdapat prosedur dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu *':

1

Pemenuhan pembayaran pgak;
Pajak yang harus dipenuhi adalah :

a

PPH (Pajak Penghasilan)

Dibayar oleh Nasabah sebaga pihak yang mengalihkan hak atas
tanah.

BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

Dibayar oleh bank sebagai pihak yang menerima pengalihan hak atas
tanah.

Pelunasan Pgjak Bumi dan Bangunan sampa dengan pengalihan
asset Nasabah kepada bank;

Pemenuhan syarat-syarat berkaitan dengan obyek yang dialihkan

a

b.

C.

Surat penghapusan roya hak tanggungan;

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atau pengecekan status tanah
pada buku tanah di Kantor pertanahan setempat;

ljin peralihan hak dari pihak yang berwenang apabila diperlukan;

Pemenuhan syarat-syarat berkaitan dengan subyeknya

a. Untuk tanah milik individu, harus diteliti apakah perlu persetujuan

pasangan atau tidak;

Untuk tanah milik suatu badan hukum, harus diteliti berdasarkan
anggaran dasarnya apakah butuh persetujuan RUPS (Rapat Umum
Pemegang Saham) atau cukup hanya persetujuan dari Dewan

Komisaris sgja;

Apabila telah ditemukan pembeli, maka transaksi akan dilaksanakan,

dimana harus disesuaikan antara hak atas tanah yang akan dibeli oleh

pembeli dengan status pembelinya itu sendiri, yaitu :

3Arie Sukanti Hutagalung, Tebaran Pemikiran seputar Hukum Tanah, Jakarta :

Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005, Hal 321-325.
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1. Akta Jual Bdli, apabila pembeli dapat menguasai tanah yang menjadi
obyek transaksi;

2. Akta Pelepasan Hak yang dilanjutkan dengan Permohonan Hak apabila
pembeli tidak berhak memiliki obyek transaksi;

3. Akta Pengalihan Hak dan Kepentingan, apabila yang tersedia adalah
Tanah Negara, yang kemudian dilanjutkan dengan permohonan hak.

Dari ketiga transaks tersebut, kemudian dilaksanakan pendaftaran
tanah sampai terbitnya hak atas tanah kepada pembeli yang dimaksud. Asset
dengan status hak milik, subyek pengambil alihan agunan (pembeli agunan)
akan dilakukan oleh karyawan bank yang disetujui oleh bank untuk
bertindak atas nama dan untuk diri sendiri, sedangkan untuk aset selain
sertipikat hak milik, selain dapat juga dilakukan oleh karyawan bank seperti
tersebut di atas, dapat juga bank bertindak sebagai subyek pengambil alihan
(pembeli agunan).

Penunjukan pejabat pembeli aset pertama kali dilakukan dengan cara
rekomendasi penunjukan karyawan yang telah dinilai layak secara karakter
dan performa-nya selama menjadi bekerja pada Bank pengambil alih
agunan. Karyawan yang diusulkan maksimum 2 (dua) orang setelah
dikonfirmas kesediaannya. Penunjukan tetap dilakukan kepada 1 (satu)
orang, sedangkan karyawan yang lain berfungsi sebaga pengganti apabila
karyawan yang ditunjuk berhalangan.

Dokumen yang harus dilengkapi dalam hal penunjukan karyawan
adalah Surat penunjukan kepada karyawan yang ditanda-tangani oleh pihak
yang berwenang berdasarkan persetujuan komite pembiayaan yang memuat
dasar persetujuan penunjukan karyawan, obyek yang diambil alih serta
identitas karyawan yang bersangkutan. Selain itu dibuat Surat Pernyataan
yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, oleh karyawan serta
istri/suami yang bersangkutan yang mencantumkan bahwa agunan tersebut
dibeli dari dana Bank dan oleh karenanya menjadi milik Bank dan bukan
milik pribadi karyawan tersebut, sehingga karyawan dan suami/istri yang
bersangkutan bersedia menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan
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berkaitan dengan pengambil aihan agunan dan membebaskan bank dari
tuntutan keluarga atau pihak lain mengenai kepemilikan agunan yang
diambil aih.

Apabila agunan bukan merupakan hak milik, maka selain karyawan
bank pengambil alih agunan sebagai pembeli agunan, bank dapat secara
langsung membeli agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana
pel aksanaannya diwakili oleh pegjabat dalam hal ini adalah direksi bank yang
bersangkutan. Apabila direksi tidak dapat/berhalangan untuk menanda-
tangani transaks tersebut, maka dapat dilakukan oleh karyawan bank yang
bersangkutan dengan kekuatan dari surat kuasa direksi. Apabila proses
pengambil alihan agunan telah selesa dan telah dilakukan balik nama
kepada yang dimaksud, maka dokumentasi agunan yang diambil alih
dismpan oleh Bank.

Pelaksanaan AYDA dapat dilakukan secara sukarela tanpa melaui
pelelangan dan dapat dilakukan dengan cara lelang. Pengambil alihan asset
secara sukarela (tanpa melalui pelelangan) dari Nasabah dan atau pemilik
agunan kepada Bank dapat dilakukan dengan cara Nasabah dan atau pemilik
agunan atas pembiayaannya secara sukarela dan atau menyerahkan kuasa
menjual kepada Bank. Pihak yang mewakili Bank dalam pengambilalihan
asset adalah karyawan tetap bank yang bertindak untuk dan atas nama diri
sendiri maupun bertindak atas nama Bank yang mengacu pada tata cara

penunjukan pejabat pembeli asset yang akan disebut dibawah nanti.

Untuk status asset AYDA berupa tanah dan bangunan baik dengan
Hak Milik maupun diluar Hak Milik, Nasabah menanda-tangani dokumen-
dokumen yang wajib dibuat secara Notariil yaitu berupa Akta Jual Beli
(AJB) antara Nasabah dan atau pemilik agunan dengan karyawan tetap Bank
dihadapan Pejabat Pembuat Akta tanah, Pengikatan Jual Beli antara Nasabah
dan/atau pemilik agunan dengan karyawan tetap bank dihadapan Notaris,
Surat Kuasa Menjual dan Kuasa untuk menanda-tangani Akta Pelepasan
Hak/Perubahan Hak apabila aset tersebut akan diambil alih oleh Bank
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(badan hukum). Untuk keperluan intern Bank, dibuat Surat Pernyataan dari
karyawan tetap bank yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup.

Aset AYDA wajib diambil alih dalam keadaan kosong dari
penguasaan pihak manapun dan seluruh kewgjiban yang berjalan
diantaranya tagihan listrik, PAM, PBB atau tagihan-tagihan lain yang
berkaitan dengan aset tersebut telah dilunas dan termasuk telah
diserahterimakan seluruh kunci-kunci pintu/pagar kepada Bank.

Pengambil alihan asset Nasabah secara lelang dapat dilakukan melalui
putusan dari Pengadilan Negeri atau Bala Lelang Swasta atau parate
eksekusi melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).
Untuk pelaksanaan lelang yang dilakukan melalui balai lelang swasta wajib
dilakukan oleh balai lelang yang ditunjuk atau disetujui oleh bank dan telah

menanda-tangani perjanjian kerjasama dengan bank.

Pengambilalihan asset AYDA harus sudah dalam keadaan kosong dari
penguasaan pihak manapun dan/atau selambatnya 1 (satu) bulan setelah
diketahui dan disahkannya pemenang lelang dengan bukti telah
diterbitkannya Salinan Risalah Lelang KP2LN dan terhadap kewajiban-
kewajiban/tagihan berjalan lainnya seperti tagihan PBB (Pajak Bumi dan
Bangunan), tagihan asuransi kebakaran, tagihan rekening listrik, tagihan
rekening PAM (Perusahaan Air Minum) atau tagihan telepon sudah dibayar
lunas terlebih dahulu dan pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dan

peraturan lelang yang berlaku.

Daam pengambilalihan asset Nasabah dengan caralelang ini, Nasabah
menanda-tangani dokumen-dokumen yang wajib dilakukan secara Notariil,
diantaranya penanda-tanganan surat kuasa menjual dan kuasa untuk
menanda-tangani akta pelepasan/perubahan hak apabila status aset AYDA
berupa tanah dan bangunan dengan status hak milik.

Usulan penjualan AY DA digjukan kepada komite pembiayaan dengan
menggunakan Memo Penjualan AYDA dengan dilengkapi dokumen
pendukung yang sah sebagai bahan pengambilan keputusan termasuk telah
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dilakukan penilaian kembali oleh petugas appraisal sesua dengan ketentuan
yang berlaku.

Unit remedial dapat langsung melaksanakan penjualan AY DA setelah
mendapat persetujuan dari komite pembiayaan. AYDA dipasarkan dengan
harga penjualan minimum sebesar nilai buku yang diperbandingkan dengan
nila pasar sesua dengan penilaian 6 (enam bulan terakhir). Selisih antara
hasil penjualan AYDA dengan nilai buku diakui sebagal keuntungan dan
kerugian bank.

Daam pelaksanaan AYDA ini, dimungkinkan untuk bekerja sama
dengan agen properti atau pihak lain. Hal ini dapat dilakukan apabila
penguasaan AY DA telah melebihi 1 (satu) tahun segjak diambil alih serta
nilai buku AYDA lebih besar dengan nila pasar sesuai penilaian terakhir
yang dikarenakan nilai pasar AY DA tersebut |ebih rendah berdasarkan hasil
penilaian terakhir. Kerja sama dengan agen properti atau pihak lain harus
mendapat persetujuan dari komite pembiayaan dan memiliki hubungan kerja

sama dengan Bank.

Terdapat kelemahan atau kesulitan dalam melakukan penyelesaian
pembiayaan bermasalah dalam bentuk pengambil aihan asset nasabah
(AYDA) yang berupa tanah dan bangunan, yaitu >
1. Untuk membuat alas hak yang berupa Akta Jual Beli agunan antara Bank

(pembeli) dan Nasabah (penjual) memerlukan biaya seperti Pajak Jual
Beli, biaya pembuatan Akta Jua Beli, dan biaya balik Nama sertipikat
(untuk agunan berbentuk tanah dan bangunan) yang jumlahnya cukup
besar sehingga yang menjadi persoalan adalah siapa yang menanggung
biaya-biayatersebut diatas;

2. Setelah agunan menjadi milik bank yang berarti menjadi asset bank,
untuk menjual kembali asset tersebut sesuai dengan ketentuan Anggaran
dasar perusahaan biasanya memerlukan persetujuan dari Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS). Untuk memperoleh RUPS memerlukan
waktu tertentu karena RUPS tidak setiap saat diselenggarakan;

% sutarno, op.cit, hal. 272.
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3. Persyaratan undang-undang Perbankan Syariah yang menentukan waktu
satu tahun untuk segera menjual kembali agunan yang telah diambil alih
terlalu pendek karena untuk menjual kembali agunan adalah tidak
mudah.

4. Terdapat hambatan-hambatan baik hambatan eksternal maupun
hambatan internal nagi pelaksanaan AY DA, yaitu *:

a. Hambatan Eksternal

Merupakan hambatan dalam pelaksanaan AYDA dari pihak
nasabah dan pihak ketiga (penjamin). Dari pihak Nasabah umumnya
terjadi karena nasabah tidak kooperatif dalam menyelesaikan
pembiayaan bermasalahnya. Tidak semua nasabah kooperatif dan
mau bekerjasama dengan bank dalam menyelesaikan pembiayaan
bermasalahnya dengan berbagai aasan yaitu antara lain bahwa
obyek hak tanggungan merupakan tempat tinggal satu-satunya bagi
Nasabah atau proses pengambilalihan tersebut memakan biaya yang
dianggap cukup besar bagi Nasabahnya. Hambatan eksternal lainnya
adalah dari pihak ketiga, yaitu dari penjamin, yang barang miliknya
dijadikan agunan atas fasilitas yang diterima oleh Nasabah yang
mana ketika agunan tersebut akan diambil aih, penjamin merasa
keberatan atas hal tersebut.

b. Hambatan Internal

Hambatan dibidang internal adalah hambatan dibidang
akuntansi dalam bank itu sendiri. Umumnya diakibatkan karena
biaya yang cukup besar yang harus dikeluarkan dalam proses
pengambil alihan aset Nasabah itu sendiri serta rencana bisnis bank
dalam waktu dekat berkaitan dengan pengambil alihan aset Nasabah.

Seluruh hambatan-hambatan tersebut diatas merupakan tantangan bagi
Bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang ada. Adapun untuk

meminimalisir hambatan-hambatan tersebut adalah dengan cara penerapan

¥ Hasil wawancara, Muchtar Manto, Pimpinan Cabang PT. Bank Muamalat
Indonesia, Thk (Terbuka) Kantor cabang Fatmawati, 11 April 2011, Jakarta.
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BAB 3
PENUTUP

3.1. Kesmpulan
1. Eksekusi Jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada
Bank Syariah umumnya dilakukan melalui Eksekusi Hak Tanggungan
dan Eksekusi Jaminan Fidusia karena agunan yang dipaka untuk
menjamin kepastian pembayaran Nasabah kepada Bank pada umumnya
adalah agunan-agunan yang dapat diikat dengan Hak Tanggungan dan
Fidusia
2. Pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah ditentukan dalam
Pasal 40 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah, dimana Bank Syariah dapat membeli sebagian atau seluruh
Agunan, balk melaui maupun di luar pelelangan, berdasarkan
penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan
pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan. Agunan yang
dibeli oleh Bank Syariah tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Tujuan dilakukannya AYDA oleh
Bank Syariah adalah mengurangi jumlah pembiayaan bermasalah,
memperbaiki citra dan kesehatan Bank dan meningkatkan keuntungan
Bank.

3.2. Saran
1. Pembiayaan bermasalah merupakan resiko yang sangat berat yang harus
dipikul oleh Bank, oleh karena itu sebaiknya dalam menyalurkan
pembiayaan Bank harus lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian dan
pengawasan yang terarah dan berkesinambungan terhadap pembiayaan
yang disalurkan. Bank harus melakukan pengamanan preventif dengan
melakukan analisa yang memperhatikan prinsip kehati-hatian terhadap
kemampuan Nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang telah
diterimanya agar terhindar atau meminimalisir terjadinya pembiayaan

bermasal ah atau Non Performing Loan.
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2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui AYDA lebih bak
dilakukan Bank Syariah daripada cara pelaksanaan penyelesaian
pembiayaan bermasalah lainnya pelaksanaannya tidak memerlukan
waktu yang lama dan biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah. Hal itu
dikarenakan dalam pelaksanaan AYDA tidak memerlukan fiat eksekusi
dari pengadilan.

3. Agar pelaksanaan AYDA dilakukan secara efektif dan efisien, maka
dokumen atas agunan yang diambil alih harus lengkap dan sah menurut

hukum.
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Cepi Kurniadi, Sarjana Ekonomi
NIP. 19770926200001 1001 <
KUTIPAN ‘
RISALAH LELANG
Nomer : 0717/2010

-----Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh
(27-08-2010), dimulai puxul sembilan lewat lima belas menit (09.15) Waktu Indonesia
Barat (WIB) dihadapan saya: , : S
e — _ Sarjana Ekonomi - NIP, 197709262000011001 ~-o—nreeeeee__
Pejabat Lelang Kelas | yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Keuangan Nomor : 04/XM.06/UP.i 1/2008 tanggal 02 Juli 2008, berkedudukan di
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serpong dan berdasarkan
Surat .Tugas dari Kepala KPKNL Serpong Nomor : ST-260/WKN.06/KNL.03/2010
tanggal 25 Agustus 2010 dilaksanakan Lelang Eksekust Pasal 6 Undang-Undang Hak
Tanggungan atas barang tidak bergerak bertempat di Ruang Lelang KPKNL Serpong,
Ruko Golden Boulevard Biok S No. 52 - 53, Jalan Pahlawan Seribu, Bumi Serpong
Damai, Tangerang, yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.
----- Pelaksanaan lelang Ini dilakukan atas permintaan Saudara e )
Branch Manager dan SN, Operation Manager, PT. Bank Muamalat
Indonesia Tbk., Cabang Tangerang berkedudukan di BSD - Tangerang, sesual Surat

~ Account Manager Remedial
bertindak dalam jabatannya untuk dan atas PT. Bank Tbk.,
Cabang Tangerang berdasarkan -Surat Penunjykan Penjual tanggal 25 Mel 2010
melaksanakan penjualan secara lelang dengan perantaraan KPKNL Serpong.
--—-Barang yang dilelang apa adanya berura: ~ -
Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomnor : 1242 Desa Babakan, seluas 120
M2 diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 7°April 1993 Nomor - 4123, Sertipikat
langgal 14 April 1993, terdaftar atas nama Duda @& g

. terfetakdi ‘Desa ‘Babakan, 'Kecamatan Ssrpong, Kabupaten
Tangerang, Propinsi Jawa Barat, berikut segala sesuatu yang Berada dan tertanam di
atas tanah tersebut baik yang sekarang ada maupun kelak dikemudian hari akan ada
Yang menurut sifat dan peruntukannya atau menurut Undang-undang dianggap
sebagai harta tetap berikut bangunsan fumah tinggal, setempat dikenal sebagal
Komplzk Permata Pamulang Blok G-10/15, dan sesual dengan Surat Keterangan
Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor :
1213/SKPT/KAB/VIII2010 tanggal 03 Agustus 2010, yang menerangkan : -—-eceeeeemeeees
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang menerangkanr bahwa :
1. Sebidang tanah terletak di  :

......... -

Jalan Blok G 10/15-

Desa . Babakan

Kecamatan : Setu (dahulu Serpong)
Kabupaten : Tangerang

Luas © 120 M2----

NIB Co-

Berdasarkan Dokumen .../Lembar Kedua

Fa

s ————Penyetesaian pembiayaan-..; Ghekky Kurniasari Dewi,FHUI,2011



Cepi Kurniadi, Sarjana Ekonom!
'\llP -1977092€200001 1001

Berdasarkan Dokumen Pendaftaran Tanah yang ada pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Tangerang, bidang tanah tersebut sudah diterbitkan sortiﬂkat dengan : -—-
Atas nama : Duda

Jenis dan Nomor Hak : M. 124z-
Luas 120 M2

2. Catatan : 1) Dibebani Hak Tanggungan | (Pertama) Tgl 19-05-2009 No.
. 4749/2009 oleh PT. BANK SYARIAH MUAMALAT INDONESIA

' Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

2) Bahwa permohonan SKPT ini seiiipikat aslinya tidak
diperithatkan.

Sesudah apa yang diuraikan di atas ini dibacakan dihadapan umum, maka
penjualan lelang ini dimulai.

il -----Peserta lelang ../Lembar Ketiga

A

Penyelesaie ; Kurniasari Dewi,FHUI,2011



' ™ 'o:
Lembar Keempat dan Risalah Lelang Nomor 071772010 tanggal 27 Ag$

Pejabat

“TepiKurniadi, Sarjana Ekonomi

/'NIP‘ 19770926200001 1001

No.
Urut

Barang-Barang yang
Dilelang

~ Nama,
Pekerjaan, dan

- Tempat Tinggal

Pembeli

Har, _ga Barang-Barang

Laku

Dita
han

Ket

1993 Nomeor

Sebidang tanah dengan
Sertipikat Hak  Milik
Nomor : 1242 Desa
Babakan, seluas 120 M2
diuraikan dalam Gainbar
Situasi tanggal 7 April
;0 4123,
Sertipikat tanggal 14 Apritl
1993, terdaftar atas nama
Duda Raden ARDJOENA
WACHJOEWIDAJAT,

terletak di Desa Babakan,
Kecamatan Serpong,
Kabupaten Tangerang,
Propinsi Jawa Barat,

berikut segala sesuatu

yang berada dan
tertanam di atas tanah
tersebut baik yang
sekarang ada maupun
kelak dikemudian hari
akan ada yang menurut
sifat dan peruntukannya
atau menurut Undang-
undang dianggap
sebagai harta tetap
berikut bangunan rumah
tinggal, setempat dikenal
sebagai Komplek
Permata Pamulang Blok
G-10/15.

Murshid -—--—--
Suseno, ~—------
Swasta, JI. ---—-
Malabar I11/8 ----
Rt.01/06 Karang
Tengah, -—---ee--
Tangerang :-----

Rp225.600.000,00

Jumlah

Rp225.600.000,00

Penyelesaian pembiayaan...,

Banyaknya Barang.../Lembar Terakhir

Chekky Kurniasari Dewi,FHUI,2011
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- " Cepi Kurhiadi, Sarjana Ekonomi
© " NIP. 197709262000011001

-----Peserta lelang yang memenuhi syarat dan .sah se'r'ta“‘méng'ajuk?a'n penawaran

1

dalam pelaksanaan lelang ini berjumiah 1 (satu) peserta, yaity sebagat berikut :

Murshid Suseno, Swasta, JI. Malabar 1I/§ Rt.01/08 Karang Tengah; Tangerang
menawar Sebidang tanah derigan Sertipikat Hak Millk ‘Nomor : 1242 Desa
Babakan, seluas 120 M2 diuraikan dalam Gambar Sjtuasl tanggal 7 April 1993
Nomor : 4123, Sertipikat tanggal 14 April 1993, terdaftar ‘atas nama Duda Raden

, terletak di Desa Babakan, Kacamatan
Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat, berikut segala sesuatu
yang berada dan tertanam di atas tanah tersebut baik vang sekarang ada
maupun kelak d'kemudian hari akan ada yang menurut sifai dan peruntukannya
atau menurut Undang-undang dianggap sebagai harta tetap berikut bangunan
rimah tinggal, setempat dikenal sebagai Komplek Permata Pamulang Blok G-
10/15 dengan harga penawaran sebesar Rp225.600.000,00 (dua ratus dua puluh
limajuta onam ratus ribu rupiah). : :

Oleh karena penawaran tertinggl terakhir untuk 'Barang tersebut telah

mencapai/melampaui - Harga Limit yang ditetapkan Olgh Penjual, maka penawar
tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. -

Sy

Nomor Urut .../Lembar Keempat

>
Penyelesaian pembiayaan..., Chekky Kurniasari Dewi,FHUI,2011



Banyaknya Barang yang dilelang i1 (satu) j~---

Banyaknya Barang yang lakufterjual - - L CE:1L1) —

Jumlah harga Barang yang telah terjual :  Rp225.600.000,00 (dua ratus dua puluh
lima juta enam ratus riby rupiah).-- - : -

Jumlah harga Barang yang ditahan . tidak ada.

Banyaknya lampiran Risalah Lelangini : 21 (dua puluh satu).

Dibuat dengan tidak ada coretar, tidak ada tambahar,, tidak ada perubahan.

‘ Penjual Pembeli Pejabat Lelang
" Ttd Ttd Ttd
RN - - S SE
NIP. 18770926200001 1 001

CATATAN : Dalam pelaksanaan lelang ini, terhadap pembayaran Hasi} Lelang
tidak ada yang mengaju_ka'h Sanggahaniverzet,
Pejabat Lelang
Tid

Cepi Kurniadi, SE
NIP. 197709262000011001 .

Diberikan Kutipan kepada Pembeli sebagai akta jual belj
Serpong,ff & v -~y
Kepala Kantor

ki Nuswantomo
. 1985072519831 1 1001

TR T R 5 Qima), commm
BEIE e e SASO L pGebhatkan leaprada
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L R o
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tteena 2 2FER 30
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AKTA PEMBERIAN HAK TAN GGUNGAN |

No : /
. 'Lembar Pertama/Kedua
Pada hari ini, tanggal ( ' )
_ bulan tahun ( ‘

hadir dibadapan saya
yang berdasarkan Surat Keputusan

tanggal nomor .
diangkat/ditunjuk sebagai Pcjabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut
PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja

dan berkantor di.

dengan dihadiri

oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bggian’;akhir akta ini: -—----
I 1. ~,

s

Penyelesaianpatakiayaan..., Chekky Kurniasgri Dewi,FHUI,2011
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.....

pemegang hak atas tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang
Akan dibebani Hak Tanggungan, selanjutnya disebut Pemegang Hak;

pemilik

selaku Pemberi Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

II1.

selaku Penerima Hak Tanggungan. yang setelah Hak Tanggungan yang
bersangkutan didaftar pada Kantor Pertanahan setempat akan bertindak

sebagai Pemegang Hak Tanggungan. untuk selanjutnya disebut Pihak

Renyglesaian pembiayaan..., Chekky Kurniagari Dewi,FHUI,2011
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Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap
saya kenal dan
yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya / Para penghadap diperkenalkan

kepada saya oieh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini. -----

Para Pihak menerangkan : ----occeceoooo. -
» bahwa oleh Pihak Kedua dan

selaku Debitor, telah dibuat dan dxtandatangam perjanjian utang-piutang yang
dibuktikan dengan o

£3

- Akta tanggal nomor W
dituat dihadapan
yang salinan resminya diperlihatkan kepada saya; -----

- Akta di bawah tangan yang bermeterai cukup, dibuat di

tanggal nomor

yang aslinya diperlihatkan kepada saya; -

e bahwa untuk menjamin pelunasan utang Debitor sejumlah Rp.

(
)

/scyjumlah uang yang dapat ditentukan dikemudian hari berdasarkan perjanjian
utang-piutany tersebut d: atas dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta
pembaruannya (selanjutnya disebut perjanjian utang-piutang) sampai sejumlah
Nilai Tanggungan sebesar Rp. (

),
oleh Pihak Pertama diberikan dengan akta ini kepada dan untuk kepentingan
Pihak Kedua, vang dengan ini menyatakan menerimanya, Hak Tanggungan
vang diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan dan peraturan-peraturan
pelaksanaannya atas Obyek/Obyek-obyek berupa
( ) hak atas tanah Hak Milik Atas Satuan

Rumah Susun vang diuratkan di bawah ini

3
Peryeisssish pafiBidyaan..., Chekky Kurniasari Dewi,FHUI, 2011 Halaman 3 durz 12



sssss

Sy

 Hak Milik/Hak Guna US&ha/H&.’-\'_ Guna Bangunan)Hak Pakaj : -
o atas sebidang tanah

‘Nomor
sebaga;mana diuraikan dgalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal

. . Nomor o
seluas m2 (

meter persegi) . .
“dengan Nomor Identifikasij Bidang Tanah (NIB)
‘terletak di . “ --------------------------------
Propinsi
Kabupaten/K ota
Kecamatan
Desa/Kelurahan

Jalan

yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdpsarkan:

dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

yaitu seluas kurang lebih m? (

sebagaimana diurajkan dalam Surat Ukur/peta langgal

Nomor

etk i e

Propinsi
Kabupaten/Kota T
Kecamatan ,.
Desa/Kelurahan lin
Jalan

4 Halaman 4 dori 12 ol
Chekky Kurniasari Dewi,FHUI,2011

Akta Peniherron Hok Iimxgung.m
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yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan :

e Hak Milik atas sebidang tanah : -=--eceoeemmeee
Persil Nomor ' Blok Kohir Nomor
seluas kurang lebih
m? (

meter persegt),

dengan batas-batas : ------=----eemmeeees

R 2

sebagaimana diuraikan dalani peta tanggal 4

~N

Nomor yang dilampirkan pada akta ini
terletak di :

- Propinsi

- Kabupatcn/Kota
- Kecamatan

- Desa/Kelurahan

- Jalan

berdasarkan alat-alat bukti berupa @ -----=accceceeme . mmmm e e '

o Hak Milik Atas Satuan Ruitiah Susun §-ceeee el

Nomor

5 -

e oA ar S Smbiayaan..., Chekky Kurniasari Dewi,FHUI,2011 Hissn



terletak di @ —~--ooooeeee

- Propinsi

- Kabupaten/Kota
. Kecamatan

- Desa/Kelurahan

- Jalan

yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan :

e Hak

Sertipikat dan bukti pemilikan yang disebutkan diatas discrahkan kepada saya,
PPAT, untuk keperluan pendaftaran hak, pendaftaran peralihun hak, dan
pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan dengan akta ini: -=coeoceeeemooo .

Pemberian Hak Tanggungan tersebut diatas MEHpUL] THER: 3 oo e s sk

Akur Pemberian Hak T qresrgian 6 Holaman 6 desri 12
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Untuk selanjutnya hak atas tanah/Hak milik atas Satuan Rumah Susun dan
benda-benda lain tersebut diatas disebut sebagai Obyek Hak Tanggungan yang
olek Pihak Pertama dinyatakan sebagai miliknya, -~ °

Para pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan,
bahwa pemberian Hak Tanggungan tersebut disetujui dan diperjanjikan dengan

ketentuan-ketentuan sebagai berikut : oo

Pihak pertama menjamin bahwa semua Obyek HakTanggungan tersebut diatas,
betul milik Pihak Pertama, tidak tersangkut dalam suaty sengketa, bebas darj

sitaan dan bebas pula dari beban-beban apapun yang tidak tercatat, -----cooo—_.____

Hak Tanggungan tersebut diatas diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh
Fihak Kedua dengan Jjanji-janji yang disepakati oieh _kedua belah pihak

sebagaimana diuraikan dibawabh ini : I

Tanggungan yang akan disebut dibawah ini, dan yang akan dibebaskan dari

Hak Tanggungan tersebut, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya
membebaii sisa Obyek Hak tanggungan untuk menjamin sisa utang yang
PR OS] st
dengan nilai Rp. (
- Obyek Hak Tanggu‘ngan
dengan nilai Rp. (
- Obyek Hak Tanggunsn

dengan nilai R7. (

; o 7
Akta Pemberian Hak T-ggungan . . .
Penyelesaian pembiayaan..., Chekky Kurniasari Dewi,FHUI,2011
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* Dalam hal Obyek Hak Tanggungan kemudian dipecah sehingga Hak
Tanggungan membebam beberapa hak atas tanah, Debitor dapat melakukan
pelunasan utang yang duamm dengan Hak Tanggungan dengan cara angsuran
yang besarnya sama dengan nilai masing- masing hak atas tanah tersebut, yang
akan dibebaskan dari Hak Tanggungan, sehmgga kemudian Hak ‘Tanggungan
itu hanya membebani sisa Obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang
yang belum dllunasn Nllax masing-masing hak atas tanah tersebut akan
ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pihak Pertama dengan Pihak
Ko | e o

* Pihak Pertama tidak akan menyewakan kepada pihak lain Obyvek Hak
Tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua,
termasuk menentukan atau mengubah Jangka waktu sewa dan/atau menerima

uang sewa dimuka jika disetujui disewakan atau sudah disewakan ;------------

* Pihak Pertama tidak akan mengubah atau merombak semua bentuk atau tata
susunan Obyek Hak Tanggungan, termasuk mengubzh sifat dan tujuan
kegunaannya baik seluruhnya maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari Pihak Kedua; -~---eemeeeoooo

¢ Dalam hal Debitor sungguh-sungguh cidera Jjanji, Pihak Kedua oleh Pihak
Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangar, dan
untuk itu kuasa, untuk mengelola Obyek Hak Tanggungan berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak
Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan; -------—.________________________

e Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya. berdasarkan
perjanjian utang-piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua
selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diben
dan menyatakan meneiima kewenangan, dan untuk itu kuasa. untuk tanpa
perseljuan terlebili dahulu dari Pihak Pertama : ---occcocooocmmoemomeeee e
a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak

Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian; -----------=--ecoeet
b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjuaian:-
menerima uang pnjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi. -----
d. menyerahkan apa ying dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan:--- -
. mengambil dari uang vasil penjualan it seluruhnya atau schagian wntnk

melunasi utang Debitor tesebut diatas; dan ------oooeoomooeeoae

R
Akta Pemberian Hak Tanggungan Hoaiaman ¥
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Penyelesaian pembiayaan...

= -

f melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum

yang berlaku diharuskan ‘atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu

dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa terse’but;' -----------------------

Tanggungan tidak akap membersihkan Hak Tanggungan tersebur kecuali dengai

persetujuan  dari Pemegang Hak Tanggungan Kedua dan seterusnya, walaupun -

. - \?;’.e
sudah dieksekusi untuk pelunasan piutang Pemegang Hak Tanggungan-fPertama;
ol
Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua. Pihak Pertama
tidak akan melepaskan haknya aag Obyek  Hak Tanggunga_n atau

mengalihkannya secara apapun untuk kepentingan Pihak Ketiga:

"‘.
'
Lalam hai Obvel Hak ianggungan Wlenasia PARBVE OICh Filiah rertama atag

dicabut haknya untuk kepentingan Umum, sehingga hak Pibak Pertama atas
Obyek Hak Tanggungan berakhir, Pihak Kedua dengan akta inj oleh Pihak
Pertama diberi dan menyatakan menerima kewenangar. dan untuk itu kuasa,
untuk menuntut ziau menagih din menerima uang ganij ?ugi"dan/'alau segala
sesuatu yang karena itu dapat ditagih dari Pemcrintah dan‘atay Pihak Ketiga
lainnya, untuk jtu menandatangani dup menyerabhan anda pencrimaan uang
dan melakukan tindakan-tindakan yang perlu dan berguna sena dipandang baik
oleh Pihak Kedua serta selanjuinya mengambil scturah atay scbagian uang ganti

rugi dan lain-lainnya tersebut suna pelunasan puangnva: eeeooo________

Pihak Pertama akan mengasuransikan Obyen Ha Tanggungan terhadap
bahaya-bahaya kebakaran dan malapetaka laip tig diangeap perlu oleh Pihak
Kedua dengan Syarat-syarat untuk suaqy Jumiah Puitangeuizan yang dipaindang
cukup oleh Pihak Kedua padi perusanaan .y, > ditunyok oleh Pihak
Keduz. dengan ketentuan surat pohs asuran g Vang bersanghutan akan disimpan
oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama aboan membasar Premi pada wakiu dan
sehagaimana mestinya: Dalam haj teriadi herazivn kageng Kebakaran atau
malapctaka lain atas Obyek Hak Fangeunean b Nedua dengan akta ini
dibert dan menyatakan mencring kew S s bk oo kuasa, untul
menctima seluruh atay sebayiun aNL waiti Ketugian asuransi ya: .

bersangkutan sebagai pelunasan uang Depyi, o e

Pihak Kedaa dengan akia inj diberi dan o oL fesacnernima Kewer
dan unwh ity kuasa, unwk, atas budyu Pl Bos i, Sooukan tind:
diperinkan untuk nienjaga dan mempertalii g .- resclamatie e
- 9. . ;
Alre Perbeyion 114 Terrgzamgan , Chekky Kurniasari Dewi,FHUI,2011 ; . ) Ly



Hak Tanggungan, jlka hal it diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk
mencegah menjadl hapusnya atau dibatalkannya hak atas. Obyek Hak
Tanggungan karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya ketentuan Undang-
undang serta jika diperlukan mengurus perpanjangan jangka waktu dan

pembaman hak atas tanah yang menjadi Obyek Hak Tanggungan; —-----cocceeceee___

e Jika Pihak Kedua mempergunakan kekuasaannya untuk menjual Obyek Hak
Tangguugan, Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada yang
berkepentingan untuk meiihat Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan pada
waktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan segera mengosongkan atau suruh
mengosongkan dan menyerahkan Obyek Hak Tanggungan tersebut kepada
Pihak Kedua atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua agar selanjutnya dapat

menggunakan dalam arti kata yang seluas-luasnya; ~---------cococoeee_____________

* Sertipikat tanda bukti hak atas tanah yang menjadi Obyek Hak Tanggungan
_akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk disimpan dan
dipergunakan oleh Pihak Kedua dalam {nelakéanakan hak-haknya sebagai
Pemegang Hak Tanggungan dan untuk itu Pihak Pertama dengan akta ini
memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk menerima sertipikat tersebut dari
Kantor Pertanahan setelah Hak Tanggungan ini didaftar; -----------ce-ocoomeeeee_.

Untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diurark
dalam pasal Z, Pihak Pertama dengan akta ini memberi kuasa kepada Pihak

Kedua, yang menyatakan mencrimanya untuk menghadap dihadapan pejabur -
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pejabat pada instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani
formulir/surat, menerima segala surat berharga dan lain surat serta membayar
semua biaya dan menerima segala uang pembayaran serta melakukan segala

tindakan yang pgrlu dan berguna untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-

ketentuan tersebut. ----oeoeooomoomm e S e ——

Pasal 4 ---- ' -

Parz pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut diatas d‘e‘:%gan
segala akibatnya memilih domisili pada

Biaya pembuatan akta ini, ﬁang saksi dan segala biaya mengenai pembebanan
Hak Tanggungan tersebut di atas dibayar oleh

Akhirnya hadir juga dihadapan saya, dengan dihadiri oleh éﬁksi:;aksi yang sama
dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui

pemberian Hak Tanggungan dalam akta ini. —-==-~----=oecoomomo oo -

Demikianiah akta ini dibunat dihadapan para pihak dan : ------— oo rcoee
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sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maké sebagai bukti
kebenaran percyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua
tersebut diatas, akta ini ditandatangani oleh Pihak Péftama, Pihak Kedua,
para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) lembar in originali, satu lembar .
disimpan di kantor saya, sedang lembar lainnya disampaikan kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .
untuk keperluan pendaftaran Hak Tanggungan vang diberikan dengan akta ini --»

Pihak Pertama Pihak Kedua |
N ———
.............. ; :a.l.(.;l............... ........‘.....;;;.S.l............... |
.................................... ;)ejabat o Tanah

.....................................................

F
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AKTA JAMINAN FIDUSIA
Nomory 3

~Fada hari ini, hari
~FPukul

-Menghadap kepada saya,
Notaris di
dengan'dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris,

kenal dan akan disebutkan pada bahagiamn akbhir akta -

I. —Tuan
lahir di
pada tanggal
Warga Negara Indonesia, Agama
peker jaan

bertempat tinggal di

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomovy ;0 —————mmm e

»"

-menurut keterangannya untuk melakokan hiodab an
bukum disebut dalam akta ini, pengbhadap helan
mendapat persetujuan dari tsterinya yvaibn HNeooe a-
labir o

pada tangual

Warga Moo o Indonesia, Agama
»
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peker jaan
bertempat tinggal sama dengan suaminya tersebut, -
pemegang Kartu Tanda Fenduduk Nomsoy =

yang turut hadir dan menanda-tangani akta iniy -—-

untuk selanjutnya Tuan

tersebut berikut segenap penyganti haknya —-——————

selanjutnya disebut "Fihak Fertama" atau "Femberi

FldusiaY ). e e e
IT. =Tuan

labir di

pada tanggal

Warga Negara Indonesia, Aqgama
peker jaan

bertempat tinggal di

pemegang Kartu Tanda Fenduduk Nomor § ————————— =55

—-Menurut keteramgannya bertindak dalam hal ini —
dalam jabatannva tersebut diatas selaku Direksi-—
porseraan,; karenanya sah bertindakr untuk danp ———

atas nama Ferseroan Terbatas PT. BANE SY&RTAH4 ——

besbkedudiban dan berkantor pusst di
vang Soggaran Dasar berikut perubahar- ——————e———

@rubsnannya telah diumumkan dalam ;3 ———cmmmea—e -

>
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(untuk selanjutnya Ferseroan Terbatas BT.RANE —-—
SYARTAH

berkedudukan dan berkantor pusat di

tersebut berikut segemap pengganti bhaknya —————-—

selanjutnya disebut "Fihak Kedua" atau "Fenerima

R R O R e i ——
—Fara penghadap saya, Notaris, kenal. ———————mmm——
-Fara penghadap bertindak sebagaimana tersebut ———-——
diatas menervangkan terlebih dabulu § ————

A. —BRahwa diantara Tuan
selaku pihak yang menerima fasilitas Fembiayaan -
funtuk selanjutnya cukup disebut NASABAH) dan ———
Fenerima Fidusia selaku pihék yvang memberi —-———-—-
fasilitas Fembiayaan (untuk selanjutnya cukup ———
disebut BANE) telah dibuat dan ditandatangani --—-
akta Ferjanjian Femhiayaan
tertanagal
Nomor 3 » dibuat dihadapan saya, Notaris, -—-—-
Ctuntuk selanjutnya Fer janjian Fembiayaan
tersobut . berikut dengan semua pengubahan dan —-—-
pembabaruannya disebut "Fer janjian Fembiayaan”) . -

E. ~Hahwz untuk lebih menjamin terbavarnya dengan-—-
bhaik =egala sesuatu yang terutang dan harug ————-
dibayar oleh NASABAH sebagaimana diatur dalam - -
Fey jamjian Fembilayaan tersebut, Femberi Fidugia-—-
diwa ik an untuk memberikan Jaminan Fidusia —-e—-
atar pobil yang akan dibeli, milib Pemhori  —---

Farducoa untuk kepentingan Ferner ima Fadusia, = o=

>
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D.

sebagaimana yang akan diuraikan dibawah nanti j;--
—Bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang ———————-
pemberian jaminan yvang ditentukan dalam ————————n
Fer janjian Fembiayaan tersebut, maka Femberi ———-
Fidusia dan Fenerima Fidusia telah semufakat —-——-
dan setuju, dengan ini mengédakan perjanjian ————
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ——--
NMomoy s 4% Tahun 1339 (seribu sembilanratus ——-——-
sembilanpuluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia—-
sebagaimana hendalk dinyatakan dalam akta ini.-———
—Bahwa untuk meniamin terbayarnya dengan baik ——-
segala sesuatu yang terutang dan harus dibayar——-
oleh NASASAH kepada BANK, baik karena utang ————
pokok, ditambabh mavagin keuntungan jual beli darn—-
biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan —————
Fer janjian Fembiayaan tersebut, dengan jumlah ——-

wvang pokol sebesar Ep.

atau sejumlah uvang yang ditemtukan dikemudian ——-
hari berdasarkan Ferjanjian Fembiayaan, jumlah --
utano mana ternyata dari baki kredit NASARAH ———-
sepada BANKE, maka penghadap Fibhalk Fertama ——————-
bizrtindak sebagaimana terszehut selaku Femberi —-—-
Fidusia dengan ini membervilban Taminan Fidusia ——-
Papada Fenevima Fidusia unbal dars atas nama sSiAapa
Lo penghadap Fibak Fedus bar bamntal sebagaimana
tresebut dan karenanya wotiobk dan atas pama ——— e

erima Fidusia dengan o mesonsy s Jaminan —---

N

Cilusia dari Femberi Fidusia sampas dengan nilai-
R
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penjamninan sebesar Ep.

atas aobyek jaminan fidusia, berupa 1 ————m——————

~-Sebuah mebilﬁﬁerk -

_Type S s Rl e e st B

=Jenis —————————— :
“Model —————————— 3
j*Tahun‘Pembuatan - T
-Tahun FPerakitan —--
-Isi Silinder ————- :
—“Harna ———————————v :
-Nomor Rangka ————— &
—-Nomor Mesin —————-— 5
—Jumlah Sumbuy ————- ]
-Jumlah Roda —————— 2
-Bahan Bakar —-————- H
=Nomor Folisi —————
~Nomar BPQB RS e R
(Buku Femilik —--—e @ —

Eendaraan Bermotor) ceeememee
Atas Nama —————————e
yang dikeluarkan oleh Kepala Fepalisian Dasrah

Metro Jaya tertanggal

=511 Buku Femilikarn Herdaran Barvmotor mana

diperlihatkan tepada s.ava, Neotaris H e
“babwa milal barang jac han pada saat ini

sebesar Rp.
.
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dan dalam daftar (daftar—-daftar) yang akan -——
giserahkan dikemudian havi oleh Pemberi -—————-
Fidusia kepada Fenerima Fidusia, dengan —-————-
ditandatangani oleh Femberi Fidusia, daftar --—
{daftar-daftar? mana merupakan bagian yang -—-
tidak terpisabkan dari akta ini, dengan nilai-

tarang jaminan dalam keseluruhannya sobesay ——

FEp.

Cuntuk selanjutnya dalam akta ini cukup dissbut—-
"Objek Jaminan Fidusia")l.———————rmm—m e e
—Selanjutnya para penghadap bertindak dalam ———————o
kedudukannya tersebut menerangkan babwa pembebanan—-—
Jaminan Fidusia i1ni diterima dan dilangsungkan ——-——-

dengan persyaratan dan ketentuvan sebagai berikut :--

i,

————————————————————————— F’asal 1 e e e e e ——
—Fembebanan Jaminan Fidusia atas 0Objek Jaminan ————-

Fidusia dilakukarn ditempat dimana 0Objek Jaminan —-——-
Fidusia berada dan pada saat dilaksanakan —————————-
pembelian olebh Fenberi Fidusia, menjadi miliknya ——-
Fenerima Fidusia, sedang Objek Jamiman Fidusia —-—- -
tetap berada pada dan dalam kebkuazaan FPemberi —---—-

Fidusia selabu p@mingam pabal . —cs s s e i m o

B IR e -0 | T e ot o e it s et e e o b i e o

1. -0bjek Jaminam Didesgya hanya dapat dipsrogunakan
oleh Fembsze 0 Fidis ca asrarut sifat dan peruntob-
Lannya secaca pio e pal o0, diengan bidak ada

kewajiban haagi Fambeer i Fldasia untuk membayar —-
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biaya/ganti rugi berupa apapun untuk pinjam ——-——-—

pakai tersebut kepada Fenerima Fidusia.-————e———m———

<. —Namun Femberi Fidusia berkewajiban untuk ———————
memelihara Objek Jaminan Fidusia dengan sebgik~—~
baiknya dan melakukan semua tindakan yang ———————
diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan ————-
atas Objek Jaminan Fidusia atas biaya dan ——-—-—-
ranggungan Femberyi Fidusia sendiri, serta ———————
membayar pajak dan beban lainnya YanNg =sesssesesisnsaa,
bersangkutan dengan itu.————m——————
3. —Apabila untuk penggunaan atas Objek Jaminan ————
Fidusia diperlukan suatu kuasa khusus, maka —-——-—
Fenerima Fidusia dengan ini memberi kuasa —————— -
kepada Femberi Fidusia untuk'melakukan tindakan——

tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam ————

pakai Objek Jaminan Fidusig.—————— e s
e e e et e F’a\z‘al 3. e e s e e s e e e e S S S S o s vae o

1. -Fensrima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap-—
waktu berhalk dan berwenang untuk pada jam kerja--
memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan ——-—
Objek Jaminan Fidusia.———————— o

£. -Tiap~tiap bularn Femberi Fidusia harus member i———
lLaporan kepads Fenevima Fidusia mengenal eadaar -
dan tempatl diesass Objek Jaminan Fidusia ber ade. -—

3. ~Fenervima i osis atas biaya Femberi Fidusis o -

berhal rmoaan o) diwajibkan, untuk melabulae

atau suwrol sat st ol an segale sesuatu yarg -

seharusr. « Cababan oleh Pemberi Fidusia ata-
Ob el Tas o s dalam hal Pemberi T o
melalaikar 0 chvnnva untuk memelihars Db o

.
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Jaminan Fidusia dalam keadaan terp=lihara baik,——

termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki ———
gedung, qudang, bangunan; vuang dimana Objek —-———
Jaminan Fidusia disimpan atau berada,——————————mr
—Femberi FidUSia dan Fenerima Fidusia menyatakan-
bahwa tindakan tersebut tidai: merupakaﬁ tindakan—
memasuki tempat dan/atau bangunan tanpa izin.,————
—“Fenerima Fidusia mompanyai hak (tetapi tidak ——-
diwajibkan) untuk menempatkan (atau menyuruh ——-—-—
Femberi Fidusia untuk menempatkan) tanda—-tanda-———
identifikasi pada Objek Jaminan Fidusia, yang ---—
memperlihatkan bahwa Femberi Fidusia adalah —————
pemilik Objek Jaminan Fidusia.-—————————mmmmm——
—-FPemberi Fiduéia wajib memelihara tanda—-tanda ——-—

sedemikian. e e e e e e

——————————— e e — o~ P asal Wh e o e e 5 S G

-Apabila bagian dari Objek Jaminan Fidusia atau ——-——

diantara Objek Jaminan Fidusia ada yvang tidak -————-

dapat dipergunakan lagi, maka Fesberi Fidusia -——-————

dengan ini ber janji dan karenanya mengikat divi ----—

untuk mengganti bagian dari atau Objek Jaminan ———-——

Fidusia yang tidak dapat dipergunakar itu dengamn -
yangd | =

Objek Jaminan Fidusiza lainnya yang sejenis vang —---

nilainya setars dengan yang digantikan sevbta vang

dapat disetujur Fenervima Fidusia, sedang pengosni

Objelk Jaminan ¥ idusi s tevmasuk dalam Jamirnan

Fidusia yang ayvataban dalam akta ini, = -

st i A e R A BB S (P - Famal

1.

7

—Femberi Fio.=i 2 “saak berbak untuk el sk

fidusia wlsmg ats= Obgek Jamipamn Fidusies
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) 1.

—Femberi Fidusia jugsa tidak diperkenankan untulk——
membebankan dengan carva apapun, menggadaikan atau
menjual atau mengalihkan apapun juga Ob jek ——=————
Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa ==
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari ——————n
Fenerima Fidusia.——— e e e
-Bilamana FPemberi Fidusia tidak memernubi dengan -
sekzana kewajibannya menurut yang telah ditentu——
kan dalam akta ini atau NASOABAH tidak memenuhi—-—-—
kewajiban berdasarkan Ferjanjian Fembiayaan, maka
lewat waktu yang ditentukan untuk memenuhi ~————-
kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan—-—
tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Femberi
Fidusia atau NASARAH dalan memenuhi kewajiban —-——
tersebut, dalam hal mana hak Femberi Fidusia —-——-—
untuk maninjam pakai Objel Jaminan Fidusia —-——-——
men jadl bevakhir dan Obsel Jaminan Fidusia harus-—

diserahkan dengan segera oleh Femberi Fidusia ——-—

kepada Fenerima Fidusia setelah diberitahukan ——-—

secarva tertulis oleh Fernerima Fidusia., ——————————

——————————— ————————— Pasgal By a e e e e i

—Fenbzri Fidusia borjanjt dan karenanya smengih ab-

diri untuk mengasuranzibkan Mejel Taminan Fidusia-—

sahaan asuranst vaog diboniak atan —e e

sinad o odeh FPenervins Fidozia bterbhadap ba Pay @ -
Bl e oan serha bahavs laos o ova dan ankal =i by
wocenr bam QoA gam e boa Tl PHOAY el ny g b e
arvdang btepat olel Tomeer ame Tl i, e eem e
Poaooassniramay by e il baarv s g SR ST 1 T

B TR < aahwa dalam hal e jach LT e, WAl @
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T
3

uang pengganti kerugiannya harvus dibayarkan ——-——o
kepada BANK, yang selanjiutnya akan memperhitung-—
lkkannya dengan jumlah yang masih harus dibayarkan-
oleh NASABAH kepada BANE berdasarkan Ferjarnjian—
Fembiayaan, sedangkan sisanya jika masih ada ———-—
harus dikembalikan oleh EANE kLepada NASABAH -
dengan tidak ada kewajiban bagi BANE untuk ———-—--
membayar marain keunturgan/bagi nasil atau aanti-
kerugian berupa apapun kepada Femberi Fidusia.-———
—Apabila ternyata uang pesngoanti kerugian dari——-—
perusahaan asuransi tersebut tidalk mencukupi , ————
maka NASABAH berkewajiban untuk membayar lunas——-
sisa yang masih harus dibayar oleh NASABAH —————-
kepada Fenerima Fidusia,.—————————m
—Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan--
dibayar oleh FPemberi Fidusia ataun NASAEBAH. —————-—

—Apabila Femberi Fudusia atsu NASAEAH lalai dan-—

/atau tidak mengasuransikan Objek Jaminan ——————-
Fidusia, maka Fenerima Fidusia berhak (pamun ——-—-

tidak berkewajiban) dan seberapa perlu dengan —-—-—
ini kepadanya oleh Femb=ri Fidusia tekah diberi--—
kuasa untuk mengasuransiban sendiri Objek ——-———--
Jaminan Fidusia, dengan ketentuan babwa premi - -
asuransinya tetap harus dibavar olzh Penberi — -
Fidusia atau NASARAH . — = e
=fHzli polis asuransi dan PR Y A AT R CITNY G e e e

dikemudian bari serta kwitarsi penbacaran premi--

asuransit btevsebut harus dise, b o R TR ST
disimpan olebh Fernerima Fidos s csose o setelakh -

dipevaleh Femberi Fidusia das i perosahaan ——————m
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asuranst tersebub .- m

1. -Dalam hal Femberi Fidusia dan/atau MASARAH -————
tidak menjalankan atauw memenuhi salah satuy ——————
ketentuan dalam akta 1ni dan/atau salak satu ———-—
ketentuan dalam Ferjanjian Fembiavaan, terubtama-—
dalam bhal Femberi Fidusia dan/atau NASARAH —————-
ialai, sedangkan kelalaian tzreeput semata-mat a——
terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukamn,—-—
tanpa untuk 1tu diperlukan lagi sesuatu surat ———
teguran juru sita atau surat lain yang serupa ——-—
dengan 1tu, maka Penerima Fidusia berhak @ ————— —
Ci).—untuk menjual Objek Jaminan Fidusia atas ——-—

dasar titel elksekutorial, étau melalui ————— ==
pelelangan dimuka wnum, atau melalui ——-—m———--
penjualan dibawah tangan vang dilakuban ————- —
berdasarksen kesespakatan Femberi Fidusia dan- ——

F-

nevima Fildusia, jiba dengan cara demikian-——

1]

diperoleh harga tertingui yang menguntungkam—-
para pihak j———— e e
Ciid.-untuk keperluan psnjualan tersebub, ———————-
Fenerima Fidusia bevhak meaghadap dimana —-————
periu, membnat atao uvoh membuat zerta - e
menandatangani sanus sacal, akba seypa -eee—e

dodumen Tain yang dipey ol an, menerins uange- -

"—J
i
1

Pay aa penjualarn ca oanbees ol an banda e o
pEnerimaan untul o0 s cer ahkan apa yape -
I H f b £

-4

dijual ttu kepads oeooeslee Dooesa, nEmpey b bt ar

AL AL DEMQR oM DE T doat o ra pEn gualan yeao

diterimanya 1tu Sengan 20l s apa yang wagih - -
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i

dibayar oleh NASARAH kepada BANE, akan tetapi—
dengan kewajiban bagi Fenerima Fidusia untuk —
menyerahkar, sisa uang penjualannya, jika masih
ada, kepada Femberi Fidusia, dengan tidalk ada-—
rewajiban bagi Fenerima Fidusia untuk membayar
bunga atau ganti kerugian berupa apapun jJuga -
kepada Femberi Fidusia atau NASABAH mengenai -
sisa uang harga penjualan itu dan selanjutnya-
Fenerima Fidusia Juga berhak untuk melakulan -
segala sasuatu yang dipandang perlu dan —————
berguna dalam rangka penjualan Objek Jaminan——
Fidusia dengan tidak satupun yang dikecualikan
—Apabila hasil penjualan Objek Jaminan Fidusia-—-
tidak mencﬁkupi untuk melunasi semua apa vang —-—-
wajib dibayar aleh NASABAH kepada BANKE, maka -—---
NASABAH tetap terikat membayar lunas sisa Lang-——

yang masih harus dibayar «leh NASARAH kepada -——-

BANF T T e e e e e o T e i ot e o e i 5 e o e e S o s S

e WENE . Sy B,

—Dalam hal Fenerima Fidusia mempergunakan hak-hak-——

yang diberikan kepadanya seperti tersebut dalam ——--

Fasal 7 akta ini, FPemberi Fidusia wajib dan ~———-ea-

mengiwxat dir: sekarang ini untuk dipergunakan ————e-

dikemudian hari pada watturnya, menyervahkan dalam

keadaan terpelibhara bail kepada Fenerima Fidusia

Objelk Jaminan Fidusia atas peEmberitahuan atag —ee e oo

teguran pertama dari Fererimna Fridusia dan dalam

Fal

Femberi Fidusia tidak mesnE el betentuan 1k

dalam waktu yvamg ditentuban dal am aarat e

pemberitahuan atau teguran yaag bersangkutan, maka-
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Femberi Fidusia adalah lalai semata—-mata karena ————
lewatnya waktu yang ditentukan tanpa untuk ity -————
diperlukan lagi sesuatu surat teguran Juru sita ————
atau surat lain yang serupa dengan itu, maks -——-————
Fenerima Fidusia atau kuasanya yang sah berhak, - ———
dengan mempsrhbatikan peraturan perundang-undangarn———
yang berlaku, untuk mengambil atau suruh mengambi 1--—
Dbjek’Jaminan Fidusia dari tempat dimanapun 0Objek——-
Jamipan Fidusia berada, baik dari tangan Femberi ---—
Fidusia maupurn dari tangan pihak ketiga vang —--————
menguasainya, dengan ketentuan bahwa semua biava -——-—
yang bertalian dengan itu menjadi tangaungan dan ——-

harus dibayar oleh FPemberi Fidusia.——————— e e e

—Pembebanan Jaminan Fidusia ini akan berakhiy ——-m——
dengan sendirinya pada saat NASABAH telah maemenghi-—
/membayar lunas semua bewajiban NASARAH bepada ~——e
BANE. sebagaimana dinyatakan dalam Fer janjian ----—m—
Fembiayaan sesuai dengan ketentuan bukum YATG s
berlaku, dan dalam hal demikian, maka Db jek ——eee—e—
Jaminan Fidusia beralih dengan sendirinya menuvob—--

hukuin kepada Fember i F i o . — e o o mm om o oo oo

ot e e e S o i o o S i b o S 00 F-",-_ ‘! (), e e —
—Fenervima Fidusia ataw boasa Nnya berwenang ok R
melaksanakan Fapdaflayan Jaminan Fidusia i

Eantor Fendafibarar Fooohiim m, = e e m———— s o -

=Untulk keperlaan ey copot menghadap i hada
pejabat atau instan. Ay EY WeNnAang, nenbe
keterangarn, moaaod s oy zuratd formd] v
mendaftarkan Jamiia 1 disia atas Objek Jain.
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Fidusia dengan melampirkan Fernvataan FPendaftaran———
Jaminan Fidusia dan mengajukan permohonan perubahan—
dalam hal ter jadi perubahan atas data vyang tercantum
dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, selanjutnya ——————
menerima Sertifikat Jaminan Fidusia danm/atau ———-————
Fernyataan Ferubahan serta dékumen~dokumen lain yang
bertalian.——————
—Untuk keperluan itu membayar semua biaya dan ————-—
menerima kwitansi segala uwang pembayaran serta —————
selanjutnya melakukan segala tindalkan yvang perlu dan

berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta imi.—

———— Fasal 11, -

1. —-FPenerima Fidusia berbhak dan dengan ini diberi-———
kuasa denoan hak substitusi —leh Femberi Fidusia-—
untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas —
ketentuan dalam akta ini, didalam hal perubahan —
atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka
memenuhi ketentuan dalam Feraturan Femerintak —-—
tentang Fendaftaran Fidusia maupun ketentuan -
dalam Undang-Undang Nomar @ 342 Tabun 19333 (seribu
sembilanratus sembilanpuluh sembilan? tentang -
Jaminan Fiduosia., =

2. —Akta ini merupakan bagian yang terpenting dare - -
tidak dapat dipisabkan darvi Perjanjian ———--- --
Fembiayaan, demikian pula kuasa yang diberib -
dalam akta ini merupakan bagian vang tevpen! -
Serté tidal terpizabkan dari akta 1M1, haes
adanya kuse=x tersebuat, niscaya Fer jarnjia-
Fembiavaan demit ran pula akta ini 4idak

diterima dar dilangsungkan diantara paras oo
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yang bersangkutan, oleh karvenanya kuasa tersebut-

tidak dapat ditaril kembali atau dibatalkan —————

selama berlakunya Fer jar;:

o

an Femblayaan dan kuasa
tersebut tidak akan batal atan berakhir karena —-—
sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu ———

kuasa, termasuk sebab vang disebutkan dalam Fasal

1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum —-—

Perdata Inooresia. -4

= el == ~1-Y T F.- JOe S —————

—-Femberi Fidusia dengan ini mernjamin bahwa ————-————
pembebanan 0Objek Jaminan Fiduzia ini tidak malancgar
ketentuan dalam Fasal 35 Undang-Undang Nomer 47 ———-—
Tahun 1999 (seribu sembilanratus sembilanpuluh - ——-
sembilan) tentang Jaminan Fidusia.¥ —————————————————— e e
————————————————————————— F‘asal LD o eisenman on et st R S S S
1. -SBegala perselisihan yarng mungkin timbul diantara
kedua belah pibak mengensi abta ini yang tidak —-—
dapat diselesaikan diantara kedua belah pihab ——-—
sendiri, maka kedua belah pihak akan memilil -~ —
domisili hukum yang tetap dan seunumnya oi Karnntor
Fanitera Fengadilan Negeri di Tangerang. —-——-—————
<. “Pomiliban domisili tevsebot dilakukan dengan ———

tidak mengurang! hak Fernsrvims Fidusia Gebul —o o

menga jukan tuntutan hokom ber fadap Fembe. b= on e

Fiduzes bevdasarkan Jaminan Fidusis ates R

Jamiran Fidasdia dibadapan Poaoaadiam Me o
Tarmimy s ddalan Wi layabh Neosara T A1YE N U S PR PR VIR S
yatbo geacia Foagadi Lan Meaer i A ey :

ah1 o ot et iF

atas Dot Juminan Fidusia.- o= e e -
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—~Biaya akta ini dan biaya-biaya lainnya yang ——————-
berlkenaan dengan pembuatan akta ini maupun dalam -——
melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi ———-—--
tanggungan dan harus dibayar oleh Femberi Fidusia—-——
atau NASARAH, demikian pula biaya pendaftaran ——————
Jaminan Fidusia ini di Kantor Fendaftaran Fidusia.,-—

—Aktz ini disel=saikan pada pukul

——————————————————— DEMIKIAN  AKTA  IMI —-—m—— e
—Dibuat dan diselesaikan di
pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bahagian
awal akta ini, dengan dihadiri aleh § ———————
1. —Tuar

lahir di

pada tanggal

Warga Negara Indonesia, ber tempat tinggal di —-—-

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ———— e

2. ~Tuan
lahir di
pada tangogal

Waraga Negara Indonesia, bertempat tingoal di  ——-

pemzgang Fartu Tanda Penduduk Momoy 50 o~ e v emmm e o
e
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yana bersangkutan, olebh karenanya kuass teréebut~
tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan —————
selama berlakunya Ferjanjian Fembiayaan dan kussa
tersebut tidak akan batal atau berakhir karena ——
sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu ———
kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam Fasal
1813, 1814, dan 1B1& Kitab Undang-Undang Hukum —-—

L

Ferdata Inoonesia. —— e

Tommem oo m—— Pasal 13,

—Femberi Fidusia dengan ini mEn janin bahwa —————————

pembebanan 0Objek Jaminan Fi

tidak melanggar

ketentuan dalam Fasal 35 Undang-Undang Nomeor 948 —-——

Tabhun 1999 (seribu sembilanratus sembilanpuluh — -———
sembilan) tentang Jaminan Fidusiq.———————mm————- o e

-3

_________________________ F'E(SE\I T L e o s G S S

i
)

1. -6

i

gala perselisihan yang mungkin timbul diantara
kedua belabh pibhak mengensi &kta ini yvang tidak - -
dapat disslesaikan diantara bedua belah pihak ——
sendiri, maka kedua belah pihak akan memililb - —
domisili bukum yang tetap dan seunumnya i Kanvtor

Fanitera Fengadilan Negeri di Tangerang. —e——e-m———

<o =Pomiliban domisili teveebot dilakuban dengan -

Yidal menguranagl hak Pensrvima Fidus

menga jitkan tuntutan hukom terhadap Feambe. |~ o omee

Fidusis bevdasarkan Jaminam Fiduasia alas R

Jamiran Fidigs s dihadapan FPeoogadilan b
1as Py s b b bl ] ay ak F\ir‘,:n_jp.f* oA Ei’z-v;‘n_fi, il Taive bo o agt® e | Bfew =
yaitbo pacts Poagadi Tan Meosr | SEAPVID i by

——— s

v st e s s dd et dlard Fembtee b f

atas Ohjyel Jeminan Fidusia.-- ~—==- -
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—Biaya akta ini dan biaya-biaya lainnya yang ———————
berkenaan dengan pembuatan akta ini maupun dalam ---—
melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi —————-
tanggungan dan harus dibayar oleh Femberi Fidusia--—
atau NASARAH, demikian pula biéya pendaftaran —-————
Jaminan Fidusia ini di Kantor Fendaftaran Fidusia.--

—Akt= 1ni diselesaikan pada pukul

——————————————————— DEMIEIAN AKTA  INI ———mmmm
-Dibuat dan diselesaikan di
pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bahagian
awal akta ini, dengan dihadiri aleh : ~————————
1. —Tuar

lahir di

pada tanggal

Warga Negara Indonesia, ber tempat tinggal di ---

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ———eee—mmeee
2. ~Tuan

lahir di

pada tangoal

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di —-= 7

pemzgang Fartu Tanda Penduduk Nomoy ;0 o~ o mmmmm o

.
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—kedua—duanya pegawal Notaris sebagai saksi-saksi, —
—Setelah saya, Notaris, memnbacakan akta ini kepada —
para penaghadap dan saksi-saksi, maka segerva akta ini

ditanda tangani oleh para penghadap,

SEya, NEhEdric. et e e e e e e e e e

~Dibuat dengan

figdusia mobil
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AETA JAMINAN FIDUSIA
Nomar

—-Fada hari ini, hari
—Fukul

—Menghadap kepada saya,
Notaris di

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, hNotaris,

kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta -

lahir di

pada tanggal

Warga Negara Indonesia, Agama
peker jaan

bertempat tinaggal di

)

pemegang kKartu Tanda Penduduk Nemoy 0 —————- R i

-

—menurut keterangarnyas untuk melakukan tindakar -
bukum dicebut dalam akta ini, penghadap telabh -
mendapat persetujuar dari isterinya yaitu Nyonya-
lahiv di

pada tanggal

Warga Negara Indonesia, Agama

>
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peker jaan

bertempat tinaggal sama dengan suaminya tersebut -
pemegang kKartu Tanda Fenduduk Nomor
yvang turut hadiv dan menanda-tangani akta inij; —-
tuntuk selanjutnya Tuan

tersebut berikut segenap pengganti haknya ———————

selanjutnya disebut "Fihak Fertama” atau "Fembayri

F LS LA T Y s mmmmm i e S5 8 s i et s o S e S S B s i i
-Tuan
lahir di

pada tangoal

Warga Negara Indonesia, Agama
pekey jaan

bertempat tinggal di

Y

pemeganrg Kartu Tanda Fenduduk Nomoy @0 —————————-
—-Menurut keterangannya bertindak dalam hal ini -
daiam jabatannya tersebut diatas selaku Dirveksi-
perseroan, kavenanya sah bertindak untuk dan ——

atas mnama Ferserocan Terbatas PT. BANE SYARIAH -~

berkedudukan dan berkantor pusat di
. yvang Anggaran Dasar beribkub pervabahan- —-—e-mm-e

perubabannya telah diumuwinkarn dalam @0 -

»

P
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tuntuk selanjutnya Ferseroan Terbatas FT.EANE ——
SyarIAaH

berkedudukan dan berkantor pusat di

tersebut berikut segenap pengcanti bhaknya -————-

szlanjutnya disebut "Fihalk Kedua” atau "Fener1ma

F_J. dL)(S j a ” ) - -_«_._._.._.-__-_»...__.___...._._..._._.._.-—--..—.---——-_.—.-~._.-.—-—-—-—~-—-—~-—~
“Fara penghadap saya, Notaris, kenal. ———————— T

-Fara pénghadap bertindak sebagaimana tersebut -—————
diatas menerangkan terlebih dahulu : ——————— e
A. —Bahwa diantara Tuan
selaku pihak yang menerima fasilitas Fembiayaan -
tuntuk selanjutnya cukup disebut NASABAH) dan ———
Fenerima Fidusia selaku pihal yang-memberi ——————
fasilitas FPembiayaan (untuk selanjutnya cukup ——-
disebut BANK) telah dibuat dan ditandatangani ——-
akta Perjaniian Pémbiéyaan
tertangagal
Nomor y dibuat dibadapan saya, Motaris, —-—-—-
tuntuk selanjutnya Fer janjian Fembiayaan

te

it

resbat, beribtat dengan semua pengubahan dan -
pembaharuannya disebut "Farjanjian Fembiavaan": -

B. -Bahwa, untub lebih menjamin terbayarnya dernga.

}

bailk segala secoatuo yang terutang dan harus R
cibayar aleh MASARAM sebagaimana diatur dalam - --
Fer janiian Feabo aysan tersebut, Femberi Fidusi:
diwajibkan vt wenberikan Jaminan Fidusia al
milak Famber i 7 baara untuk kepentiﬁgan Frasrom

Fidusia, sebag:tmana yang akan diuraikan dibaw

P
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R T e ey e e S s R
~Bahwa, untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian
jaminan yang ditentukan dalam Fer janjian ———————-—
Fembiayaan tersebut, maka Fembesvi Fidusia dan ——-
Fenerima Fidusia telah semufakat dan setuju, -——-

dengan ini mengadakan perjanjian sebagaiman

i

yand
dimaksud dalam Undang—-Undang Momor @ 42 Tabun ——-
1533 (seri:bu sembilan ratus sembilan puluh ————--

sembilan) tentang Jaminan Fidusia sebagaimana ——-

hendak dinyatakan dalam akta ini ;-————————————m—-
—Rahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik —-—-

segala sesuatu yang terutang dan harus dibayar ——
oleh NASABRAH kepada BANK, baik karena utang ————-
pokok, ditambah margin keuntuhgan4jua1 beli dan -
biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan —-————-—
Fer janjian Fembkiayaan tersebut, dengan jumlah —-- -

utang pokok sebesar REp.

rupiahl ditambab marvrgin keuntungan jual bt=2li, -—-
atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian —--—-
hari berdasarban Ferjanjian Fembiayaan, jumlah —-
utang mana ternyata dari baki kredit NASABAH ——--
kepada BANE, maka penghadap FPihak Fertama —-—-- —~
bertindak sebagaimana tersebut selaku Femberi
‘Fidusia dengan ini memberikan Jaminan Fidusia ——-
kepada Fenerima Firdusia untuk dan atas mama s1apa’

dan penghadap Fibslk Fedua bertindak sebagaims s

tersebut dan bareaanya antuk dan atas neona
Fenerima Fidus iz decgan inl menerima Jamina
Fe
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Fidusia dari Fembheri Fidusia sampai dengan nilai-—

penjaminan sebesar Ep.

atas obyek jaminan fidusia, berupa 1 ——————————u_

—Stock barang-—barang dagangan/inventory milik-

Femberi Fidusia yang tevdapat di

sebagaimana diuraikan dalam daftar yang —esss——
bermeterai cukup, ditanda tangamni oleh para———
penghadap, dijahitkan pada asli akta ini, —-———
dengan nilai barang jaminan pada saat ini -——-—

sebesar Rp.

tuntuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut -

"Dbjek Jaminan Fidusia®) . ———— e
=SBzlanjutnya para penghadap bertindak dalam ————————
kedudukannya tersesput menerangkan bahwa pembebanan -
Jarinan Fidusia ini diterima dan dilangsungkan —-———
denoen persyaratan dan ketentuan sebagail berikuat = -
e i e P am g ] L o e e e L S e s iy e e

~Fembebanan "Timitan Fidusia atas Dbjek Jamipan ~—e———

Fidusia yarng saat inil dimiliki aleh Fenberi--—-—

Fiduesia btevosdi pads saat penanda-tangansn ab ba -

“Yie, az ¥
Fla g Bt
7

1ok dan Pelae wdd lakukan ditempat dimana

Jamyman Foovoin s ada dan telah inEngactt ny ) briva e
Fame: oy F e ts, sedang Objel Jaminam F o ofic (3 s=oweme

tetap berad. pada dan dalam kekuasaar FPembws | cm—w -
P
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1. -Dbjek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan -
oleh Femberi Fidusia menurut sifat dan ————————v
paruntukkannya secara Finjam Pergganti, dengan --
tidak ada kewajiban bagi Pembéri Fidusia untuk -——
membayar biaya/ganti rugi berupa apapun untulk ——-—
Fivnjam Pengganti tersebut kepada Fenerima ——————-
Fidusia. Mamun Femberi Fidusia berkewajiban untuk
memelihara Objel: Jaminan Fidusia dengan sebailk——-
baiknya dan melakukan semua tindakan yang ———-———-
diperlukan untuk pemeliharaan Db jek Jaminan e
Fidusia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia
séndiri, serta membayar pajak dain bebar lainnya--—
yang bersangkutan dengan itu. ————————————e—m——e

2. —Apabila untuk penagunaan atas Objek Jaminan ————
Fidusia diperlukan suatu kuasa kbhusus, maka —————
Fengyima Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada-
Femberi: Fidusia untuk melakukan tindakan—tindakan

yvarg diperlukan dalam rangka Finjam FPengganti ——-

Objek Jaminan Fidusia. —————rr—mmm e e e
e i e e PPasa ] B e

1, ~Fenpsrimx Fidusia atau wakilnya yang

m

ah setiap -
wal bt berhak dan berwenang pada jam ker ja untuk -
mam=2. i bsa tentang adanya dan tentang keadaan -—-——
'Oh;e; Jaminan Fldusia. — s e e mm

2. =Tiap-tiap bulan Pemberi Fidusia haruvs memberi —-—

Lapeo an kepada Fenevima Fidusia mengesnai keadaan- |
cla st o dimana Objgek Jaminan Fyohus o e oola

3. ~Forme - uma Fidusia atas biaya Femberi Foodasia ——-e
F
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berhak namun tidak diwajibkan, untuk melakukar —— .
atau suruh melakukan segala sesuaiu vang seharus-
nya dilakukan oleh FPemberi Fidusia atas Objek ——-
Jaminan Fidusia dalam hal Femberi Fidusia ———-————
melalaikan kewajibannya untuk memelihara Ohjsl —-
Jaminan Fidusia dzlam &eadaan terpeliharva bail:, -
termasuk tetapi tidak terbatas untul memasuki  ——-—
geduna, gudang, bangunan, ruang dimana 0Objek ————
Jaminan Fidusia disimpan atay beraca. —————— e
4. -Femberi Fidusia dan Fensrima Fidusia menyatakan-—
babwa tindakan tersebut tidak merupakan tindakan-
memasuki tempat dan/atau bangunan tanpa izin. ———

=

3. —Femberi Fidusia wajib pada tiap—-tiap triwulan —-

yakni selambat-lambatnya dalam waktu €0 C(enam ———
puluhl bari terhitung sejak akhir sesuatu ——-———-
triwulan menyerahkan kepads Fensrima Fidusia atau
kunasanya daftar mengenai Fosisi Objek Jaminan ——-—
Fidusia yang diberikan zebagal jaminan fidusia —-—
epada Fenerima Fidusia, dalam mana wajib disebut
kan jumlab dan macam dari Objek Jaminan Fidusia —
Fang dimiliki oleb Fembori Fidusima.————— e
e Pracoa] Sl 5 e e e e S
“apebila bagian darid Nbgek Jaminan Fidusia atau - -

diantara Objek Jaminan Fidusis

yang sudah ——-ee e

b pakai/Zter jual, maka Peabesy o ) ohasi a dengan inj - -

e

(il dan karenava wmeoco b b b0 anbuk menggart -
Tt oo Taminan Fidusis Tt e Pevpakail Jter jual o
semgan Db jelk Jam i T P DALY R YA e

Eovang nilaimes e s cienovang ddgant il s

cEs s vang dapat diseto o P

vna Fidusia, sedang—
F
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pengganti Objek Jaminan Fidusia termasuk dalam —————

Jaminan Fidusia yana dinyatakan dalam akta ini. —-———

2 e e e Fasal Te T
< 1. —Femberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan ——-—

, fidusia ulang atas Obj=k Jaminan Fidusia. Femberi
Fidusia juga tidal diperkenankan untul —————————n
membebankan dengan carva apapun, menggadaikan atau

menjual atau mengalihkan dengar cara apapun Ob ek

Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa ———————n
persetujuan tertulis terlebih dahulu davi ———————

Feperima Fidusia.—————— e

2. —Bilamana Femberi Fidusia tidak memenuhi dengan—-—
seksama kewajibannya menurut yang telah —-———————
ditentukan dalam akta ini atau NASABAH tidak ————
memenubi kewajiban berdasarkan Fer janjian ——————-
Fembiayaan, maka lewalb waktu yang ditentukan ——-——
untuk memenuhi kewajiban tersebut sajya sudah ———-
cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau
kelalaian Femberi Fidusia atau NASABAH dalam ————
memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal - mana hak——

. Fembari Fidusia untuk meminjam ganti Objek —————v
Jaminan Fiduzia menjedi bevakhir dan 0Objek —————-

Taminan Fidusia harus diserahban dengan seqera --

wleh Pemberit Fildusia kbepada Fenerima Fidusia, -—-

R

Tah dibevitahubkan sgcara tertulis oleh ————e—

Farrar uma Frodus ta . o mrs s e e e

S e S S e S i [ 2 ] O S

= o cVenmamey U Fidusisa ber aan il dan boa enanya mengikat-
b Cobb hEngeasny arm b an C?,~ el oaan Fadusi as

- S FrUSAahaan asuransl Yamg it il atal meee—e
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disetujui oleh Fonerima Fidusia terhadap bahaya -
kebakaran ssrta bahaya lainnya dan untul suatiy ——
jumlah pertanggunoan serta dengan persyaratan ——-—
yana dipandang tepat oleh FPenerima Fidusia, ——-—we
~Fada polis asuransi tersebut harus dicantumkan -

klausula bahwa dalam hal ter jadi k&rggian, mal:z -

wuang pengganti kerugiannya harus dibayarican —-———-

epada BANI, yang selanjutnya akan memperhiturng

CAannya dengan sumlah yang masih harus dibayarbkan-—
2leh MASARASH bepada BANK berdasarkan Ferjanjiian--—
Fembiayaan, sedangkan Sisanya jika masih ada ———-
harus dikembalikan oleh EANK kepada NASARAH -————
dengan tidak ada kewajiban bagi BANK untuk —- ————
membayar maragin keuntungan jual beli atau ganti —
kerugian berupa apapun kepada Pemberi Fidusia., —-
“Apabila ternvata Hang pengganti kerugian dari -—
perusahaan asuransi tersebut tidalk mencakupi, ——-—
maka MASARAH berlkewajiban untuk membayaf lunas———
sisa yang masib harvus dibayar olebh NASABAH ————- -
kepada Fenerima @ idusia. —— e

-Hemua uang praemi

Uransi harus ditanggurng darm -
ditayar oleh Pembori Fidusia atau b
=Apabila Fonber o sohy a"' va atan NATARAH 1alad S
dan/atan bidab dfertdaenrarsikan Ob jet Jamdrae

-

Fidusia, maka Fas ima Fidusia bevhak Cnamun

Pidak hevbews o dar cebEvapa peelu depoa s

LEpa hisia belash dibey s L

itk o mengasioe bar amialivri Dbhieh Jamiman

Frodusia, dengae b babwa oy

tetap harus DEoar oleh Pemberi Fildusia atan
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&. —Asli polis asuransi dan perpanjangannya ————————
ditemudian hari serta kuitansi pembayaran premi -
asuransi tersebut harus diserahkan untuk disimpan

aleh Fenerima Fidusia segera setelah diperaleh —-—

Femberi Fidusia dari perusahaan asuransi —————e———

=t T T O S N S
R S S S S e S S T S AR Fasal T ———— s i R S e e

1. wDalamvhal Femberi Fidusia dan/atau NASARAH tidak
menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan —
dalam akta ini dan/atau salah satu ketentuan ———-
dalam Fer janjian Fembiayaan, terutama dalam hal -
Femberi Fidusia dan/atau NASARAH lalai, sedangkan
kelalaian tersebut semata—-mata terbukti dengan —-
lewatnya waktu yang ditenptukan, tanpa untuk itu -
diperlukan laagl sesuatu surat teguran juru sita -
atau surat lain yang serupa dengan itu, maka ———-

Fenerima Fidusia berhak @ =——mm—mm e

A4

¢

1) —untuk menjual Obisk Jaminan Fidusia atas —-——

dasar titel sksskutorial ; atauw melalui ——--
. pelelangan di muka umum ;3 atau melalui ——————
penjualan dibawsh tangan yang dilakukan ————-
berdasarkan kesepabtatan Pemberi Fidusia dan
Fenerima Fidus ta ika dengan cara demikian —-
diperoleh barags tsrbinggi yang menguntunglkan-

para pi hak » e S e i e e e e e s e b st i s v o S S e ot S S S S Lo b s i

(110 —untuk keperiiae penjoalan tersebut, Fenervima ©
: Fidusia berha re gbvdsp dimana perlu, -——---
— membuat atao feetrinte Ak ﬁerta‘menandﬁ
: tanganlt seinus o o0 b ta sevita dokumen 1ain
>
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vana diperlukan, menerima uang harga ——————— -
penjualan dan memberikan tanda penerimaan -—-
untuk itu, menverahkan apa yang dijual it ——
kepada pembelinya, mempearhitungkan atauy ————-
mengkonpensir uang bharga peniualan yvang —————
diterimanya itu dengan semua apa yang wajih —
dibayar NASARAH kepada BANE, akan tetapi—— -———
~dengan kewajiban bagi Fernervima Fidusia unbogk -

menyerahkan sisa wang penjualannya jika m

ada kepada Femberi Fidusia, dengan tidak ada-—
bewajiban bagi Fernerima Fidusia untuk ——————-—
membayarrmargin keuntungan juxl beli atau ——-—
ganti kerugian berupa apapun  juga kepada ———-—
Femberi Fidusia atau NASARAH mengenat siss -
wang harga penjualan itu dan s2lanjutnya ———-
Fenerima Fidusia juga berhak untub melakul an—
z2gala sesuatu yang dipandang periu dan -—-——
berguna dalam rangka peniualan Obielb Jamiran—
Fidusia dengan tidak satupun FRMG o S S
dikecual IKAan, e e

2. —Apabila hasil penjualan dari T sl Taminan - = =
Fidusia tidab mencukupi untuk melosasi

vang wajib dibayar aleh NASARAH kepada DN -

mak A MASARAH tetap terikat membay

pwang yang rssih harvos dibayar oleb RAamo

e s P gdiast s MET I © iy =
yang diberit ac tepadanyas seperti berosbot

pasal 7 akix 1rni, Fomberi Fidusia wagth g

e
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diri sekavang init untuk dipergunakan dikemudian hari
pada waktunya, menyerahkan dalam keadzaan tevrpelihara
haik-kepada Penerima Fidusia, Objek Jaminan Fidusia-
atas pemberitabhuan atauw teguran pertama dari ——————-
Fenerima Fidusia dan dalam hal Femberi Fidusia tidak
memenuhil ketentuan i1tu dalam wéktu yang ditentukan -
dalam surat pemberitahuan atau teguran yang ———————-
bersangkutan, maka Femberi Fidusia adalab lalai --—-—
semata—maté karena lewatnya waktu yvang ditentukan —
tanpa untuk i1tu diperlukan lagi sesuatu surat ——————
teguran juru sita atau surat lain yang servupa dengan
itu, maka Penerima Fidusia atau kuasanya yang sah ——
berbhak, dzngan memperhatikan peraturan perundang— ——
undangan yang berlaku, untuk mencambil atau suruh -—-
mengambil Objek Jaminan Fidusia dari tempat dimana -
pun 0Objek Jaminan Fidusia berada, baik dari tangan -
Femberi Fidusia maupun dari tangan pihak ketiga yana
menguasainya, dengan ketentuan,; bahwa semua biaya —-
yang bertalian dengan i1tu menjadi tarmngoungan dan ———

harus dibavar oleh Femberi Fidusia.--————— mm——m—e——

e e o i e e — e PPag a ] T e e e e e e e

~Fembebanan Jaminan Fidusia ini akan berakhir dengan
sendirvinya pada saat MASOARAH telal menenihi Smembayar
lunas sanua kewajiban NMASABAH kepada BoblkE ——-mme omee
sebagaumana dinyatakan dalam FPerjanjian Fembiliayaan -

sesual deogan kebentuan bubkam yang ey iasba, dan -

dalam o-d damib san, mebka Dbjek Jamirnan Fidasia —-mes
berali™ cengan sendirinya meamarot bobooa bapada o
F’emt}"‘?" v 2 b il A S e e Sty S AR AT TS IR e SRR S (e o - - e brm e
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-Fenevima Fidusia atau kuasanya berwvenang untuk ———-
melaksanakan Fendaftaran Jaminan Fidusia pada Famntor
Fendaftaran Fidusia.—————m—mmmmm
=Untuk keperluan tersebut menghadap dihadaéan e e
pejabat atau instansi yang berwenang, memberikan ———

keterangan, menandatangani suvat formuliy, ———————— e
= 14 = ¥

mendaftarkan Jaminan Fidusia atas Objelk Jamimnan —-——-

Fiduaia dengan melampirkan Fernyataan Fendaftaramn———
Jaminan Fidusia dan mengajukan parmohanan perubahan-
dalam hal ter jadi pervubahan atas gata vang tercamtum
dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, salanjutnya ——————
menerima Sertifikat Jaminan Fidusia dan/atag ——————-—
Fernyataan Perubahan serta dokumern-dokumen lain yang
bertalian.———————m =
“Untulk keperluan itu membayar semua biays dan —-————-—

menerima kwitansi segala uwang pemba ran serta -————

selanjutnya melakulan segala tindalkasn vang perlu dar
3 g b 9 P

berguna untuk melaksarnakan kebtento.an dar i akta ini.—

e e e e —— e PaSal 1&. B S i o o S e e i B4 e SR

1. ~Fenerima Fidusia berhak dan dengan inil diberi ——

kuasa dengan hak substitusi olebh Pemberi Fidusia—

unibl melakukan pevubahan atau pEnvesaalan atas —

1

Eetentuan dalam akta ipi, did cnoMmal peryuhahany -

atzu penyesuaian tersebut diper Lobar dalam rar ke
memanuhi ketentuan dalam Ferabi: an Femerintah —o -
tentang Pendaftaran Fidusia man v Leteontuan ——-—
dhoban Undang-Undang MNomar 1 40 0 aiam 1999 Casr i b

senionban ratus sembilam oot b -t L baovmybano

conean Fligdusia, —eem e e e

<o ofbEa inl merupakan bagian YEOD oo Tnking dan -
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Pt

tidak dapat dipisahkan davi Ferjanjian Fembiayaan
demikian pula kuass yvang diberikan dalam akta ini
merupakan bagian yang terpenting serta tidak ———-
terpisahkan dari akta ini, tanpa adanya kuasa ——-
tersebut, niscaya rerjanjian FPembiayaan demikian-
pula akta ini tidak akan diterima dan ——————————m
dilangsungkan diantara para pihak yang ———————m--
berzangkutan, 2len karensnya kuasa tersebut tidak
dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama ————
berlakunya Ferjanjian Fembiayaan dan kuasa —————-
tersebut tidak akan batal atau berakhir karena ——
sebab yana dapat menaakhiri pemberian sesuatu ———
kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam PFRasal
1813, 1814, dan 181& Hitab Undang-Undang Hukum —-—

Ferdata Indonesia.--——————————— T e e

-Fember1 Fidusia dengan ini menjamin bhahwa ————————-
pembebanan Objek Jaminarn Fidusie ini tidak melanqggar
ketentuan dalam FPasal 35 Undang-Undang Nomor 42 —-—-
Tahun 1333 (seribu sembilan ratus sembilan puluh ——-

sambilan? tentang Jaminan Fidusia,—————e—mmmm e e

e e e e — PPaaa ] 13, i e

1. -Sepgala perselisihan yang munghin timbul diantara

teduaas Delab pihak mengenal abba ant vang tidak —--
dapat diselesalkan d:antara kedus beiah pibak —--—-

sencdiyi, maka kedua bizlah pibak ab a0 memtlibh ——e-

homo s by bukuwm yvang tetap dan ssomoe va di Kantor

Fasihera Fengadilan Megert di Taoge o g, memm e
oo Dahan domisi 1l bevsebot Jd0 odengan s
deEngurangl halk Pener tma 0 e gtk seems
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menga jukan tuntutan hukum terbadap Femberi ———ee——
Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obislk -
Jaminan Fidusia dihadapan Pengadilan Megerl —————
lainnya dalam Wilayah Negara Fepublik Indonssia
yaitu psda Fengadilan Negeri yang MEMEUATTY 31 = e
yuridiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atam -
atas Objek Jaminan Fidusia,————— -
e e o e o o e et e e e r'asai 14‘ e o e e et i e 5 i e R SR b
~Biaya aktalini dan biaya-biaya lainnya WM e e
berkenaan dengan pembuatan akta ini maupun dalam -———
melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi —————-
tanggungan dan harus dibayar oleh Femberi Fidusia -—-—
atau NASABAH, demikian pula biaya pendaftaran —-—————
Jamiran Fidusia ini di Kantor Pendaftaran Fidusia, ——

—Akta ini diselesaikan pada pukul

—————————————————— DEMIEIAN  AKTA  INJ ———emmem e e
—Dibuat dan diselesaikan di

pada hari dan tanggal seperti tersebut pads bahagi =
awal akta ini, dengan dihadiri oleh : ————ecmmmem o
1. —~Tuan

lahir di

pada tanggal

Warga Negara Indomesia, bertempat tingoal ol

pemeaang Karhu Taoc s ot odih Moo ¢ e oo

2. —Tuan
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L]

lahir di

pada tanggal

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di e

pemegang kKartu Tanda Fenduduk Nomor 2 ——————————-
—kedua—duahya_pegéuai Notaris sebagail saksi—saksi. -
-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada -
para penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta ini

ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan

saya, Notaris.—-————————————— N _— _—

—-Dibuat dengan

fidusia stok barang

Penyelesaian pembiayaan..., Chekky Kurniasari Dewi,FHUI,2011
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PERMYATOAN DAN PENGAKUAH
vang bertanda tangan di bawan ini ¢
m a Do

mpat,/Tgl. lahir :© .

airganegaiaan i =

erjaan o

mat I

Homor I
f ini menerangkan bahwa :
m a S

mpat/Tgl. lahir : .

wairganegaiaain = m

erjaan =S

mat T .

Nomor £ =

lah sebagai Nasabah Perseirocan Terbatas PT. BaNK

RIAN

g fasilitas pembiayaannya bermasalah dan agunan

ik Masabah tersebut harus Jdiambil alih (AYDA)

g berupa : e e om o s ke e SR 5 S R et e
-sebidang tanah Hak Milik Sertipikat Nomor -
terletak di Propinsi
Kabupaten
Kecamataii
Desa
seluas
diuraikan dalam Gambar Cituaszi tanggal

aftar atas nama
zezuatu yang aga ata:
reetut yang menurit
manurut Undang Uinoas
a Fha ¢
=e ghefures ‘a
diatasinya uc‘daqukau Cuiat i
Bangundn 13 4t
Nomoir .
yanyg odi ke luas oleh
setempat i Ke sebagit

i T e %
LU Saya }
< e e e ]
el T T2 Al

piribadi mens
pengambilalihasn

bt

13y

AGUNan

>
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-Sehubungan dengan hal-hal tersebut maka dengan ini saya

membuat Pernyataan dan Pengakuan sebagail berikut :
-Bahwa Saya dengan inil menyatakan dan mengaku dengan
sungguh-sungguh dan sebenarnya bahwa Kepemilikan
t+anah tersebut adalah milik PT. BaNK 3SYAaRIAH
dan karananya yvang beirhak atas tanah tersebut adalah
PT. BaNK SY&RIHH

~RPernyataan/Pengakuan ini cuat

sebagail b

berikut :

dengan menyataran

~Bahwa saya bertindak selaku Branch Manager yang
ditunjuk oleh PT. BANK SYARIAH
sehubungan dengan hal tersebut dengan ini sa;a
berjanji dan mengikat diri sekarang maupun --
dikemudian hari untuk: e e e e e
1. -~Tidak akan menjual dan/atau dengan cara
mengalihkan atau memindah-tangankan atas
tersebut tanpa persetujuan tertulis terl
dahulu PT. BAaNK SYARIAH
teirsebut ; e ok
2w BANK SYARINH

atas tanah tersebut dijual,

~AKan melapoi
penjualan atas

a .

~-Bila nanti atas persetujuan PT.

maka saya

kan dan/atau memberitahukan
tanah tersebut Kepada

Ty o
TICAI, &

3
1S

PT. BaMNK SYARIAH
dan menyeirahkan seluruh hasil penjualan yanyg
menjadi haknya PT. BANK SYARIAH
tersebut.
5. ~Tidak akan menuntut dan/atau mengadakai
penagihan apapun Kepada dan dari
PT. BANK SYARIAL
apabila dikemudiaiiv hari oleh
PT. BANK SYARIAN
atas tanah tersebut dijual atau dengan
lain dipindah tangankan kepada pihak manaji
juga. -~ L
c. ~Tidak akan menuntut kemball atau mengadziag.
gugatan teirhagap PT. DBANK GYARTAH
baik melalui yang Merwajily maupun dendga uoa
lain atas tanah tair abhi
d. -Begitu pula ahliwaiis 5 SAEE
akan tunduk < < ok
dapat menuntut/men
PT. BANK OYARTAH
atau peneiis haknya oo inad banah tersetad
Bahwa s: ikt G bers b
aegala A ; g poJdain b
msmperaul t L% Kanaan b =atlisa L
tersebu selama belum A Kep
PT. Bi"’\\!r\ SYNR 1NN
atau pihak lain yang o: slah

Penyelesaian pembiayaan...
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PT. BAaMNK SYASRIAH
walaupun saya sudah tidak lagi menjabat dalam
Kedudukan sebagal Branch Manager atau tidak lagi-
bergauuﬂ~’behenja dengan PT. BANK SYARIAMH :

-Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung

jawab, sebagai bukti dimana perlu dan untuk ulpergunahan

sebagaimana mestinya.

Tangerang,
Yang menyvatakan

e

Penyelesaian pembiayaan..., Chekky Kurniasari Dewi,FHUI,2011

“wy



e 2

PENGIKATAN JUAL BELI

Nomor

~f4=:~d’-. s @ . . .
-Pada hari ini, hari Kamis, tanggal tujuh belas -——-

September tahun dua ribu sembilan (17-09-2009). -——-
~Pukul 10.45 WIB {(sepuluh lewat empat puluh lima -~—-
menit Waktu Indonesia Barat). —————————e—wo e e e
~Menghadap kepada sayva, _,~—--—--~—-ﬂ'
Sarjana Hukum, MNotaris di Tangerang berkedudukan -—-—:
dil Serpong, dengan dihadiri oleh saksi-sakei yang--—--
cava, Motaris, kenal dan akan disebutkan pada ————-——
bahagian akhir akta ini : ———--——mmmmmee —— =
I. -Tuan Haji G, 1:hir di Serang, pada —

tanggal sembilan MNopember seribu sembilan ratus -

enam puluh delzazpan (09—11—1968).\?am§a Negara -—-—
Indonesia, Wiraswasta. bertempat tinggal di -—-- =
Jakarta Pusat, Rumah Susun Benbungan Hilir B vI -

Nomor : 21. Rukun Tetangga 009, Rukun Warga o8, -

Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang .,
pemegang Kartu Tanda Penduduk NMomor : —-—=—=——m—ae—-
07.5007.091168.200% ;= —— e
~untuk sementara berada di Serpong, Tangerang ;-
—untuk melakukan rvindakan hukim disebut dalam - —
akta ini penghadap tidak memerlukan persetujuan
dari siapapun juga karena menurut kheterangannya -
elum menikah. sebagaimana ternvata dari Surat
Prrnyataan yang dibuat dibawah tangan, bermetera i
cuhup . tertanggal hart ini. asti <urat mana -- - -
ftrahitkan pada asli abta sava. Motaris ——-—ee- -

3

5 Lertanggal harit ind, somor o 57 L s s e e

§ Selanjutnya akan disebur juga "Pihak Pertama’l . —- -
S N

\ . . .
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——

]’I;:uan

Jepara, pada tangaal lima Agustus seribu sembilan

i FakIpodi =

ratus enam pulub enam (05-08-19466), Warga MMegara-
Indonesia, Pegawal Swasta, bertempat tinggal di

Tangerang, Villa Bintaro Indah & VII/18, Rukun ---
Tetangga 005, Rukun Warga 011, Desa Jombang, -~—=—-
Kecamatan Ciputat, pemegang Kartu Tanda Pendudubk-

Nomor : 36032€0S086E0002 ;=== == =m—=mn = m e

~Selanjutnya akan disebut juga "Pihak Kedua” .-----

~Para penghadap =saya, Notaris, Kenal.-——-——=——-———--—-

-Para penghadap tersebut diatas menerangkan -—--——--—-—-—-

terlebih dahulu : ————-—-———————————

-bahwa Pihék Pertama adalah pemilik dan/atau --—-
yang berhak atas : ——-—=—-————————- S
-sebidang tanah Hak Milik ntaéantuan Rumah —-
Susur Sertifikat Nomor : 2Z/XI11/1, terletak-—-
di Propinsi Daerah-Khusus Ibukota Jakarta, --—-
Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Setia ---
Budi, Kelurahan Menteng ntas, seluas 0,62 MHZ-
(cembilan puluh Koma enam puluh dua meter --—-
persedi), dengan nilai perbandingan -—-——oomoo
proporsional 0.027%94 % {(dua ribu tujuh ratus
cembilan puluh empat perzeratus ribu persen)
diuraikan Jdalam Gambar Denah tanggal tigs --- -
puluh Desember seribu sembilan ratus sembllar -
pulubh tujuh (30-12-19%7) pomoer - A4580,/12%7 dan
azli Sertifikat mana diparlihatkan kepada
saya, Motari:z, terpdaftar atas nama - 777700

Haji MOHAMMAD AMGLA o - e

~demikian ber tkut segala -esnatu yang menuiu
—

i \
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ANTOR NOTARIS!PPAT |
RN PR, |
1 SERPONG DAMAI SEKTOR Vi {

‘QMP. RUKOB
SERPONG

/—/ .
Eﬁ?;} peruntukkannya atau menurut Undang~ ~——~

Undang dapat dianggap sebagail bagian bersama |-
benda bersama dan tanah bercsama, setempat ———-
dikenal sebagai Rumah Susun Campuran mpartemen
Taman Rasuna, Jalan Muria Dalam Blok 1 Lantai-
14, Memor : a, Keluréhan Menteng Ntas, -—---—-—-

Kecamatan Setia Budi, Kotamadya Jakarta ---—-—-

~bahwa Pihak Pertama hendak menjual tanah ----=-—-—-=

berikut bangunan. apartemen tersebut kepada ---—--

Pihak Kedua B e S S St o e e e
“bahwa Pihak Kedua bersedia membeli tanah berikut
bangunan apartemen tersebut dari Pihak Pertama ;-
-bahwa berhubung satu dan lain hQA }ﬂél-beli atas
tanah berikut bangunan apartemen'tersebut --------
belum dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak ;
-bahwa mendahului dilakukannya juai beli atas —--
tanah berikut bangunan apartemen tersebut, --—-—-—-

kedua belah pihak setuiju mengadakan Pengikatan —-

Jual Beli dan menvatakannya dalam akta ini. -==-—-
~Maka berhubung dengan apa vandg diuraikan diatas.- -
Prara penghadap telah mufakat danr setulje untuk —---- —-
mengacakan Pengikatan Jual EBeli dendgan syarat-ayarat
dan katentuan-kKetentuan zebagal berikut s----——--- —--
e R R S0 o U | L o o s w8 G B 8 s s
“Pihak bPertama dengan ini barjanii dan menaikat diii
2eharanyg untub Femsdixs ada waktunmnya untuk men jual
dan memindahkan kepada 03 hah Kedua, dan Pihak Xedins
meneranakan Jdenaan Ll e tanii dan mernglkat o

untuk membeli darn mener tma penverahan dari Pibak --

F
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=

Pertama atas sebldang tanah Hak Milik ftas Satuan -—--
Rumah Susun Sertifikat Nomor : 92/XI1I/1L, berikut --

bangunan apartemen seperti tersebut di atas. --———--

~

Z . S M e T G e s s e e S Y Y e o A

e e e e e Pazal
~Harga penjualan/pembelian atas tanah berikut ---—--
banguran apartemen tersebut ditetapkan szekarang--———--
untuk kemudian pada waktunya sebesar —----—oms mmm e
Rp.5$80.701.330,- (sembilan ratus delapan puluh juta- =«
tujuhvratus satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah)-
vang telah dibavar Pihak Kedua kepada Pihak Pertama-
pada saat penanda tanganan akta ini. --——-————-—————-- >
-untuk penerimaan jumlah uang tersebut akan ------—- =
dibuktikan dengan kwitansi tersendiri yang akan--——--
diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pibﬁk Kedua.-—-—
~-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Pasal B e i
-Kedua belah pihak wajib dan terikat untuh --—-—--—--
melangsunakan penjualan/pembelian tanah berikut --—---
bangunan apartemen tersebut dihadapan Penjabat------
vang dimaksud dalam Pacsal 7 Peraturan Pemerintah —--
Nomor 24 Tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh-
tujuh (PP Nomor : 24,/1997) tentang pendaftaran ---—--
CANAFI . mmm o m o e e e e e e e s
~Bahwa jika kedua belah pihak belum meiangsungkan - -
penjualan/pembeaelian tanah berikut bangunan apai Lomeis
tersebut dihadapan pejabat yang berwenang sepe: Ui
tersebut di atas.. maka Pihak Pertama dapat dan

mempunyait hak untub membelil kembali atas tanah

berikut bangunan g temen tersebut dari 1 haal
Kedua wvang abkan e dalam akta berdenil o
omk e Smedinitee s mn Bay EEUES R 2 B . 1Aasa l ;_“ _ e R RS SR SSSHON R ) £8 A
\
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NTOR NOTARIS / PRAT
BRI,
SERPONG DAMAL SEXTOR Vi}
AP. RUKO BLOK RF RO. &
ERPONG -TANGERANG
SLR/FAXY. (21 - V.

—

e .. . » «
~Pihak Pertama dengan ini menjamin Pihak Kedua,-~~—~—

bahwa apa yang dijual itu adalah miliknya Pihak --——
Pertama, dengan membebaskan Pihak Kedua dari seqala—
tuntutan dari pihak lain wang menvatakan mempunyai —
hak atas tanah berikut bangunan apartemen tersebut-—-—
dan didasarkan atas hal-hal tersebut. —————wemmemem—o
e e e e s e PAacsal I e
~Pajak-pajak dan beban-beban lain yvang berkenaan ---—
dengan tanah verikut bangunan apartemen tersebut -—-—
vang harus dibayar sampai tanggal penyerahan kepada— :
Pihak Kedua. ditanggung dan dibayar oleh Pihak ----—
Pertama. - —————————m——— T e S s S S R R
-Pajak-pajak dan beban-beban lain yang ada setelah —
tanggal penyerahan kepada Pihak Kedua dpfanqgung dan
N.-
dibayar oieh Fihak Kedua. ——~""—~—~~;f, ~~~~~~~~~~~~~~~ =
-Biaya akta ini dan biaya-biaya lainnya wang s
bertalian denaan pembuatan perjanjian ini. menjadi -
tanggungan dan dibayvar oleh Pihak Pertama. —--———-—-—
-Biaya akta yvang akan dibuat yvaitu Akta Jual Beli --—
dan biava-tiava balik nama keatas nama Fihak Xedua--—
serta FPajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan —=—w- -
Bangunar (BPRIR) . menjadi tanggungan dan dibavar - --
oleh Pihak Keduna. kK=cuatl Pajak Penghasilan (Pethit -
ditangguny dan ditavar oleh Pihak Pertama: -- -
o RS R SR (3 . s f"':‘(l:‘\?l l 6 ~ R RO L WSS 5 WU W R RRERES st s
—Segenap abll warys danastagw pengganti hal dar
Pihak Pertaee dan ot habh Kedoa akan tuncol clan
terikat pada ol e taniian ind. ==—- e e
i i i e o o 4 R L & SR

-Segala sesuaty wana belum cukup diatur dalam b ta
= N .

——
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ini akan diatur dan diselesaikan oleh kedua belah --

pihak secara musyawarah dan mufakat. ——————moeme————-
5 T == P3sg] QL e e e

-Akhirnya mengenal akta ini dengan segala akibat —--
serta pelaksanaannya kedua belah pihak telah —----— e
memilih tempat kediaman yahg tetap dan seumumnya —-—-
dikanter Panitera Pengadilan Negeri di Tangerang, -—-%
dengan tidak mengurangl hak Pihak Kedua untulk —-—--—--— i
menyelésaikan sengketa atau perselisihan tersebut --
melalui Pengadilan MNegeri lain dalam wilavah MNegara--

Republik Indonesia. ——————w——m——ea—- e S s ——

—Para pihak menyatakan telah mengerti dan memahami -
isi akta ini, selanjutnya para pihabfm#ﬁyatakan S
menjamin akan kebenaran identitas séguai tanda --——-
pengenglimaupun data-data lainnva vang berkaitan --- -
dengaﬁ akta inil. ——==—rm e e
——————————————————— DEMIKINN AKTA INI - ——-—-———————-——-
~Dibuat Jdan diselezaikan di Serponga. Tangerang, pada
hari dan tanggal seperti tersebut pada bahagian awal
. akta 1mi. dengan dihadiri oleh 1 ———-—rmmmmmmm—n e —o

L. - Tuan 3UMHNRYONDO. Sarjana Teknik. lahir di —------—-

Laranaanyar . pada tanggal tiga puluh Okteber -----
Zerriar cembilan ratus delapan puluh (30-10-19807,
e rompatr btinggal <i Tangerang, villa pelatil Mas-

Biob 0 8/5 0 Rukun Tetangga 446, Rukun Warga 08, --

Dea cxlupang, Kecamatan Serpong. premeaang karto

foore s enduduk NMomor @ 3212057013, LeAed?d (-

-
!T. 5 DLOSNYOE0D. lahir di Bovolali . pada tangaad
‘ lihn SaE (gustus zeribu sembilan rotus enam --o
’ \\.‘
~ e »>

—
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=

puluh lima (12-08-1965), bertempat tinggal di ——-
Tangerang, Griya Asri Blok B-4/42, Rukun Tatangga
54

> Rukun Warga 07, Deca Jelupang, Kecamatan ———-—

Serpong, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor = —-—

3219052018, 1136647 ;== —m— et
~Kedua-duanya pegawal Notaris sebagai saksi-saksi. -
~Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini Kepada -
para penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta ini
ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan
SaYa, NOLaAr 1S .~ o
-Dibuat dengan satu perubahan, yaitu satu coretan —-

dengan gantian. ————emm e —————

-— Asli akta iri telah ditandatangani secukupnya. —-

——— DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG §ﬁMQfBUNYINYﬁ -
N o

is tersebut,
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Z=0o GKBASATUNTUK MENJUAL

veemm= = e . Nomor: -3, —

—-;:gc‘:;:,;harf!ini s - Semin, tamggal 06-07-2009 (enam —-—
Juli.duaribu sembilan). 2FE3K8amMr—m——m
- Rukul..11.35 WIB (sebelas lewat tigapuluh lima --———
menit. Waktu Indonesia-bagianiaaraé), ———————————————
- Berhadapan dengan saya, “, Sar jana -—
Hukum, Notaris di Tangevang, dengen dihadiri oleh --—

saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan —————

disebut pada bagian akhir akta ini : —-—————me-————
—Nyonys SR R S AR , 1ahi
di Jakarta pada tanggal 04-11-1970 (empat —--——————
Nopember: seribu sembilanratus tujuhpuluh), Warga-
- \{Negara Indonesia, Tbu Rumah Tangga, bertempat ———
tinggal di-Tangerang, -Medang Lestari Blok D.Vi --
nomor 10, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, --
Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, pemegang-
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3603224411700001; --
-untuk melakukan perbuatan hukum yang akan —————-
disebut telah memperoleh persetujuan dari —-————--—-—
suaminya tuan SAEEEEEEEEEER., ':2hir di Rangkas -
Bitung pada tanggal 03-07-1968 (tiga Juli seribu-
sembilanratus enampulubh delapan), Wair-ga Negara -—-
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal ---
sama dengan isterinya tersebut, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Nomor : 3603220307680001, yang ---

Juga hadir dan menanda-tangani akta ini dihadapan

saya, Notaris; - - ———-----------————

- Penghadap nyonya IENNCENENER -
amaeEEER) tersebut. (~vang untuk selanjutnya akan

1
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ini

disebut juga "PEMBERI KUASA"), menerangkan dengan —-—

memberi kuasa kepada : ———————————oo_________
— Perseroan terbatas PT.BANK SYARTAH Sammmm ——————— -
W, berkedudukan di Jakarta, (selanjutnya-—
disebut Perseroan), yang anggaran dasarnya telah-—
mengalami beberapa kali perubéhan dan terakhir ——
‘dengan. akta tertanggai 09-10-2006 (sembilan —---———
Oktober duaribu enam), Nomor 3 20, yang dibuati ——
dihadapan Fransiscus Yaverius Budi Susanto ——--——

Isbandi, Sarjana Hukum, dan telah dilaporkan -———

serta diterima ‘dan dicatat datam Database —————- =

Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi -<-—
Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indoﬁesia delam surat Penerimaan Laporan
tertanggal 31-09-2006 (tigapuluh satu September —
dua ribu enam), Nomor : W7-HT.01.04-2876, —————- —
sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan —————
Komisaris perseroan yang terakhir dimuat dalam -—
akta tertanggal 30-04-2007 (tigapulub April —--—--—-—
duaribu tujuh, Nomor : 113, vang dibuat dihadapan
Notaris tersebut dan telah dilaporkan serta —--————
diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum —
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum —-————
Departemen Hukum dan Hak Asasi Mapusia Republik -
Indonesia dalam su~3at Penerimaan Laporan ——————--—

tertanggal 13-07-2007 (tigabelas Juli duaribu ---

tujuh), Nomor : W7-HT.01.10-8371; —-—————————————-

yang untuk selanjutnya akan disebut juga —--—-——-

——————————————— "PENERTMA KUASA", ———=—m———————————x

——————————————— K h u s U 5 P e
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/ . 2
4= Untuk mewakili serta bertindak untuk— dan atas -~ ——

- -}nama :PEMBERI KUASA, menjual atau secara apapun juga-—

memi-ndahkan/menyerahkan. dan/atau melepaskan hak -————

-sebidang tamah: Hak Guna .Bangunan Nomor: 00507/——
{Wanakerta, seluas 72 M2 (tujuhbuluh dua meter -——
persegi), .diuraikan dalamvSUYat Ukur tertanggai =
24-01-2000 (duapuluh..empat Janauri duaribu), --- —
Nomor: 54/2000, vang terletak di Propinsi Banten,
‘|/Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pasar Kemis, Desa-—
Wanakerta, terdaftar atas nama NANT RUSMIYANTIE; —
—berikut segala sesuatu yang melekat dan —-———————
| tertanam sert; berada diatas bidang tanah -————-— =
.| 'tersebut, tidak ada yang dikecualikan, setempat -

-dikenal sebagai Komplek "TALAGA BESTART", —-=—-——-—

Blok C-7 kaveling nomor 11; —————em———_______
- demikian kepada siapapun Juga dan -dengan harga —-——
yang dipandang baik oleh PENERIMA KUASA serta —-——-—- -
dengan syarat-syarat.dan ketentuan-ketentuan atau --—
perjanjian yang lazim dipakai untuk itu dan —-———————
pergjanjian lainnya yang dianggab perlu oleh ———————-—
PENERIMA KUASA. ———mm e
- Untuk keperluan tersebut, PENERIMA KUASA dengan --
ini dikuasakan pula untuk menghadap kepada siapa ---
dan dimanapun juga diantaranya kepada- dan —-—-—-—-----
dihadapan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta ----—
'fanah (PPAT) yang berwenang, memberi dan menerima --
keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkanm -- -
dan menanda-tangani akta jual belinya dan/atau --

akta-akta serta surat-surat lainnya yang =-—————--
\“

3
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[diperiukan, menerima uang hasil penjdalannya dan —--—
untuk itu memberi tanda bukti penerimaan —————————-—

(kwitansi)-nya, membayar segala biaya/ongkos—-ongkos—

tyang perlu dibayar dan meminta tanda bukti —--——-——-——-
pembayarannya dan kemudian -memperhitungkan hasil --—
penjualan tersebut kepada PEMBERI KUASA dan —--—---—
selanjutnya melakuksan segala tindakarn apapun yang -—
baik dan berguna untuk mencapai maksud-maksud ————
| tersebut diatas, tidak ada tindaxan yang —————————"—
{-dikecualikan, satu dan lain hal dalam arti kata ---—
”fang seluas—-luasnya. ————————————————————————————-—=
1 - PEMBERT KUASA selanjutnya menerangkan, bahwa ————
apabila untuk sesuatu tindakan dalam pelaksanaan ———

kuasa—-kuasa tersebut diatas diperlukan surat kuasa -

s ehugus ftersendiri, maka kuasa -khusus/tersendiri ————

terceebut kata demi '‘Wata harus dianggap telah —-—————-
tercantum dan diberikan dalam akta ini. —-——————-————-

-~ Turut hadir pula dihadapan saya, Notaris : —————--—

- a.Tuan EEEEENENEEER 15hir di Bandung pada —-——-—

tanggal 08-06-1971 (delapan Juni seribu ————=-7=
sembilanratus tujuhpuluh satu), Warga Negara ---
Indonesia, Unit Manager Kantor Cabang Pembantu -
Ciledug Direktorat Bisnis Mikro dari: perseroan -
yang akan disebut, bertempat tinggal di Jakarta-
Selatan, Cipulir, Rukun Tetangga 004, Rukun —=--
Warga 006, Kelurahan Cipulir, Kecamatan -~--=7777

Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk --

Nomor : 09.5305.060671.0638; —-—-——-—---~-~-—"—-~-""7777

Ib.Tuan AR, lahir di Purworeo, pada ==

kftfffj 13-01-1982 (sembilan belas Januar:y -= 777

4
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?E;;E; sembilanratus delapan puluh duad, Warga -
‘INegara Indonesia, Financing Officer Kantor —————
-Cabang Pembantu..Cilecug Direktorat Pisnis Mikro-—
s ridari perservoan yang..akan disebut, bertempat -——-

-tinggal. di Tangerang,, Jalan Ratu Bidadari, Rukun

3

' Tetangga 003,: Rukun Warga 005; Desa Ciputat, ——-

Kecamatan Ciputat, pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor .: 3603261991820002; - —————eee———_ P RURSP
—menuru§ keterangan mereka bertindak délam ———————
jabatan/kedudukannya tersebut diatas damn —————————
berdasarkan Surat Keputusan Direksi perseroan --—-—

yang akan disebut, yang mesing-masing dan —-————-———

-lherturut-turut tertanggal 25-08-2008 (duapuluh -—--—

lima Agustus duaribu delaban) dan tertanggal —-----—-

-{20-06-2C08 . (duapuluh Juni duaribu delapan), —--—--- =

Nomor : O02/DIR/SK-COSD/VII11/08 dan Nomor: —————-— ==
001 /DIR/SK-COSD/V1/08, dari- dan oleh karena itu -
untuk- dan atas nama Direksi perserocan, karenanya-—
sah bertindak untuk dan atas nama perseroan —-—---—
terbatas PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA, --———--—--—
berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya —--—
‘telah mengalami: ‘beberapa kali perubahan dan —-——----—
terakhir dengan akta tertanggal 05-10-2006 ————-———
(sembilan Oktober duaribu enam), Nomor : 20, yang-
dibuat dihadapan Fransiscus Xaverius Budi Susanto-
Isbandi,. Sarjana Hukum, dan telah dilaporkan —----
serta diterima dan dicatat dalam Database —--—————-—
Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi —----—

Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia-

Republik Indonesia dalam surat Pener:maan |_aporan-
——

S
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ertanggal 31-09-2006 (tigapuluh sgtu September -—
dua ribu enam), Nomor : N7~HT.01.d;—2876, ——————— ~=
sedangkan susuhan anggota Direksi dan Dewan ——-—- —
IKomisaris perserocan yang terakhir dimuat dalam ———
akta tertanggal 30-04-2007 (tigapuluh April —---—- -
duaribu tujuh, Nomor : 113, yané dibuat dihadapan—
Notaris “tersebut dan telah dilaporkan sevrta —-———— ==
diterima’ dan dicatat dalam Database Sisminbakum -—
Direk?orat Jenderal Administirasi Hukum ‘Umum —————
‘Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --—
Indonesia dalam surat Penerimaan Laporan ——-————-—- —
tertanggal 13-07-2007 (tigabelas Juli duaribu -———

tujuh), Nomor: W7-HT.01.10-8371} ——————————————— -

P—}ahg‘dengan ini menefangkan telah mengetahui, -————
| mergerti dan memahami serta menerima baik pemberian—
kuasa tersebut diatas. --——-—-——-—---—-------rr——- -—
- Akhirnya untuk segala urusan mengenai akta ini --—
dengan segala akibatnya, para penghadap memilih —-—-—-—
tempat tinggal yang umum dan tetap pada kantor —--——--—
Panitera Pengadilan Negeri Tangerang. —--—-———-———--- =
- Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. —————-—
————————————————— DEMIKIAN AKTA IN] - ———————————————
- Dibuat dan diselesaikan di Tangerang, pada hari -—
dan tanggal tersebut pada awal akta inmi1, dengan —--—
:dihédiri LB - § | s e
A'”i-’._ Nyonya EENEEEEEENNEE G Sorjans Hukum, ---—

lahir di Jakarta pada tanggal 11-05-1976 (sebelss

Mei seribu sembilanratus tujuhpulub enam), Wargae—

Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat ——-—

tinggal di Tangerang, Jalan Ciliwung I1I nomor —-—
L"‘\.

6

Penyelesaian pembiayaan..., Chekky Kurniasari Dewi,FHUI,2011



12, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 01, Kelurahan-

Karawaci Baru, Kecamatan Karawaci, pemegang Kartu

Tands Penduduk Nomor: 3671075105760005, dan: ————
2. Nyonya DO, Mogister ————
Kenotariatan, lahir di Jgkarta pada tanggal --———-
05-01-1983 (lima Januari seribu sembilanratus -——
delapanpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, ----—-—
Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Tangevrang, —
Jalan Dram AD nomor 9 Komplek Garuda, Rukun ---—-—
Tetangga 01, Rukun Warga 06, Kelurahan Cipondoh, —

Kecamatan‘Cipondoh, pemegang Kartu Tanda Penduduk

No¢or: 3671054501830009; ————————m———_________ -
sebagai saksi-saksi. —-———— oo ________ -
— Setelah ssya Notaris, membacakan akta iri kepada -
penghadap dan saksi—-saksi, maka segera penghadap, --—

saksi-saksi dan saya, Notaris menandatangani akta --—

- Dibuat dengan empat perubahan berupa dua tambahan.
satu gantian dan satu coretan. ———————_____________
- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan -----—

sempurna.

5
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- ttd -

A
AKTA JUAL BELI
No: - R / 2010.
Lembar Pertama/Kedua
Pada hari ini, Rabu, ----— tanggal 24 ( dua pulun empat ————— -)
bulan Nopeaber --------—— tahun 2010 ( dna ribu sepuluh -~—

)
hadir dihadapan saya ~ CHEENEENR oid b

yang berdasarkan surat Keputusan FEGATE HERaT LR
oonoN 2L-0%- 155 Bl S
Z.ELH [anggal SUTUT T LT nomor IR IR

diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjuinya
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja =~ =<%i<¢
recamatan d: rdan berkantor di Bumi Seipong Damai Sektor vii

" dengan dihadini oleh

dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:------

» I
P&¥y&l&eaian pembiayaan..., Chekky Kurniasari Dewi,FHUI,2011
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ati curetan.—- ———--—

Totorelan.- S-=er

oot -

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap |

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya

kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepadg saya oleh saksi pengenal

ranc alan - dicabutkan aada althirakta-ias
ym“ls ficdiarov oot patiit (29,9999 ME s U D20 Y

- -

Pihak Pertama- menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan

. HQMW Hef Hak Guna Bangunan/l-l—&!i-_?&k&i 5 o A

Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama :

Nomor  00507/Wanakerta —————- atas sebidang tanah sebagaimana
’

diuraikan dalam Surat Ukur/Gambit—-Sa-t-&a& tanggal 24 Januari 2000 -

Nomor 54/2000 --——- seluas 72 ---— m’ ( Lujun puiun-

dug —-mm—— e oo T TS T o s o Tmmmm m e meter persegi ) dengan

Nomor Identifikasi Bidang Tanah ( NIB ) i

(]

.04.08.03.0033] ——~——---

atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Gyna Usaha/Hak Guna Bangunan/
Hak Pakai Nomor
Nomor Identifikasi Bidang Tanah ( NIB )

yaitu seluas kurang lebih

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukpir/peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini. ---------srmssmoommmmn
. Hak Milik atas sebidang tanah 1 ------femmmr coomonmemommmomommn e e
Persil Nomor Blok Kohir Nomor

seluas kurang lebih m-

meter persegi ). dengan batas-batas ©--- oo ommememreee o

— o

Akta fual Bel: Hatawtan $agee

Penyelesaian pembiayaan..., Chekky Kurniasari Dewi,FHUI,2011
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J

Rpo 10 OOOO'OOO ,"' e———
(em3at puluh juta ——

-san coretan- ————
coretan,.— ————~- -~~~

rupian)

-disankan.—

ttd

. 7P 1 -1 dal i b b 1 —
SCUaEanIraiict ararankanaaraliirpeia |2188:-44¢01

Nomor yang dilampirkan pada akta ini. --—

berdasarkan alat-alat bukti berupa : -----------=-d5---2>

e Hak MilikKtas Satuan Rrmah SUSUN ; ------=ncm=ms commmmmmmmmmmmomommoomommommmomee s
terletak di : =-----m--cmmmmmmmmmmmmmommmmmmmomo oo ooeoossmmsoosoomooosssooodomotTToT oI

- Propinsi . Jawa 3aral (sekarang P'ropinsi Banten

- Kabupaten/Kota . Tangerang. cooTTToTTTT T T T T

- Kecamatan - Pasar Kemis., -————————————"T"""""T77777 -

- Desa/Kelurahan . - Wanakerta., --———-———---T—TTTTTTTTTT -

. Jadam . Kompiek “TALAGA BESTARI", Biok C-7 -
Nuomos 1. - mmemmm o T m T

Jual beli ini meliputi pula : ------=---mosomemmomooeomooo oo oes mmmemeemmmsmmsoosmeosssmeo oo

serada dan Ler Lanam diatas tanab tersebut, -

nan Tumah Lingyai yanyg didirikan berdasarkaii—
Tooen Hendad Tk Sanguiigil Lerlanggai empal Juil seribu sembiian ——

% .0 w it ety raoiests POIZLOOT OITGST MNumtr - 938 e el G
Doatiln ogHniloidil Plrdnr Lugun LU= Ui (RS2 RN A 10 1110 1 SE 53 O/ et iTY

e tuar Rait Uleh Repaia Tinas Banguiian alas nama Bupat1 ———--

. 2 b T R e Tl eiselean? T T oerergger ozt e G S e i i
Ayt wledi ol P ngade b vditgesainyg. 77 S0 e SRR, SR

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Jual

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa : -------=-c--onoomommommomesmnmmmmoos
4. Jual beli ini dilakukan dengan harga Rg—54= LGG.GG&, e s R S

i Lma puiuh empat juta rupian; ----poooosooooommmTTTIoOS -

b Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas

dari Pihak kedua dan untuk penerimaan uang terscbut akia ini berlaku

L]
pula scbagai tanda penerimaan yang sah ( TR
*> 4

Penyelesaian pembiayaan..., Chekky Kurniasari Dewi,FHUI,2011 = /
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c.  Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : ---------ooooomooooooe -

-- Pasal 1 ---- VU —— =

. Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi

‘ milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dar,
dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut di atas menjadi

hak/beban Pihak Kedua. ------------==m=mrm s oo oo oo oo oo oo oo -

------------------- e eeemmmmmmmeem= PARAL 2 mmm e

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak

ihak Pertama ——— -~ tersangkut ‘dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai
Z%ag:; .-‘bgz:z 3[‘)‘)8’\ jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertipikat, dan

Ksud daiam akta —-—
si adaian benai— —-
wnar miiik Pihak —-
“tama sendiri dan-

/ dak ada orang iain TR L
ng Lurut mempunyai
K apapun juga, ——-
fum pernah dijuai-
au diperjanjikan - ——-——-————To-
tuk dijuai. ———--- Nomor o
ihak Pertama —---- T TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT iy
i adaianh benai—- ——

Jua dari semua -—- - - Pasal 4
;fﬁ;;agi)gzgﬁtj:ga _ Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa aengan jual beli ini
iy dari siapapun -
ngenail atau yany -

bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. ---------------==------o--ooo -

kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan

riwbungan dengan - tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana
{;:dé'if‘g% ?iJ?‘flﬂ tercantum dalam pernyataannya tanggal et i, <o
rsgbut, —-momm e
SsalRAN, = 0000000 esseseemeeesomsessniiiss Pasal 5 ------mmmmmmmmmmem oo
Dalam hal terdapat perbsdaan luas tanah yang menjadi obyek jual bel
’ dalam akta ini dengan hasil pengnkuran oleh instansi Badan Pertanahan
- 1d - Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi

Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan

kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

---------------------------------------- Pasal Voo
Penyeranan nyata dari yang diperjuaibeiikan dengan akta imi
diserankan dari Pinhak Pertama kepada Pihak hedua secdra -—---
Leirsengiry, —--- oo m s s e s 4 B AR B L i &

Pihak kedua teiah mengetahui benar ifentang iokasy, keadaan

A D

Yara Juai Bebs

Penyelesaian pembiayaan..., Chekky Kurniasari Dewi,FHUI,2011
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\ak Psrtama dan -
kK redua
‘abakan banwa
—data vaitu: -~
. Rartu Keiuairyge,
y Nikan/Akta ----
cawinan, SPPT PBE
5, Sertipikat —-
¢ bukii
smi §ikan hak alds
ahy saria gats

I o

Rfya yang ——-—--7
e ikan kepada -~
a, rejabat -——-———-
Hual Akta Tanah,-
2 diksmudian narrs

Lerssbul ——

3

b AR EL EEE .
”"}'cn‘d Cilark el

sepanuid; -
Langyung oo
Fertane-
nak Katbguz -
mambebaskan -
Pembuat A%L:
para [aks
Paris
dars
Prgbium LA
Sergale -
apusr Fengadiian -

"A’EJ;';‘ 3o

P a tisagha Negas ).

LC_I)C& l

e Ui L naail Laiiall yaiiy meiigad i objek juail bsii oo

TRBIN e L ves

SR akba ini dan p=itanggung jawab sepenuhnya akarn hai ————

Lersebul serla mgmbziaskan Fejabat fembuat Akta Tanan dan -——

paia saks i weigeidi tiad Lersesbul dag apapun yang Derkailai

deigainya. T e e e i e T T e T T T -
- - s

e e o o e e e e S e - Fasat et s o et e e s s o S o o i e T e i e

S Apa yang diterungiai pard pinak mengenai objek juai beii ini

tedii

L maSuik fidi gailyd G Langyguny Jawab para pibail Dukan -

Langguiig jawsb Pejabal Tambual Akita Tanah ;_Jv-——-»—m_-_.-_.._w

Pasal 2

Kedua belah pihak dalmn hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat

kediaman hukum ydang. @mamy. dan tidak berubah--pada--Kantor. Panitera-.

Pengadilan Negeri Tunrepane. ----

Pasal

Biaya pembuatart’ dkaa i

dibayar olek pinax Yelva
Akhirnya hadir juga di hadapan saya. dengan dihadin oleh saksi-saksi yang

sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini :

yang menerangkan telah mengetahui apa  yang diuraikan di atas dan
menyetujui jual beli dalam akta inn.
Dumkganinhlakm‘m) dth..u dm M
fran iehiby % "
vy Gy a n'_ A A ot Ly «35_
sudllyd pegawdi bl Wdan {4 Tunah, bertempatl Linggal
Tangar anyg. e e =

6 A=
Haiaman o da

, Pepyelesaian pembiayaan...,
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- - o ”



ae
1
2
]
’

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai
bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak
Kedua tersebut di atas, akia imi ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak

Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap

= asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1
‘ (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepaca Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota Tangerang.
untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. --------------
- Pihak Pertama : Pihak Kedua
’ - ttd -
. - ttd -
o)
J,.,; Juan Insinvi: e -
E Q0. Nyonya SR Hyonya NS .
| s B
i N, !
Persetujuan ..........ccccceeeeee. ik
Saksi Sakst
i
~ - ttd - - ttd -
X . Tuda WIRYUND . OU. Myonya WIJAYANTD CHALI.a
Asli akta ini ditangda === o s el s e
angani secukupnya. —-——---
Jibeeikag sebagai salinan :
;,Ku‘i}, ICangerang. ——— Pejabat Pembuat Akta Tanah

> 7

Ao Faal Rely

Penyelésaian pembiayaan..., Chekky Kurniasari Dewi,FHUI,2011
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